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PEDOMAN KERJA KEPANITERAAN PERKARA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KEPANITERAAN PERKARA
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SOP/001/PRK/2016 tentang Pendaftaran Gugatan

SOP/002/PRK/2016 tentang Penanganan Register Gugatan

SOP/003/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Penetapan Dismissal
SOP/004/PRK/2016 tentang Penerimaan Perkara Permohonan
SOP/005/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Permohonan
SOP/006/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Permohonan
SOP/007/PRK/2016 _tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada
Pengadilan Tingkat Pertama

SOP/008/PRK/2016 tentang Penerimaan Perkara Banding

SOP/009/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Banding

SOP /010/PRK/2017 tentang Pemberitahuan Inzage (Melihat Berkas Perkara)
SOP/011/PRK/2016 _tentang Penerimaan Memori_Banding/ Kontra Memori
Banding

SOP/012/PRK/2016 tentang Pencabutan Perkara Banding

SOP/013/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Perkara Banding
SOP/014/PRK/2016 tentang Penerimaan Perkara Kasasi

SOP/015/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Kasasi

SOP/016/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi
Perkara Kasasi

SOP/017/PRK/2016 tentang Pencabutan Perkara Kasasi

SOP/018/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
SOP/019/PRK/2016 tentang Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
SOP/020/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
SOP/021/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/ Kontra
Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali

SOP/022/PRK/2016 tentang Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali
SOP/023/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali
SOP/024/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali

SOP/025/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perkara
SOP/026/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara
SOP/027/PRK/2016 tentang Permohonan dan Penetapan Eksekusi
SOP/028/PRK/2016 tentang Penanganan Register Gugatan/ Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali

SOP/029/PRK/2016 tentang Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan
Perkara

SOP/030/PRK/2017 tentang Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan KIP
SOP/031/PRK/2017 tentang Pengelolaan Publikasi Informasi Perkara
SOP/032/PRK/2018 tentang Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan Sengketa
Pemilu

SOP/033/PRK/2023 tentang Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
Kepada Pencari Keadilan Secara Otomatis (Angkringan)

SOP/034/PRK/2023 tentang Pengelolaan ATK Perkara

SOP/035/PRK/2023 tentang Pemeriksaan Setempat

SOP/036/PRK/2023 tentang Gugatan Perlawanan
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SOP/037/PRK/2024 tentang Pengambilan Salinan _Putusan yang Belum
Berkekuatan Hukum Tetap (Secara Konvensional)

SOP/038/PRK/2024 tentang Pelayanan Disabilitas

SOP/039/PRK/2024 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP/001/Ecourt/2022 tentang Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan Secara
Elektronik.

SOP/002/Ecourt/2022 tentang Penunjukan Maijelis Hakim secara Elektronik .
SOP/003/Ecourt/2022 tentang Panggilan Para Pihak Dalam Rangka Dismissal
Proses Gugatan Secara Elektronik

SOP/004/Ecourt/2022 tentan Penerimaan Berkas secara Elektronik Oleh Hakim.
SOP/005/Ecourt/2022 tentang Pangailan Sidang Secara Elektronik.
SOP/006/Ecourt/2022 tentang Pemeriksaan Persiapan secara Elektronik
SOP/007/Ecourt/2022 tentang Penerimaan Gugatan dan Jawaban Secara
Elektronik.

SOP/008/Ecourt/2022 tentang Penerimaan Replik Secara Elektronik.
SOP/009/Ecourt/2022 tentang Penerimaan Duplik Secara Elektronik.
SOP/010/Ecourt/2022 tentang Masuknya Pihak Intervensi secara Elektronik.
SOP/011/Ecourt/2022 tentang Penerimaan Kesimpulan Secara Elektronik.
SOP/012/Ecourt/2022 tentang Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik.
SOP/013/Ecourt/2022 tentang Minutasi secara Elektronik.

SOP/014/Ecourt/2022 tentang Upaya Hukum Banding Secara Elektronik (E-Court
Banding)

SOP/015/Ecourt/2022 tentang Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Secara
Elektronik.

SOP/016/Ecourt/2024 tentang Penerimaan dan Pendaftaran Banding Secara
Elektronik

SOP/017/Ecourt/2024 _tentang Pencabutan Upaya Hukum Banding Secara
Elektronik

SOP/018/Ecourt/2024 tentang Penerimaan Memori/Kontra Banding Secara
Elektronik

SOP/019/Ecourt/2024 tentang Kirim Berkas Banding Secara Elektronik
SOP/020/Ecourt/2024 tentang Inzage Secara Elektronik

SOP/021/Ecourt/2024 tentan Pemberitahuan Putusan Banding Secara Elektronik
SOP/022/Ecourt/2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat
Banding Secara E-Court

SOP/023/Ecourt/2024 tentang Penetapan Pencabutan Gugatan Oleh Maijelis

Hakim secara Elektronik




DASAR HUKUM
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik_Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Neqgara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Republik_Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan _ Ketua Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu di
Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan
Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara
untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara
di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tata Usaha Negara

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 305/SEK/SK/VI1/2018 tentang
Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi
Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2011 tentang Perkara
yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali
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Peninjauan Kembali

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agqung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun

Surat Edaran Mahakamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan tentang
Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman
pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease
2019 (covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawanya.

Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan kedua
tentang Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang
pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona
virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya.

Surat Edaran  Nomor: 393!DJMT!Keo!SE!10/2018. Tentang  Sosialisasi
penyelesaian perkara secara elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha
Negara.

SK_KMA 122/KMA/SK/VII2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna
Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

SK Dirjen Miltun No.307/Dimt/Kep.5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma
3/2018.

Surat Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
25a/DJMT.3/B/I/2016 tangqal 8 Januari 2016 tentang Penomoran Perkara

Surat Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
321/DJMT.3/B/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberlakuan
Penomoran Perkara

Surat Keputusan Dirien Miltun No.?82/DJMT/Kep/XH!2018. tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Tata
Usaha Negara

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 1))
beserta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan_dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor-: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim
Penyempurnaan Buku |. Buku I, Buku lll, dan Buku tentang Pengawasan (Buku
V)

Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha
Negara beserta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan _Militer dan
Peradilan _Tata Usaha Negara Nomor: 48/Dimt/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara




34.
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

SK_KMA nomor 363 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di

Pengadilan Secara Elektronik.




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARAPENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon : 0274 — 520502 Faximile : 0274 -581675

Nomor SOP

SOP/001/PRK/2016

Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2016
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Efektif 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id ;
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN GUGATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/11/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VI1/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKVII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

D-111
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Gugatan

1.

Alat Tulis Kantor (ATK), Kamputer/ Laptop,
Printer

Buku Bantu Gugatan Perkara

Berkas perkaragugatan

Buku Register Perkara Induk Gugatan
Blangko SKUM

Nomor Rekening Pengadilan

Bukti Penyetoran Biaya Perkara

Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat

2. SOP Penanganan Register Perkara Gugatan | 2.
3. SOP Penanganan Register Gugatan/ Banding/ | 3.
Kasasi/ Peninjauan Kembali 4,

5.

6.

7.

8.

Pertama
9.

Buku Register Perkara Induk Gugatan

10. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim/PP
11. Buku Ekspedisi




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas | Berkas Perkara Gugatan
peradilan tidak akan tercapai.

PROSEDUR :

1. Panitera Muda Perkara Menerima berkas perkara gugatan yang telah lengkap

2. Panitera Muda Perkara Menghitung panjar biaya perkara gugatan

3. Kasir/ Petugas Meja | Membuat SKUM panjar biaya perkara gugatan

4. Kasir/ Petugas Meja | Menerima bukti penyetoran biaya perkara gugatan yang telah disetor ke

Bank

Kasir/ Petugas Meja | Mencatat dan memberi nomor perkara gugatan dalam jurnal keuangan
perkara gugatan

Petugas Meja Il Mendaftarkan gugatan dalam Buku Register Induk Perkara dan SIPP

Kasir/ Petugas Meja | Melengkapi berkas perkara dengan Form resume berkas Perkara

Panitera Muda Perkara membuat Resume berkas Perkara

Panitera Muda Perkara bersama panitera melakukan Penelitian Administrasi

. Ketua/ wakil ketua melakukan proses dismissal

. Ketua/ wakil ketua Menunjuk Hakim/ Majelis Hakim

. Panitera Menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti

. Petugas Meja Il Mencatat penetapan dan penunjukkan dalam Buku Register Induk Perkara dan

SIPP

. Kasir/ Petugas Meja | Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan

persiapan




Pelaksana Mutu Baku
. Panitera| Kasir/ Ketua/ w
No ARINTAS Muda Petugas Ph':g'.'g?ls Wakil | Panitera ﬁee;giaia;agi‘ ak Output
Perkara Meja | ) Ketua ki tu
- Buku Bantu
Gugatan Diterimanya
Menerima Perkara berkas
1 berkas perkara (: - Berkas perkara
. gugatan yang perkara yang telah
telah lengkap gugatan lengkap
- Buku
ekspedisi
Menghitung
panjar biaya A - Berkas Terdatanya
2: perkara perkara biaya proses
gugatan gugatan
- Blangko
Terdatanya
Membuat ) gKUM kelengkapan
3. E.KUM pa s |:v:| - R:E;?:r' . biaya
iaya perkara in
; perkara
gugatan Pengadilan gugatan
Menerima v - Bukti
bukti Penyetoran Terdatanya
4 penyetoran I::l Biaya kelengkapan
: biaya perkara Perkara biaya proses
gugatan yang - Berkas perkara
telah disetor ke Perkara gugatan
Bank - SIPP
v Perkara
Gugatan
Menc;ta_t dan [ | E::::rf; Emal hTa Learlc;ant‘at
m?_;noren 1 Perkam L nomor
I-lgrkara Tingkat register
5 : t Ferama sesuai
= || geian - Berkas s
dalam jurnal perkara dengan
keuangan - Buku nomor
perkara ekspedisi Qa!ar:'\ buku
gugatan jurna
keuangan
dan SIPP
Mendaftarkan - Buku Register Berkas
gugatan dalam Perkara Induk perkara
6. | Buku Register E:’ Gugatan siap
" | Induk Perkara - Berkas pe diresume
dan SIPP - Buku
ekspedisi
Berkas
perkara
siap
diserahkan
Melengkapi ) g;;k:rsa kepada
berkas perkara < - SKUM Ketu_al
T gengan - Buku z\.’aku Ketua
orm resume s an
berkas Perkara ekspedisi Panitera
untuk
Ej Penunjukan
Majelis
Hakim/PP




8. | Resume berkas - Berkas
Perkara perkara
telah
diresume
oleh
l____‘ Panitera
Muda
Perkara
9. | Penelitian Terdatanya
s ; > - Berkas perkara
Administrasi |:! | l i Resumg resume
perkara
10 | Proses - Penetapan Ditetapkan-
Dismissal <> < Lolos ismissal nya Lolos
L SIPP Dismissal
11 | Menunjuk l L Penetapan Ditetapkan-
Hakim/ Penunjukkan nya Hakim/
Majelis Hakim Hakim/Maje- Majelis
Iﬁ_;—] lis Hakim Hakim
- Buku Register
Induk Perkara
- Berkas Perkara
- SIPP
12 | Menunjuk - Penunjukan Ditetapkan-
Panitera PP/JSIJSP nya Panitera
Pengganti dan Ej - Sampul berkas Pengganti
Juru Sita/Juru perkara dan Juru
Sita Pengganti L Berkas perkara 1 Sita/Juru
- SIPP ha Sita
i Pengganti
13 | Mencatat - Penetapan Tercatatnya
penetapan dan Penunjukkan penetapan
penunjukkan Majelis dan
dalam Buku Hakim/PP/JSP penunjukkan
Register Induk + Buku Register dalam Buku
Perkara dan Induk Perkara Register
SIPP - SIPP Induk
Gugatan
dan SIPP
14 | Menyerahkan - Berkas Diserahkan-
berkas perkara perkara nya berkas
kepada Majelis O - Buku perkara
Hakim untuk Ekspedisi kepada
pemeriksaan Majelis
persiapan Hakim




MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADI
DAN PERADILAN TATA USAHA NE
PENGADILAN TINGGI TATA U

PENGADILAN TATA USAH
Jalan Janti Nomor 66 Bang

REPUBLIK INDONESIA

SAHA NEGARA SURABAYA

A NEGARA YOGYAKARTA
untapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id,
Email : ptunjog}a@mahkamahagung‘go.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER PERKARA GUGATAN

Nomor SOP

SOP/002/PRK/2016

LAN MILITER

GARA 04 Juni 2016

Tanggal Pembuatan
b e o
Tanggal Revisi

b |

Tanggal Efektif

29 Mei 2024

10 Juni 2024

id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA -

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor- KMA/026/SK/11/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor 131/KMA/SKVIN2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/V/11/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
KETERKAITAN :

2

D-111
S1-Hukum

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Gugatan

2. SOP Pendaftaran Gugatan

3. SOP Penanganan Register Gugatan/ Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Alat Tulis Kantor

(ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

Buku Ekspedisi

Berkas perkara

2.
3.
4. Buku Register Perkara Induk Gugatan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak
Lperadilan tidak akan t

dilaksanakan, maka asas
ercapai.
|

Berkas Perkara Gugatan

e

10



PROSEDUR :

HonN

o

Petugas Meja Il Mencatat jumlah halaman dan memberi tandatangan serta paraf pimpinan pada
Buku Register Perkara Induk Gugatan

Petugas Meja Il Menerima berkas perkara gugatan yang telah selesai diminutasi
Petugas Meja Il Mencatat berkas perkara gugatan dalam Buku Register Perkara Induk Gugatan

Panitera Muda Perkara Memerika pengisian administrasi berkas perkara gugatan yang telah
didaftarkan dalam Buku Register Perkara Induk Gugatan

Petugas Meja II Menutup Buku Register Perkara Induk Gugatan pada akhir bulan
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panitera Muda Persyaratan/
Meja Il Perkara Perlengkapan Vil Quiput
Mencatat jumlah halaman .
1 Tersedianya
d:: megfr‘:fer{:ng:fnangzg C:] - Buku Register Buku
fy 1 SPAEERERENPRCINE Perkara Induk Register
Buku Register Perkara Gugatan Perkara Induk
Induk Gugatan Gugatan
. ITerdatanya
Menerima berkas perkara | _ vy - Buku Ekspedisi penyelesaian
2 ggg_atan yang telah selesai |: | - Berkas perkara perkara
: diminutasi
gugatan
v Tercatatnya
E—L berkas
e 1 perkara
Mencatat berkas perkara HARI gugatan
3 gugatan dalam Buku - Berkas Perkara dalam Buku
* |Register Perkara Induk Ti Register
idak
Gugatan Perkara
Induk
Gugatan
Memerika pengisian .
administrasi berkas perkara - Buku Register dS:tzuda;r::?n
gugatan yang telah Perkara Induk Bitkis
4. |didaftarkan dalam Buku Ya v Gugatan Register
Register Perkara Induk - Berkas perkara Indﬂk
Gugatan - Buku ekspedisi berkara
Terdatanya
Menutup Buku Register v i : jumlah
5 Perkara Induk Gugatan [’: Eg:kuageﬁ:zr}: perkara yang
" |pada akhir bulan Guaatan 1 HARI ditangani oleh
9 kepaniteraan
erkara
Catatan:

Tercatatnya berkas perkara gugatan dalam Buku Register Perkara Induk Gugatan
Menutup Buku Register Perkara Induk Gugatan pada akhir bulan
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Normor SOR SOP/003/PRK/2016

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER [ [PeNEYN P re—"
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA AN Fom

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA T | Revisi F——
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA AhggalBevi &l

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198

Telepon :0274 520502 Faximile ;: 0274 - 581675 Tanggal' Efektif 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PENETAPAN DISMISSAL

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang | S1—Hukum
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/I1/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/\VII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Gugatan 1. Berkas perkara
2. SOP Pendaftaran Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penanganan Register Gugatan 3. Komputer / Laptop
4. Printer
5. Surat pemberitahuan
6. Arsip berkas perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas | Berkas Perkara Gugatan
peradilan tidak akan tercapai.
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PROSEDUR :

SN

PNO o

Panitera Menerima penetapan dismissal

Panitera Meneliti dan membuat draf surat pemberitahuan penetapan dismissal

Panitera Muda Perkara Mengetik draf surat pemberitahuan penetapan dismissal

Panitera Muda Perkara dan Panitera melakukan Koreksidan paraf surat pemberitahuan penetapan
dismissal

Panitera menanda tangani surat pemberitahuan penetapan dismissal

Petugas Meja Ill memberi stempel pada surat pemberitahuan penetapan dismissal

Jurusita / Jurusita Pengganti memberitahukan penetapan dismissal kepada para pihak

Panitera mengarsipkan surat penetapan dismissal dan berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
- JS/ Panitera
Aklivitas |Petugas | o Muda | Panitera [SrSVaratan’ |\ ... Output
Meja Il Perkara erlengkapan
- Berkas Y
; Diterimanya
Menerima Perkara
penetapan - Buku Berkas perkara
dismissal ekspedisi
Meneliti  dan ; ¢
membuat draf - Berkas l:: rr:f dianyades
surat perkara ;
pemberitahuan - Buku pzmgzgta:ﬁ(aar:a
penetapan ekspedisi pu ta P
dismissal dugatan
Mengetik draf Dibuatnya draf
surat 3 surat
pemberitahuan i Bzrr::::a pemberitahuan
penetapan val 4 P putusan perkara
dismissal gugatan
Koreksidan v P
paraf surat i T2 Diparafnya surat
. pemberita -
pemberitahuan RS pemberitahuan
penetapan putusan perkara
dismissal gugatan
:wenan_cla t - Surat Ditandatangani
aengggl'tahsgg pemberita nya surat
genmeta:an & huan pemberitahuan
dismissal gﬂguaﬁ:: perkara
Memberi
stempel pada i E;:;:’LE it Terdatanya surat
surat huan pemberitahuan
pemberitahuan pada agenda
penetapan surat keluar
dismissal
Memberitahuka - Surat SDl:s;aatmmkannya
n pemberita y
pemberitahuan
penetapan > huan
dismissal D penetapa gz;gg: perkara
kepada para n kepadapara
pihak dismissal pihak
Surat
pemberitah
ink uan Tersusun dan
Mengarsipkan penetapan tersimpannya
suratt a dismissal berkas perkara
E?Sr::isas?aln dan gugatan serta
A berkas Berkas kelengkapannya
Perkara dengan baik
perkara M
berkas
| perkara
Catatan:

- Ditandatanganinya surat pemberitahuan penetapan dismissal
- Disampaikannya surat pemberitahuan penetapan dismissal kepada para pihak
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Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Nomor SOP

SOP/004/PRK/2016

B DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016
)\ | | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — .
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi coMeiZn
a5 Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Efektif 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

&

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
Pengadilan ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Beracara dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang :
Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :
Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun
2016 tentang Pedoman Beracara dalam
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha
Negara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
KMA/032/SK/ IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VI1/2023 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
48/DJMT/KEP/VIII2012 tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara.

D-1
S1-Hukum
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KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Gugatan
2. SOP Pendaftaran Gugatan
3. SOP Penanganan Register Gugatan

1. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Permohonan

PROSEDUR :

1. Petugas Meja | Menerima berkas perkara permohonan dari Pihak Pemohon / Kuasanya
2. Panitera Muda Perkara memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan dari Pihak

Pemohon / Kuasa Pemohon

3. Panitera mengembalikan berkas permohonan tidak lengkap ke panitera muda perkara
4. Panitera melakukan penerimaan berkas permohonan telah lengkap
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Pelaksana Mutu Baku
;i Panitera
Ne Aklivias P;‘:.g“:s Muda | Panitera Ff:riff;a’; I: Waktu Output
g Perkara gsap
b Menerima berkas Berkas Penerimaan
perkara perkara berkas
permohonan dari @ permohonan perkara
Pihak Pemohon / permohonan
Kuasanya
2. | Memeriksa - Berkas perkara Terdatanya
kelengkapan berkas permohonan kelengkapan
perkara permohonan Ya - Formulir berkas
dari Pihak Pemohon check list 1 perkara
/ Kuasa Pemohon 4 hari permohonan
3. | Mengembalikan Tidak - Surat Berkas
berkas permohonan pemberitahuan dikembalikan
tidak lenaka berkas belum kepada
gkap S lengkap pemohon
- Akta berkas
tidak lengkap
4. Penerimaan berkas - Akta berkas Berkas
permohonan telah ( ) telah lengkap diterima dan
lengkap diserahkan
kepada
Panmud
Perkara
Catatan:

Memeriksa Kelengkapan berkas perkara permohonan dari Pihak Pemohon/ Kuasa Pemohon.

Pasal 5 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2015 Tentang PW.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Noamor SOR SRR RO

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER ‘
R, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatar) 01 Juli 2016
’\‘f\} PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — i
" & PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | TanggalRevisi | 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Efektif 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yoqyakarta.go.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

| DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang | D-llI
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor | S1-Hukum
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

4, Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
di Pengadilan

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Beracara dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pedoman Beracara dalam
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum pada Peradilan
Tata Usaha Negara.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VI1/2012 tentang Buku
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Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Permohonan
2. SOP Penanganan Register Perkara Permohonan

1
2.

Ohsw

LN

Berkas perkara permohonan

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

Nomor Rekening Pengadilan

Sampul berkas perkara

Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat
Pertama

Buku Register Permohonan

SKUM

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim/ PP
Buku Ekspedisi

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan,
peradilan tidak akan tercapai.

maka asas

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Berkas Perkara Permohonan

PROSEDUR :

1. Panitera Muda Perkara menerima berkas perkara permohonan yang telah lengkap
2. Panitera Muda Perkara menghitung panjar biaya perkara permohonan

3. Meja I/ Kasir membuat SKUM panjar biaya perkara permohonan

4. Meja I/ Kasir menerima bukti penyetoran biaya perkara yang telah disetor ke bank
5.

permohonan

Ketua/ Wakil Ketua menunjuk Majelis Hakim

©o~NO®

Meja I/ Kasir mencatat dan memberi nomor perkara permohonan dalam jurnal keuangan perkara

Petugas Meja Il mendaftarkan permohonan dalam Buku Register Induk Perkara dan SIPP
Petugas Meja Il melengkapi berkas perkara permohonan dengan resume perkara

Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti

10 Petugas Meja Il mencatat penetapan dan penunjukkan dalam Buku Register Induk Perkara
11. Meja I/ Kasir menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P:,I"u“t;":a Mejall | Petugas ﬁ;‘ﬁ" Panitera | PETSYaratan/ | Wa oA
Perkara Kasir Meja ll Ketua Perlengkapan | ktu
1 Menerima - Berkas Diterimanya
berkas perkara perkara berkas
permth:::nan ( ) permohona perkara
yang n permohonan
telah lengkap yang telah
lengkap
2 Menghitung v - Berkas Terdatanya
panjar biaya perkara kelengkapan
perkara [::l biaya perkara
permohonan permohonan
3 Membuat - Blangko 1 Terdatanya
SKUM panjar SKUM hari | kelengkapan
biaya perkara |—_| - Nomor biaya perkara
permohonan L rekening permohonan
PTUN
Yogyakarta
4 Menerima r - Berkas Terdatanya
bukti penyetoran E:’ perkara kelengkapan
biaya perkara - SKUM biaya proses
yang telah - Bukti setor perkara
disetor ke bank bank permohonan
5 Mencatat dan - Berkas Perkara
memberi nomor perkara permohonant
perkara - Buku Jurnal ercatat dalam
permo_honan Keuangan nomor
e ' e | 1 | fegitr
perkara :} Permohonan hari | sesuai
permohonan dengan
nomor dalam
buku jurnal
keuangan
6 Mendaftarkan - Buku Terdaftarnya
permohonan Register perkara
dalam Buku v Induk dalam Buku
Register Induk | | Perkara Register
Perkara dan - Berkas Induk Perkara
SIPP perkara dan SIPP
Permohonan| 1
v - SIPP hari
7 Melengkapi - Berkas Berkas
berkas perkara | ;— perkara perkara siap
permohonan -Buku diserahkan
dengan resume Ekspedisi kepada
perkara Ketua/Wakil
Ketua dan
y Panitera
| l untuk
penunjukkan
Majelis
Hakim / PP
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8 Menunjuk - Form
Majelis Hakim Penetapan
Penunjukka
n Majelis
- Berkas
Perkara
- SIPP
9 Menunjuk - Form
Panitera Penunjukan
Pengganti dan PP/JSP
Juru Sita = E:rl”::fa
Pengganti . SIPP
10 Mencatat - Penetapa
penetapan dan n
penunjukkan Penunjuk
dalam Buku kan
Register Induk Majelis
Perkara ﬁaklm.-'P
- Buku
Register
Induk
Perkara
11 Menyerahkan - Berkas
berkas perkara perkara
kepada Majelis - Buku
Hakim ekspedisi

1 hari

Ditetapkanny
a

Majelis
Hakim oleh
Ketua/Wakil
Ketua

Ditetapkanny
a Panitera
Pengganti
dan Juru Sita
Pengganti

Tercatatnya
penetapan
dan
penunjukkan
dalam Buku
Register
Induk
Perkara

Diserahkan
nya berkas
perkara
kepada
Majelis
Hakim
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomer S0P

SOP/006/PRK/2016

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

C8% DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016
2 pAy
il _-)3-_‘ . |PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA s :
i PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | 12ng9al Revisi 2R NeiR0et
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198 :
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Efektif 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yoqyakarta.go.id,
Emalil : ptunjogla@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER PERKARA PERMOHONAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS|I PELAKSANA :

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 | S1-Hukum
tentang Perubahan Kedua atas Undang- | D-lll
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Beracara dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan
Wewenang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan
dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pedoman Beracara dalam
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum pada Peradilan
Tata Usaha Negara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKVII/2023  tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya
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12.

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara  Nomor:  48/DjMT/KEP/VII2012
tentang Buku Pedoman Pelaksanaan
Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Permohonan
2. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan

1. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

2. Berkas perkara permohonan

3. Buku Register Permohonan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Permohonan

PROSEDUR :

t.

el S

o

Petugas Meja Il mencatat jumlah halaman dan memberi tandatangan serta paraf pimpinan pada
Buku Register Induk Permohonan
Petugas Meja Il menerima berkas perkara permohonan yang telah selesai diminutasi

Petugas Meja Il mencatat berkas perkara permohonan dalam Buku Register Induk Permohonan
Panitera Muda Perkara memeriksa pengisian data berkas perkara Permohonan yang telah
didaftarkan dalam Buku Register Induk Permohonan

Petugas Meja Il menutup Buku Register Induk Permohonan Setiap akhir bulan.
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Meja Panitera Muda Persyaratan/ Wa St
Il Perkara Perlengkapan ktu P
Mencatat jumlah I:{;::::]Jg;n;ah
halaman dan :] memberi tanda
1 {ne?at:en - - Buku Register tangan serta
: aheaiangan.s Permohonan paraf pimpinan
paraf pimpinan pada ada Buki
Buku Register ge ister
Induk Permohonan Pergmohonan
Menerima berkas v
perkara
2 permohonan yang |____| - Berkas perkara T:rriit:gr{:nperkara
’ telah selesai permohonan P
diminutasi 1
HA Tercatat berk
Mencatat berkas - Berkas Perkara RI perkara R Rras
perkara permohonan v ; permohonan
3. |dalam Buku Tidak - Buku Register PR A
Register Induk [:l < Permohonan Reaitas (diik
Permohonan Pergmohonan
Memeriksa pengisian
data berkas perkara ; - Buku Register Sesuainya data
Permohonan  yang > <> Permohonan dalam buku
4. |telah didaftarkan - Berkas perkara Register induk
dalam Buku permohonan perkara dengan
Register Induk berkas perkara
Permohonan Permohonan
Menutup Buku P Ya Terdatanya jumlah
Register Induk [ }‘ Bk B R perkara
5 Permohonan Permohognan 1 | permohonan yang
* |Setiap akhir bulan. HA | ditangani oleh
Rl | kepaniteraan
perkara
Catatan:

Tercatatnya berkas perkara permohonan dalam Buku Register Induk Permohonan
Menutup Buku Register Induk Permohonan setiap akhir bulan.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/007/PRK/2016

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Efektif 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

i1

Peraturan ~ Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKVII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/11/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan yang disahkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung Republik Indonesia pada tanggal 10
Pebruari 2015

S1-Hukum
D-1

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

P by N

SOP Penerimaan Gugatan
SOP Pendaftaran Gugatan
SOP Penerimaan Perkara Permohonan
SOP Pendaftaran Perkara Permohonan

1. Formulir Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara

Dokumen keterangan tidak mampu

Berkas gugatan

Fotokopi kartu advokat (bila ada)

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

SKUM

Buku Register Perkara Induk Gugatan

S A

No
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8. Surat Penetapan Ketua
9. SK Kuasa Pengguna Anggaran

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Permohonan

layanan pembebasan biaya
perkara harus diproses dan diputuskan pada
hari yang sama dengan diajukannya surat

permohonan layanan pembebasan biaya
perkara jika semua persyaratan sudah
terpenuhi.

. Jam layanan adalah jam 08.00-12.00.

Permohonan yang diterima setelah jam 12.00

1. Pencatatan

administrasi  keuangan perkara
disimpan pada Buku Jurnal dan Buku Induk
Keuangan Perkara.

. Semua data yang berkaitan dengan layanan

pembebasan biaya perkara dicatat dalam
Sistem Data Layanan Hukum secara elektronik
melalui sistem teknologi informasi terkini yang
diterapkan Pengadilan.

dapat diproses pada hari kerja berikutnya.

PROSEDUR :

1.

10.
11.

12.

Penggugat mengisi Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan
mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja
1 bersamaan dengan berkas gugatan

Petugas Meja | memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai
diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Perkara Meneliti berkas.Jika belum lengkap, mengembalikan berkas dengan
melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya.Jika sudah lengkap, melalui
Petugas Meja | mencatat pada Buku Register Permohonan Pembebasan Biaya Perkara,
menulis taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil lalu
menyerahkan kepada Panitera.

Panitera Memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan koordinasi
dengan Sekretaris menyangkut ketersediaan anggaran, Kemudian menyampaikannya kepada
Ketua Pengadilan. Bila Panitera tidak berada ditempat, dapat diwakilkan oleh Panitera Muda
Perkara

Ketua Pengadilan Memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara
setelah memperhatikan dokumen yang tersedia. Jika permohonan ditolak akibat dokumen tidak
memenuhi syarat, proses berperkara dilaksanakan sebagaimana Pola Bindalmin. Jika
permohonan dikabulkan, mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan dilengkapi Surat
Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketua Pengadilan Memeriksa dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Jika anggaran
tidak tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan cuma- Cuma. Jika anggaran tersedia
maka proses berperkara dilakukan dengan pembebasan biaya perkara

Ketua Pengadilan Menerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan pada tanggal yang sama
dengan diajukannya Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Apabila pada hari
yang bersangkutan Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut
dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.

Panitera menerima Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran
yang dibebankan kepada negara dan memberikannya kepada Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada
Kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran.

Kasir mencatat biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kecuali
redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil.

Kasir memberi nomor perkara, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada Surat
Kuasa Untuk Membayar. Nomor perkara sesuai dengan nomor pada Surat Kuasa Untuk
Membayar

Kasir Menyerahkan satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara berikut Surat
Kuasa Untuk Membayar kepada Penggugat untuk didaftarkan di Meja Il. Proses berlanjut
sesuai Pola Bindalmin, hingga pelaksanaan persidangan sesuai hukum acara. Apabila perkara
telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: “Biaya
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp......... dibebankan kepada negara”. Apabila pihak
Tergugat kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dan uangnya dikembalikan
kepada Negara.

biaya pendaftaran, biaya
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13.

14.
15.
16.

Kasir Memeriksa kecukupan panjar biaya perkara terhadap keseluruhan biaya perkara. Jika
kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, menginformasikan hal ini kepada Kuasa Pengguna
Anggaran. Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, mengembalikan sisa tersebut kepada
Bendahara untuk dikembalikan ke Kas Negara paling lambat/selambat- lambatnya satu minggu
setelah uang diterima atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Panitera membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya dan menyerahkannya
kepada Bendahara Pengeluaran.

Kasir membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya dan menyerahkannya kepada
Bendahara Pengeluaran.

Bendahara menerima laporan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara (bila ada) dari Kasir
dan membukukannya dalam Buku Bantu.
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F'e!afsan MutuBaku
e Aktivias Penggugat Pﬁgg? s P:ﬁr::tdeara Kelengkapan Waktu Output
Perkara
- Formulir
Permohonan
iai i Pembebasan Biaya
Mengisi  Formulir
Permohonan C} Perkara )
Pembebasan - Dokumen Formulir
Biaya Perkara keterangan  tidak Permohonan
(PPBP) dan mampu Pembebasan
mengajukannya - Berkas gugatan Biaya Perkara
1. | beserta dokumen - Apabila beserta
persyaratan dlkuasakan, SUFE‘I dokumen
kepada Ketua Kuasa Khusus dari persyaratan
Pengadilan melalui Penggugat kepada sudah diterima
Petugas Meja 1 kuasanya serta Petugas
bersamaan dengan fotokopi kartu Meja1
berkas gugatan anggota  advokat
Kuasa hukum yang
bersangkutan.
Memeriksa
kelengkapan v [Tidak
berkas dan
meneruskan ) Kelengkapa
2. | berkas yang telah ' - Daftar periksa n berkas
" | selesai diperiksa (checklist) sudah
kelengkapannya diperiksa
kepada Panitera 1
Muda Perkara
Meneliti berkas. v HARI
Jika belum
lengkap,
mengembalikan >
berkas dengan <>
melampirkan .
daftar periksa agar l ya | - Formulir
Penggugat dapat Permohonan
melengkapinya. Pembebasan
Jika sudah @ BiayaPerkara
lengkap, melalui - Dokumen Permohonan
Petugas Meja | keterangan sudah
mencatat  pada tidakmampu Dicatat pada
3. | Buku Register - Berkas gugatan Buku
’ Permohonan - Buku Register Register
Pembebasan Permohonan Permohonan
Biaya  Perkara, Pembebasan Biaya pembebasan
menulis  taksiran Perkara. Biaya Perkara
panjar biaya - Surat Kuasa Untuk
perkara dalam Membayar
Surat
Kuasa Untuk
Membayar
(SKUM) Nihil lalu
menyerahkan
kepada
Panitera.
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ditunjuk.

Pelaksana MutuBak
u
No Aktivitas -
Panitera Peﬁzg-:i?lan Kelengkapan Waktu Output
Memberikan
pertimbangan
kelayakan pembebasan
biaya perkara dan A Eerale
koordinasi dengan
Sekretaris menyangkut Egg‘;ﬁ;@zﬁ Pertimbangan
ketersediaan anggaran, | 1 | Biaya Perkara kelayakan dan

4. |Kemudian  Bekiiiaa ketersediaan
menyampaikannya keterangan anggaran sudah
kepadab Ketua fidak mampu diperiksa.
P_engadllan._ ; - Berkas gugatan
Bila Panitera tidak
berada ditempat, dapat
diwakilkan oleh
Panitera Muda Perkara.

Memberikan penetapan

atas Permohonan

Pembebasan Biaya 9

Perkara setelah Ll

memperhatikan Pola

dokumen yang tersedia. | Bindalmin Shrat

Jika parmehanan - Formulir SDA Penetapan
ditolak akibat dokumen Parmahaian Ketua P
tidak memenuhi syarat, Ya P ;
proses berperkara embebasan P_enggdalan

¥ |diBkeanikan Biaya Perkara diterbitkan

: sebagaimana Pola - Dokumen dalam rangke_lp
Bindalmin. :gzte;angan 2 {dga), m?s;ng-
: idak mampu masing untu
‘é'.ka Refmenenan Berkas gugatan Penggugat dan
ikabulkan, Bircas natias
mempertimbangkan P )
ketersediaan anggaran
dan dilengkapi Surat
Keputusan  Sekretaris
selaku Kuasa
Pengguna Anggaran.
Memeriksa dan
mempertimbangkan J
ketersediaan anggaran. 4 - Formulir 1
Jika anggaran tidak Tida Permohonan HARI Ketersediaan
tersedia maka proses = Pembebasan anggaran sudah

6 berperkara  dilakukan D Biaya Perkara diperiksa  dan

" |dengan cuma- cuma. Cuma-cuma - Dokumen penetapan atas
Jika anggaran tersedia keterangan permohonan
maka proses tidak mampu sudah dibuat.
berperkara  dilakukan Ya - Berkas gugatan
dengan pembebasan
biaya perkara

Surat Penetapan
Menerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Ketua Pengadilan  padal v sudah diterbitkan
tanggal yang sama sebanyak rangkap
ol [ ] * lemeatmasnk
: " i masin untuk

E::;Zre;) o ey Eg:rmnl;[rlx;nan pe"ggg"'ga"

7. | Apabila pada hari yang @ Pembebasan ﬁﬁ:gia";en58|3::
l;ersangl’-(utanid ‘b Ketug Biaya Perkara Anggaran, ggdan
Penetapan tersebut dapat serta berkas
dikeluarkan  oleh Wakil perkara untuk
Ketua atau Hakim yang permohonan

yang dikabulkan.
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dalam amar putusan yang
berbunyi: “Biaya vyang
timbul dalam perkara ini
sejumlah
Rp.........dibebankan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Raniere lfeenngd::::::n Kasir Kelengkapan |Waktu| Output
Menerima Surat Keputusan Surat
Sekretaris selaku Kuasa Keputusan
Pengguna Anggaran untuk . selaku
membebankan biaya ) FF’grr!r-nn:g:)nan Kuasa
perkara kepada anggaran Parmbebasan Pengguna

8. | negara dengan menyebut Biaya Perkara Anggaran
b_esaran anggaran yang 2 Botkan Bl berdasarkan
dibebankan kepada negara - SK KPA Surat
dan memberikannya Penetapan
kepada Bendahara Ketua
Pengeluaran. Pengadilan
Menyerahkan biaya v Biaya
Layanan Pembebasan Layanan
Biaya Perkara kepada I:!'_ Pembebasan

9 Kasir  secara tunai - Buku ekspedisi Biaya

" | sebesar yang telah Perkara
ditentukan dalam  Surat sudah
Keputusan Kuasa diterima
Pengguna Anggaran. Kasir.
NManzatal. bigya Laya_nan | | :gEll(JuN]!urnal Elaay);anan
Eembebasan ; B!aya Keuangan Pembebasan

10. erkara kec_uah blayg _ Buku [hduk Biaya
pendaftaran, biaya redaksi Keuangan Parkari
dan Leges yang dicatat B xidab
sebagalnibit - SIPP 1 dicatat.
Memberi nomor perkara, HARI Beerﬂ;:rsa
membubuhkan tanda Eudah diberi
tangan dan cap tanda lunas

44 | Pada Surat Kuasa Untuk v SKUM norr‘lor

*| Membayar. l:l . 5? E(';a'

Nomor perkara sesuai ts::na:i i
dengan nomor pada Surat dibgri
Kuasa Untuk Membayar. stempel
Menyerahkan satu rangkap
surat gugatan yang telah
diberi nomor  perkara v
berikut Surat Kuasa Untuk
Membayar kepada
Penggugat untuk
didaftarkan di Meja II. Surat
Proses berlanjut sesuai guga{tfg dan
Pola Bindalmin, hingga - Saturangkap e

12. | pelaksanaan persidangan @ surat gugatan Memmb
sesuai hukum acara. - SKUM b diid
Apabila perkara telah ZF:GE.“
diputus, maka  biaya Pi ofima ,
perkara dicantumkan engguga
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Pelaksana MutuBaku

No Aktivitas Kasir Panitera | Bendahara | Kelengkapan | Waktu Qutput
Memeriksa kecukupan - SK
panjar biaya perkara Perincian
terhadap keseluruhan Panjar
biaya perkara. Biaya
Jika kebutuhan biaya Perkara
perkara melebihi panjar - Berkas
biaya perkara yang telah Perkara
ditentukan dalam Surat Ya
Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran, | Tidak Laporan
menginformasikan hal ini penggunaa
kepada Kuasa Pengguna h uang

13.| Anggaran. panjar
Jika terdapat sisa panjar biaya
biaya perkara, perkara
mengembalikan sisa !
tersebut kepada
Bendahara untuk
dikembalikan ke Kas
Negara paling
lambat/selambat-
lambatnya satu minggu
setelah uang diterima atau
sesuai ketentuan yang ¥
berlaku. SDA

SK Surat
Membuat Surat :l Perincian Keputusan
Keputusan untuk Pani
. x jar untuk
14 menambah panjar biaya Biaya sk -
| dan menyerahkannya Perkara h -
kepada Bendahara . FAar
P - Berkas biaya
Pengeluaran. Perkara perkara,
- SK
Perincian Ta“’.'baha”
Mencatat tambahan v Panjar E;m:r
15. | panjar biaya perkara v Biaya ei
pada Buku Bantu | I Perkara sudaahra
E::::fa dibukukan
Transaksi
biaya
Menerima laporan dan v Iag:wgigas
pengembalian sisa gn biaya
panjar biaya perkara (bila -

16. ada) dari Kasir dan @ - Laporan pe‘rjkira
membukukannya dalam Zf" A
Buku Bantu. IbGksican

dalam

pengelolaa

n nya.
Catatan:

Surat keterangan tidak mampu (yang isinya menjelaskan pemohon benar-benar tidak mampu)

permohonan dikabulkan, mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan dilengkapi Surat
Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Jika anggaran tidak tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan cuma- cuma.

Dibuktikan dengan:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala
Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar
biaya perkara

Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), kartu Program Keluarga
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Harapan (PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu
pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan
keterangan tidak mampu, atau

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan,

apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen, sebagaimana disebut
dalam poin di atas.
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Judul Formulir : Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara
No. Formulir : FM/001/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Yogyakarta,....................

HAL: PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan

Pekerjaan

Alamat .
Penghasilan per Bulan :
Jumiah Tanggungan

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Pembebasan Biaya
Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan,bersama ini saya lampirkan dokumen berupa:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/lLurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membawa biaya perkara,atau

b.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin
(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah
atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan
keterangan tidak mampu, atau

c.  Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang di buat dan di
tandangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan di setujui oleh
Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum
Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana di sebut dalam huruf a atau
B)

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta di ucapkan terima kasih.

Pemohon,

*) cukup salah satu surat/dokumen untuk persyaratan



Judul Formulir
No. Formulir

: SK tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas Nama
: FM/002/PRK/2016

Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019
KOP SURAT
SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR:
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA ATAS NAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Membaca Permohonan pembebasan biaya perkara atas nama ................... yang
diajukan pada tanggal...................ccccooei
Menimbang :a. Hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Panitera atas
permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh pemohon;
b. Bahwa Panitera memberikan pertimbangan berupa;
c. Bahwa Sekretaris memberikan pertimbangan:
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dengan huruf
a dan huruf b, perlu mengeluarkan penetapan atas permohonan pembebasan
biaya perkara atas nama ;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara;
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan;
MENETAPKAN
KESATU : Mengabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh
Bapak/Ibu
KEDUA : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan seperlunya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta
(Nama)
(Nomor NIP)
Tembusan Yth.
2
2. Arsip.
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Judul Formulir : SK tentang Pembebasan Biaya Perkara

No. Formulir : FM/O03/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
118110 - S ————————————

TENTANG PEMBEBASAN
BIAYA PERKARA

PERKARA NOMOR: /G!' /20..../PTUN.......

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARAYOGYAKARTA

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang
kurang mampu, maka disusunlah suatu program pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat
yang tidak mampu dengan di biayai oleh negara;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tersebut perlu di buatkan suatu keputusan
atas pembebanan biaya perkara tersebut kepada Negara;

C. bahwa pihak-pihak yang telah di tetapkan dalam Penetapan Ketua
Nomor:....... 1G/20......... /PTUN...... tanggal........... telah dinyatakan berhak memperoleh
bantuan hukum dengan biaya Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Rl Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi
danTata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/II1/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor....../Sek/SK/1/20....tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua lingkungan
Peradilan di Seluruh Indonesia;

25 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:..../Sek/SK/I/20.... Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun Anggaran
20...;

10.  Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor:........... tanggal.......... Tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran;

11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara...................Nomor:
e oc t€NEGNG Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab
Kegiatan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah  Membayar (SPM),
Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Staf Pengelola
Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.................Nomor: ............Tahun
Anggaran..... Operasional PelaksanaanKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan
Tata Usaha Negara...............Nomor..............tanggal : ... tentang Petunjuk
Pengelolaan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara ............ Nomor :...........Tahun
Anggaran................

Memperhatikan . Penetapan Ketua  Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor......../G/20..../PTUN...... tanggal.......
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA.........NOMOR: TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PERKARA NOMOR:...../G/20... /PTUN....

Biaya perkara Nomor : ... /G/20../PTUN....... nama .........
kewarganegaraan......... pekerjaan ........... beralamat ................. . .
sebagai PENGGUGAT di bebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha
Negara.......... Nomor:.......Tahun Anggaran...... sebesar Rp...........
(dengan huruf)

Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran... ....dan apabila di kemudian hari
Ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kuasa Pengguna Anggaran

NIP.....coooo

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Direktur Perbendaharaan dan Tata laksana Anggaran Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;

4. Kepala KPPN

.......
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/008/PRK/2016
Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Efektif 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA BANDING

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/I1/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKIVIN2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DJMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

D-llI
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.
2.

3.
4.

5.

SOP Pendaftaran Perkara Banding

SOP Penerimaan Memori Banding/ Kontra
Memori Banding

SOP Pencabutan Perkara Banding

SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasil/ Peninjauan Kembali

SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding

Berkas perkara

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

SKUM

Kalkulator

Buku Jumnal Keuangan Perkara Banding
Buku Register Perkara Banding

OOhw N=

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP

ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Banding
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PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill menerima permohonan upaya hukum Banding dari pihak/ Kuasa Hukum
Pembanding

2. Panitera Muda Perkara memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum banding dari pihak
pembanding

3. Panitera Muda Perkara menghitung biaya panjar permohonan banding yang selanjutnya
dituangkan dalam SKUM

4. Petugas Meja I/Kasir menerima bukti penyetoran panjar biaya permohonan banding yang telah
disetor ke Bank

5. Petugas Meja I/Kasir mencatat keuangan permohonan banding dalam Buku Jurnal Keuangan
Perkara Banding

6. Petugas Meja Ill menyerahkan berkas perkara banding untuk didaftarkan dalam Buku Register
Perkara Banding
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’7 Pelaksana Mutu Baku
- Panitera | Petugas
N Aktlvitas Ph‘;‘ﬁ'g":f; Muda | Mejal/ Ff';{g"f;agg Waktu Output
sia Perkara Kasir gxap
1 Menerima  permohonan _ - Berkas perkara Diterimanya
upaya hukum Banding dari Tidak permohonan
pihak/  Kuasa Hukum D banding dan
Pembanding berkas
I bandin
2 Memeriksa persyaratan ! - Berkas perkara Terdatanya
formil pengajuan upaya R kelengkapan
hukum banding dari pihak > permghonan
pembanding Banding
Ya l
3 Menghitung biaya panjar y - SKUM Terdatanya
permohonan banding | f kz_elengkapan
yang selanjutnya Blaya_i proses
dituangkan dalam SKUM 1 banding
Hari
4 Menerima bukti ! - Buku Jurnal Terdatanya
penyetoran panjar‘biaya E] Keuangan kglengkapan
permohonan banding yang Perqua biaya proses
telah disetor ke Bank Banding permohonan
bandin
5 Mencatat keuangan - Buku Jurnal Tercatatnya
permohonan banding L 4 Keuangan keuangan
dalam Buku Jurnal E:’ Perkara perkara
Keuangan Perkara Banding banding
Banding secara baik
6 Menyerahkan berkas @ - Buku Register Berkas
perkara banding untuk Perkara perkara siap
didaftarkan dalam Buku Banding didaftarkan
Register Perkara Banding
Catatan:

Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum banding
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tanggal Pembuatari 01 Juli 2016

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Revisi 28 April 2022

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun- akarta.go.id,

Email : ptunjogja@mah kamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/009/PRK/2016 T

Tanggal Efektif 28 April 2022

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA BANDING

]

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/1112012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor 131/KMA/SK/VII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NVI1/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

D-lll
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Banding

2. SOP Penerimaan Memori Banding/ Kontra
Memori Banding

3. SOP Pencabutan Perkara Banding

4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding

Berkas Perkara

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer/Laptop

Printer

Akta Permohonan Banding

Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding

DUAWON

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN -

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Banding
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PROSEDUR :

1.

Petugas Meja lll menerima berkas perkara banding yang telah siap didaftarkan

Petugas Meja Ill membuat draf Akta Permohonan Banding dan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding

Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan paraf draf Akta Permohonan Banding dan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding

Panitera menanda tangani Akta Permohonan Banding dan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding

Petugas Meja Ill mencatat keuangan permohonan banding dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
Banding

Petugas Meja Ill menyerahkan berkas perkara banding untuk didaftarkan dalam Buku Register
Perkara Banding

Petugas Meja Ill mengarsipkan Akta Permohonan Banding dan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
it Panitera
No Aktivitas Petugas . Persyaratan/
Meja llI Ptl:lj({;ara Rabiters Perlengkapan Wakti Onitgut
- Berkas s
Di terimanya
Menerima Perkara
1 berkas perkara @ - Check List Eeﬂ:fs perkara |
" | banding yang telah kelengkapan : anding yang telah
siap didaftarkan berkas engkap
Banding
Membuat draf v
Akta Permohonan - Berkas Tersedianya draf
2. Banding dan Surat | Perkara permohonan Banding
Pemberitahuan
Pemnyataan Banding Tidak
- Berkas Terdatanya
) Perkara kelengkapan
:j(orfem dan paraf z Qk{a . Biaya proses banding
ra a e
3 Permohonan Y4 Bagg;gonan
’ Banding dan Surat P \ - Surat
Pemberitahuan Pemberitahuan
Pemyataan Banding Pemyataan
Banding
A - Akta Terdatanya
Menanda tangani E:m%honan kelengkapan biaya
. ‘Akta Permohonan g 9 1 proses permohonan
' Banding dan Surat A banding
. Pemberitahuan
Pemberitahuan P t HARI
Pemyataan Banding cMmyataan
Banding
Mencatat Tercatatnya
keuangan keuangan perkara
permohonan I:, Berk banding secara baik
g banding dalam . erkas
' Buku Jurnal perkara
Keuangan
Perkara
Banding
Menyerahkan
- Surat Diberitahu-kannya
berkas perkara . )
§ banding untuk | l Pemberitahu a!ﬁakbandmg kepada
’ didaftarkan dalam :" t flrt? i
Buku Register Bz;ndgra‘ aan erbanding
Perkara Banding ng
- - Akta
I\An:t:;garsxpkan ‘L Permohonan
Bandin
Permohonan C) - Surat s Berkas perkara siap
7. Banding dan Surat ; didaftarkan
: Pemberitahu
Pemberitahuan
; an
Pemyataan Banding P t
dalam berkas perkara B:nmd‘i':gaan
Catatan:

Akta Permohonan Banding

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
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Judul Formulir : Akta Permohonan Banding

No. Formulir : FM/004/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 139 UU tentang PERATUN

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor: ........./G/Tahun/PTUN-(LOKASI)!...

Pada hari ini, .......... tanggal ..............., menghadap saya ........., Panitera
Pengadilan TUN (lokasi), seorang bemama ................., Kewarganegaraan ..................
Pekerjaan .......... beralamat di .......... cereeeen...., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor @ .................ooee. tertanggal eeen , bertindak untuk
dan atas nama . e (PENGGUGAT!T ERGUGAT) yang menerangkan bahwa
ia menyatakan Bandlng lerhadap Putusan Pengadilan TUN (lokasi) Nomor: ......... co.coveeiin...
TR wcusvwmmmennwmi , Dalam perkara antara :

Nama
Kewarganegaraan

Pekerjaan

Tempat Tinggal

Sebagai Pihak PENGGUGAT/.............oooooo oo

Nama Jabatan e P R s e e
Tempat Kedudukan : ettt e bbb a e e e et et eatarseeaeeeneas
Sebagai Pihak TERGUGATJr ...............................................................
Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Demikian dibuat Akta Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh saya .....................
Panitera Pengadilan TUN (lokasi) dan Pemohon Banding/Kuasa Pembanding.

Yang Menyatakan Banding PANITERA.

5| ——
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

No. Formulir : FM/005/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 125 ayat (2) UU tentang PERATUN

SURAT PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING
NOMIOH: s IGITahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal ..............., EAYE  sosveus vereeenn, Panitera
Pengadilan TUN (lokasi), berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Undang- Undang Tentang PERATUN.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan

Tempat Kedudukan @ ...

Sebagai Pihak TERGUGATJ ...............................................................

Bahwa pada tanggal .. vivieenennn.., pihak PENGGUGAT telah menyatakan Banding
terhadap Putusan Pengadllan TUN (lokaso MOMOE | ey tanggal
.. Dalam perkara antara :

Nama

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Beralamat di :

Sebagai Pihak PENGGUGATI ............................................................

Melawan:
Nama Jabatan : ...
Tempat Kedudukan .. . SO
Sebagal Plhak TERGUGATI ...............................................................
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................... Panitera
Pengadilan TUN (lokasi)

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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@ . | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nowiar SQP SOP/00/IPRK/2017

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | _
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatar) 01 Juli 2017

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN INZAGE ( MELIHAT BERKAS PERKARA)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 20089 tentang | S1-Hukum
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/I1/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/NVII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DJMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

U AWN =

. SOP Penerimaan Perkara Banding 1. Berkas Banding

. SOP Pendaftaran Perkara Banding Alat Tulis Kantor (ATK)
SOP Pencabutan Perkara Bandinﬂ Komputer/ Laptop

SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ Printer

Kasasi/ Peninjauan Kembali Surat Keterangan Inzage
SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding _ Stempel

SOP Penanganan Register Gugatan/ Banding/ Berkas perkara

Kasasi/ Peninjauan Kembali

NOOAWN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Banding
peradilan tidak akan tercapai.
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PROSEDUR :

Petugas Meja Ill melaksanakan pengetikan Surat Pemberitahuan Inzage

Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan memberi paraf Surat pemberitahuan Inzage
Panitera menandatangani Surat Pemberitahuan Inzage

Petugas Meja lll membubuhkan Cap dan memasukan Surat Pemberitahuan Inzage ke dalam
amplop

Jurusita menyerahkan ke Jurusita Pengganti untuk dikirim ke Kantor pos

£ Wik

o
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Pelaksana Mutu Baku
» Petuga | Paniter Jurusita/
Ne Aktivitas s Meja | aMuda | Panitera | Jurusita ;’earlrzﬁa[‘a;a; iji Qutput
] Perkara Pengganti e
Melaksanakan
pengetikan Jadwal Tersedianya
1 Surat Pemberitahuan Konsep Surat
Pemberitahuan Inzage Pemberitahuan
Inzage Inzage
Koreksi dan .
; Tersedianya
hsﬂ:;:tl)en paraf I__jr Surat konsep Surat
2 srfibeitatiiaii Pemberitahua Pemberitahuan
ionza o n Inzage Inzage yang sudah
9 di Paraf
1
Menandatangan Tersedianya Surat
i Surat L - Surat HARI | Pemberitahuan
3 | Pemberitahuan ) Pemberitahua Inzage yang sudah
Inzage <> n Inzage di tandatangani
Panitera
Membubuhkan
Cap dan Tersedianya Surat
4 memasukan Surat Pemberitahuan
Surat I ' Pemberitahua Inzage yang sudah
Pemberitahuan — n Inzage di Masukan
Inzage ke Kedalam Amplop
dalam amplop
Menyerahkan 1
ke Jurusita L Surat Terkmm_nya Surat
- . Pemberitahuan
5 | Pengganti Pemberitahua Inzage Kepada Para
untuk dikirim n Inzage e o
ke Kantor pos P ]
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN \WATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

—

Nomor SOP SOP/011/PRK/2016
Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
E‘angga! Berlaku 10 Juni 2024

Email : ptunjog]a@mahl:amahagung.go.id

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATI

NG PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING |

| DASAR HUKUM :
1.

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/11/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMAJSKNVI11/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

D-1ll
S1-Hukum

-

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

. SOP Penerimaan Perkara Banding

. SOP Pendaftaran Perkara Banding

. SOP Pencabutan Perkara Banding _
OP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/

Kasasi/ Peninjauan Kembalj ]

SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding

. SOP Penanganan Register Gugatan/ Banding/

Kasasi/ Peninjauan Kembali

oM AWK -

Memori/ Kontra Banding

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer/ Laptop

Printer

Tanda Terima dan Surat pemberitahuan dan
penyerahan Memori / Kontra Memori Banding
Stempel

Berkas perkara

NO s

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
Beradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Banding
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PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa Memori / Kontra Memori
Banding

2. Petugas Meja Ill membuat draft tanda terima Memori / Kontra Memori Banding dan surat
pemberitahuan Memori / Kontra Memori Banding serta membubuhkan cap tanda terima
Memori/Kontra Banding

3. Panitera Muda Perkara melakukan Koreksi dan Memberi paraf draft tanda terima Memori / Kontra
Memori Banding dan draft surat pemberitahuan Memori / Kontra Memori Banding

4. Panitera menandatangani tanda terima Memori / Kontra Memori Banding dan surat pemberitahuan
Memori / Kontra Memori Banding serta Memori/Kontra Banding

5. Petugas Meja Il menyerahkan tanda terima Memori Banding/ Kontra Memori Banding dan
Memori/Kontra Banding kepada Pembanding / Terbanding

6. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan Kontra Memori Banding dan Memori/Kontra
Banding kepada Para Pihak

7. Petugas Meja Ill mengarsipkan tanda terima Memori Banding/ Kontra Memori Banding dan
Memori/Kontra Banding dalam berkas perkara
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Banding dalam
berkas perkara

Memori Banding
- Memori/Kontra
Banding

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas P:ﬂmtera Panitera Jun,l5|_t B Persyaratan/ Wak
: uda Jurusita Qutput
Meja Il Perkara Pengganti Perlengkapan tu
1 Menerima dan - Memori/Kontra Terperiksanya
memeriksa Memori / D Banding Memori / Kontra
Kontra Memoni D Memori Banding
Banding
2 Membuat draft tanda - Draft tanda terima - Tersedianya draft
terima Memori / Memori / Kontra tanda terima Memori /
Kontra Memori Memori Banding Kontra Memori
Banding dan surat + Draft surat Banding dan surat
pemberitahuan | _|[ pemberitahuan pemberitahuan
Memori / Kontra Memori / Kontra Memori / Kontra
Memori Banding Memori Banding Memori Banding serta
serta membubuhkan - Memori/Kontra cap tanda terima
cap tanda terima Banding Memori/Kontra
Memori/Kontra Banding
Banding
3 Koreksi dan - Tanda terima Tersedianya Tanda
Memberi paraf draft Memori / Kontra terima Memori/
tanda terima Memori Memori Banding Kontra Memori
! Kontra Memori - Surat Banding dan surat
Banding dan draft =X I____ pemberitahuan pemberitahuan
surat pemberitahuan Memori / Kontra Memori / Kontra
Memori / Kontra Memori Banding Memori Banding serta
Memori Banding - Memori/Kontra cap tanda terima
Banding Memori/Kontra
Banding yang telah
dikoreksi dan diberi
s paraf
4 Menandatangani - Tanda terima Tersedianya Tanda
tanda terima Memori Memori / Kontra 1 terima Memori/
/ Kontra Memori Memori Banding hari | Kontra Memori
Banding dan surat - Surat Banding dan Surat
pemberitahuan ¥ pemberitahuan pemberitahuan dan
Memori / Kontra | | Memori / Kontra penyerahan Memori
Memori Banding Memori Banding Banding/ Kontra
serta Memori/Kontra - Memori/Kontra Memori Banding serta
Banding Banding Memori/Kontra
Banding
telah ditanda tangani
5 Menyerahkan tanda - Tanda terima Diserahkannya tanda
terima Memori Memori / Kontra terima Memori
Banding/ Kontra Memori Banding Banding/ Kontra
Memori Banding dan I I - Memori/Kontra Memori Banding dan
Memori/Kontra Banding Memori/Kontra
Banding kepada Banding kepada
Pembanding / Pembanding /
Terbanding Terbanding
6 Pemberitahuan - Surat Diberitahukannya
Kontra Memori pemberitahuan Surat Pemberitahuan
Banding dan | | Memori / Kontra Permohonan
Memori/Kontra Memeori Banding Banding kepada
Banding kepada - Memori/Kontra pihak Para Pihak
Para Pihak Banding
7 Mengarsipkan + Tanda terima Tersimpannya tanda
tanda terima Memori / Kontra terima Memori
Memori Banding/ Memori Banding Banding / Kontra
Kontra Memori { }1 - Surat Memori Banding dan
Banding dan pemberitahuan Memori / Kontra
MemoriKontra Memori / Kontra Banding dalam

berkas perkara
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Judul Formulir : Tanda Terima Memori Banding

No. Formulir : FM/006/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019
TANDA TERIMA

MEMORI BANDING

Pada hari ini ..... y langgal....belan Tahtin, SaVE o mi it mane
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima

MEMORI BANDING
Tertanggal ....... , bulan ... Tahun ... yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama ..................ccoiiiii , dahulu
sebagai ............... sekarang Pembanding, atas permohonan banding tanggal ...

bulan... tahun... sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor:
...IBDG/tahun.../PTUN.YK atas putusan Nomor: .../G/tahun .../PTUN.YK Tanggal ...
bulan ... tahun ....

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
KUASA ......ccevveees IPEMBANDING PANITERA
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
No. Formulir : FM/007/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 125 ayat (3)

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING
Nomor: ........./G/Tahun......./PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, . tanggal .. SEAYBreanenn , Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undang Undang Tentang PERATUN

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan : ... Y B S
Tempat Kedudukan .. 5 ;
Sebagal Plhak TERGUGAT.\"

Tentang memori Bandlng tertanggal .. veeiren....., Yang digjukan oleh ;
Nama
Kewarganegaraan

Pekerjaan
Beralamat di

Sebagai Pihak PENGGUGATY...
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (LDKASI) pada Tanggal i , Salinan
Memori Banding mana telah diserahkan kepadanya dengan dlberttahukan bahwa Memon Bandlng
tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan ke Pengadilan TUN (lokasi).
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................... Panitera Pengadilan
TUN (lokasi).

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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Judul Formulir : Surat Terima Kontra Memori Banding

No. Formulir : FM/008/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019
TANDA TERIMA

KONTRA MEMORI BANDING

Pada hari 151 ER——— tanggal 5 bulan Tahun, saya

......................................... Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
telah menerima

KONTRA MEMORI BANDING

Tertanggal ......., bulan .... Tahun ... yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama ...................................... , dahulu
sebagai ............... sekarang Terbanding, atas permohonan banding tanggal ...

bulan... tahun... sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor:
...[BDG/tahun.../PTUN.YK atas putusan Nomor: .../G/tahun .../PTUN.YK Tanggal ...
bulan ... tahun ....

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
KUASA oiomismmaversi ITERBANDING PANITERA

------------------------------------------------------------------------------
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
No. Formulir : FM/009/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 126 ayat (3) UU tentang PERATUN.

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI BANDING
Nomor: ........../G/Tahun....../PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, .tanggal ..............., saya .. .. , Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Tentang PERATUN

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
Nama

Kewarganegaraan A et eEteeeneeeesteeieteeateeeeanteeitte st e e ettt e neteeeeann e e e eeenneeenns
Pekerjaan
Beralamat di

 Sebagai PihakPENGGUGAT/..... ...

Tentang Surat Kontra Memori Banding tertanggal Cert e e e e e, Ya@NQ digjukan oleh
Nama Jabatan
Tempat Kedudukan .. .
Sebagai PlhakTERGUGAT!
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN ................. tanggal ............... Salinan Kontra Memori
Banding mana telah diserahkan kepadanya.
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................... Panitera Pengadilan

TUN (lokasi)

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Normor S0P BERRIZPRIECTS

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — _
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA BANDING

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang | D-llI
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor | S1-Hukum
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/I/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/NVII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.
4,

5.

SOP Penerimaan Perkara Banding

SOP Pendaftaran Perkara Banding

SOP Penerimaan Memori Banding/ Kontra
Memori Banding

SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali
SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding

Berkas perkara

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

PermohonanPencabutan banding

Surat persetujuan pencabutan banding
Akta Pencabutan Permohonan Banding
Stempel

OUhw N~

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Banding

peradilan tidak akan tercapai.
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PROSEDUR :

1.

Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa permohonan pencabutan
perkara banding dari Pembanding

Petugas Meja Ill membuat draft akta pencabutan Banding dan draft surat pemberitahuan
pencabutan banding kepada Para Pihak

Panitera Muda Perkara melakukan Koreksi dan paraf draf Akta Pencabutan Banding dan draft
surat pemberitahuan pencabutan banding

Panitera menandatangani Akta Pencabutan Banding dan surat pemberitahuan pencabutan
banding

Petugas Meja Ill Menyerahkan Akta Pencabutan Banding kepada Pembanding

Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan banding kepada Para
Pihak dan Mengirimkan berkas perkara pencabutan ke PTTUN Surabaya

Petugas Meja Ill Mengarsipkan surat permohonan pencabutan banding, Akta Pencabutan Banding
dan surat pemberitahuan pencabutan banding dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Petugas S Panitera Jurusﬁa,-‘ Persyaratan/ Wa
Meja Il miiga dtirdsita | Perlengkapan ktu Output
Perkara Pengganti
Menerima dan - Berkas perkara Diterimanya
memeriksa - Surat permohonan
permohonan Permohonan pencabutan
pencabutan perkara D_.{___, Pencabutan banding dari
banding dan Pembanding
Pembanding
Membuat draft - Berkas perkara Tersedianya
Akta Pencabutan - Draft Akta draf akta
Banding dan draft surat : Pencabutan pencabutan
pemberitahuan Banding banding dan draft
pencabutan banding - Draft surat surat
kepada Para Pihak Tidak pemberitahuan pemberitahuan
pencabutan pencabutan
banding banding
Koreksi dan paraf draf - Berkas perkara Diparafnya draf
Akta Pencabutan R - Akta Pencabutan akta pencabutan
Banding dan draft surat B Banding banding dan draft
pemberitahuan - Surat Surat
pencabutan banding Ya pemberitahuan pemberitahuan
pencabutan pencabutan
banding banding
Menanda + - Akta pencabutan Ditandatanganinya
tangani Akta banding akta pencabutan
Pencabutan Banding :l - Surat banding dan surat
dan surat pemberitahuan pemberitahuan 1 pemberitahuan
pencabutan banding pencabutan Hari | Pencabutan
banding banding
Menyerahkan Akta - Akta Pencabutan Diserahkannya Akta
Pencabutan Banding | _JI Banding kepada Pencabutan
kepada Pembanding Pembanding Banding kepada
Pembanding
Mengirimkan surat + Surat Dikirimkannya
pemberitahuan [___| Permohonan pemberitahuan
pencabutan banding Pencabutan pencabutan
kepada Para Pihak dan banding banding kepada
Mengirimkan berkas - Akta Pencabutan Para Pihak dan
perkara pencabutan ke Banding dikiimkannya
PTTUN Surabaya - Surat berkas perkara
pemberitahuan pencabutan ke
pencabutan PTTUN Surabaya
banding
Mengarsipkan surat - Surat Diarsipkannya
permohonan pencabutan Permohonan surat permohonan
banding, Pencabutan pencabutan
Akta Pencabutan banding banding,
Banding dan surat ( ) - Akta Pencabutan Akta Pencabutan
pemberitahuan Banding Banding dan surat
pencabutan banding L Surat pemberitahuan
dalam berkas perkara pemberitahuan pencabutan
pencabutan banding dalam
banding berkas perkara
- SIPP
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Judul Formulir : Akta Pencabutan Permohonan Banding

No. Formulir : FM/O10/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1), (2) jo
Pasal 139 UU No. 5 Th. 1986 jo. UU No. 9 Th.

2004.
AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor: ..... /G/......./[PTUN.YK
Pada hari ini, ............... tanggal ..............., menghadap saya .................... Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, seorang bernama :

Nama S R
Kewarganegaraan Il s s
Pekerjaan 2

Alamat

yang menyatakan mencabut Permohonan Banding berdasarkan Surat Permohonan
Pencabutan Permohonan Banding Nomor : ............... tanggal terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : e Tanggal

Dalam perkara antara :

. Warga Negara ............., pekerjaan ............., Tempat Tinggal di

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat /. ............;
MELAWAN:

... Tempat Kedudukan di .. - S
untuk selanjutnya dlsebut sebagal Tergugat ! ............. ;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI:

...................................................

Demikian Akta Pencabutan Permohonan Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera
.................................................. serta Pemohon / Kuasanya.

Pemohon, Panitera,
PENGGUGAT
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding

No. Formulir : FM/011/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

Nomor: ...... IGl......JPTUN.YK
Pada hafl i) oosvsnicn fanggal ..o T - e , Panitera pengadian Tata
Usaha Negara Yogyakarta, atas Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
MEMBERITAHUKAN KEPADA :
Nama Jabatan L
Tempat Kedudukan s b A PR A A R A TSR
Sebagai Pihak TERGUGAT/ TERBANDING
Dan
BITIE it i ittt eSS4 SRS RS
KEWAIGANEGANAAN & .o sssensseesssss s ssssssssssss e sesrsesesees e es oo
1ot 2 A EG e s - SRR ——————————
PElEEan === e it it
Sebaga Pihak TERGUGAT I INTERVENSVTERBANDING;
Tentang Pencabutan Permohonan Banding Nomor ...............tanggal ...............c...o........ dalam perkara
Nomor:...../Gl...../ ....... yang diajukan oleh :
Nama B e 0 L B S B i
Kewarganegaraan v S
Tempat Tinggal e B ———
PEKEMAAN ettt

Sebagat Prhak PENGGUGAT/PEMBANDING;

Da&amperkaraantafa

N ., Warga Negara ............, pekerjaan ........................, Tempat Tinggal
di.. :

untuk seléﬁjutnya d:sebut sebagal Penggugat!
MELAWAN:

.. Tempat Kedudukandi ....................................c
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ ............ :

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh Panitera Pngadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,

PANITERA,
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/013/PRK/2016

Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKVII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/11/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DiMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

peradilan tidak akan tercapai.

1. SOP Penerimaan Perkara Banding 1. Berkas perkara
2. SOP Pendaftaran Perkara Banding 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Pencabutan Perkara Banding 3. Komputer/ Laptop
4. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ | & Rrinter
: smuerttanuan Putusan Perkara Banding/ | 5. gyrat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Kasasi/ Peninjauan Kembali Perkara
6. Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara
Banding
7. Stempel
8. BoxFile
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Banding

61




PROSEDUR :

N

o o

Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menyusun dan memeriksa berkas perkara banding
yang telah lengkap

Kasir mengirim biaya pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi

Petugas Meja lll mengetik draft surat pengantar pengiriman berkas perkara banding

Panitera Muda Perkara mengoreksi dan memberi paraf surat pengantar pengiriman berkas
perkara banding

Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas perkara banding

Petugas Meja lll dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan berkas perkara banding ke PTTUN
Surabaya

Petugas Meja Il mengarsipkan berkas perkara banding
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasir Petugas [Panmud .‘J}L:Ixssilt:: Persyaratan/ | Wakt Output
Meja lll |Perkara Pengganti Perlengkapan u
1 Menyusun dan - Bundel A Tersusunny
memeriksa D_pl ] - Bundel B a berkas
berkas perkara perkara
banding yang banding
telah lengkap yang telah
lengkap
2 | Mengirim biaya - Nomor Terdatanya
pengajuan Rekening kelengkapan
banding ke I | PTTUN biaya proses
Pengadilan Surabaya banding
Tinggi
3 | Mengetik draft v + Draft surat Tersedianya
surat pengantar pengantar draf surat
pengiriman |:L- pengiriman pengantar
berkas perkara Ya berkas pengiriman
banding perkara berkas
Tidak banding perkara
banding
4 Mengoreksi dan - Surat Surat
memberi paraf N pengantar 1 Hari | PENgantar
surat pengantar \'\/ pengiriman L pengiriman
pengiriman berkas berkas
berkas perkara perkara perkara
banding banding banding telah
diparaf
5 | Menandatangani - Surat Surat
surat pengantar pengantar pengantar
pengiriman pengiriman pengiriman
berkas perkara berkas berkas
banding perkara perkara
banding banding telah
ditandatanga
ni
6 | Mengirimkan - Surat Terkirmnya
berkas perkara b Pengantar berkas
banding ke - Bundel A perkara
PTTUN - Bundel B banding ke
Surabaya PTTUN
Surabaya
7 | Mengarsipkan - Arsip Bundel Diarsipkannya
berkas perkara Q B berkas
banding perkara
[ | banding |
Catatan:

- Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara

- Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Banding
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraUntuk Penggugat
No. Formulir : FM/012/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Form. : Untuk Penggqugat

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELIHAT BERKAS PERKARA
Nomor: .......... IG/Tahun...... /PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ................ tanggal ..............., SAYA i , Panitera
Pengadilan TUN Yogyakarta, atas perintah Ketua Pengadilan TUN (Lokasi).

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama O
Kewarganegaraan ...............oeeeueeveieeeeereereeeeeeeeeeeeeeeeeenvenen’
Pekerfaan ..ot as et e s e e rneennne
Beralamat di @ ..o

Sebagai Pihak PENGGUGAT/
Bahwa berkas perkara tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN
.............. , oleh karenanya pada para pihak dapat melihat berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN ............. (lokasi).

DALAM PERKARA ANTARA :

Nama T o R R S AR
KEWBTGARCYAIAAN wwvissivscoia s s e
=g o T ——
Beralamatai & oot ss crssen

Sebagai Pihak PENGGUGAT/

Melawan:

L o L
Tempat Kedudukan ..............ccooeiiiooeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn

Sebagai Pihak TERGUGAT/

-------------------------------------------------------------------------

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya
Panitera Pengadilan TUN (lokasi)

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :



Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraUntuk Tergugat
No. Formulir : FM/013/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei2019

Form. : Untuk Tergugat

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELIHAT BERKAS PERKARA
Nomor: ......../G/Tahun/PTUN-(LOKASI)I.............

Pada hari ini, ................ tanggal ............... , SaYa i,
Pengadilan TUN Yogyakarta, atas perintah Ketua Pengadilan TUN (Lokasi).

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NamaJabatan: .............iciiiiicciinennnn.
Tempet KedUdulaii «.osmmsisnuammimsmsieiasa it 5

Sebagal PARTERGUGAT s
Bahwa berkas perkara tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN ..............

oleh karenanya pada para pihak dapat melihat berkas perkara tersebut sebelum dikirim ké
Pengadilan Tinggi TUN ............. (lokasi).

DALAM PERKARA ANTARA :

..., Panitera

Nama S e S R R S
Y AT BV BRI Y s s 0 R S S R
Pekerjaan

Beralamat di
Sebagai Pihak PENGGUGAT/

Melawan:

Mamz JAbAtEN Y i s S T S aene
Tempat Kedudukan

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................... Panitera
Pengadilan TUN (lokasi)

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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Judul Formulir : Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Banding

No. Formulir : FM/014/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019

KOP SURAT

Kepada Yth.

Nomor ... KETUA  PENGADILAN  TINGGI TATA
Lampiran : 1 ( Satu) Berkas USAHA NEGARA SURABAYA.
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara ... ..

Banding Nomor : Di -

Bersama ini kami kirimkan berkas Perkara Banding Nomor :

<oeeeenn., dalam perkara antara :

Nama .
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal
Pekerjaan
Sebagai Pihak ................. | — g
Melawan:
1. Nama Jabatan
Tempat Kedudukan
Sebagai Pihak ................. /

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

PANITERA,
Tembusan disampaikan kepada :
Kuasa Hukum
2. Arsip

...................... ’
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — _
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Nomor SOP SOP/014/PRK/2016

Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA KASASI

DASAR HUKUM :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor:  KMA/026/SK/I1/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku |
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2023 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di
Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
48/DJMT/KEP/VI/2012 tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

D-1l
S1-Hukum

KETERKAITAN :
1.
2.

o Bhow

Kasasi Perkara Kasasi

. SOP Pencabutan Perkara Kasasi

. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasil Peninjauan Kembali

SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Berkas Perkara

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/
Laptop, Printer

SKUM

Kalkulator

oOhw N

Buku Register Perkara Kasasi

Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Berkas Perkara Banding
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PROSEDUR :

1. Petugas Meja Il menerima pengajuan permohonan Kasasi dari pihak / Kuasa Hukum Pemohon
Kasasi

2. PPanitera Muda Perkara memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak
Pemohon Kasasi

3. Panitera Muda Perkara menghitung biaya panjar permohonan Kasasi yang selanjutnya dituangkan
dalam SKUM

4. Petugas Meja | / Kasir menerima bukti penyetoran ongkos perkara kasasi yang telah disetor ke
Bank

5. Petugas Meja | / Kasir mencatat transaksi keuangan kasasi dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
Kasasi
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas :i;‘:j; sz?agﬁf Persyaratan/ | Wakt i
Meja Il Parkara | Kasic erlengkapan u

1. Menerima pengajuan - Berkas Diterimanya berkas
permohonan Kasasi dari ( } Perkara perkara yang
pihak / Kuasa Hukum dimohonkan kasasi
Pemohon Kasasi

2. Memeriksa persyaratan v - Berkas Berkas perkara
formil pengajuan upaya I::l Perkara memenuhi syarat
hukum dari pihak
Pemohon Kasasi

3. Menghitung biaya panjar d - SKUM Terdatanya
permohonan Kasasi I__L! - Direktori kelengkapan biaya
yang selanjutnya Putusan proses kasasi
dituangkan dalam - Kalkulator
SKUM

4. Menerima bukti - Berkas 1 Hari | Tersedianya
penyetoran ongkos | ] Perkara kelengkapan biaya
perkara kasasi yang - Direktori proses kasasi
telah disetor ke Bank Putusan

5 Mencatat transaksi v - Buku Jurnal Tercatatnya transaksi
keuangan kasasi dalam E:] Keuangan keuangan dalam
Buku Jurnal Keuangan Perkara Jurnal Keuangan
Perkara Kasasi - SKUM Perkara Kasasi

- SIPP

6. Menyerahkan berkas - Berkas Perkara siap untuk
perkara untuk ( ) Perkara didaftarkan
didaftarkan dalam - Buku
register perkara kasasi Register

Perkara
Kasasi

Catatan:

Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak Pemohon Kasasi
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/015/PRK/2016
Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA KASASI

|

DASAR HUKUM :
1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VI1/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :
S1-Hukum

KETERKAITAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Kasasi
2. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra

Memori Kasasi Perkara Kasasi
3. SOP Pencabutan Perkara Kasasi
4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

BN

Berkas Perkara

Akta Permohonan Kasasi

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Kasasi
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PROSEDUR :

w —

NoOohs

Petugas Meja Il menerima berkas perkara kasasi yang telah siap didaftarkan

Petugas Meja Il membuat draf Akta Permohonan Kasasi dan draf Surat Pemberitahuan
Permohonan Kasasi

Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan paraf draf Akta Permohonan Kasasi draf Surat
Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Panitera menandatangani Akta Permohonan kasasi dan Pemberitahuan Permohonan Kasasi
Petugas Meja Ill menyerahkan Akta Permohonan kasasi kepada Pemohon Kasasi

Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Para Pihak

Petugas Meja Ill mengarsipkan Akta Permohonan Kasasi dan Surat Pemberitahuan Permchonan
Kasasi dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panitera Panitera Jumm_ta! Persyaratan/
Meja Il Muda Jurusita ; Perlengkapan Waktu Output
Perkara Pengganti
1 Menerima - Berkas perkara Di terimanya
berkas perkara berkas perkara
kasasi yang telah C) kasasi yang telah
siap didaftarkan lengkap
2 Membuat draf - Berkas Tersedianya draf
Akta Permohonan Perkara permohonan
Kasasi dan draf ¥ Kasasi dan draf
Surat |:_._l Surat
Pemberitahuan ) Pemberitahuan
Permohonan Tidak Permohonan
; Kasasi
Kasasi
3 Koreksi dan paraf - Berkas Perkara Diparafnya draf
draf Akta - Akta Permohonan Akta permohonan
Permohonan Ya Kasasi kasasi dan draf
Kasasi draf Surat ——-_;</ - Surat Surat
Pemberitahuan Pemberitahuan Pemberitahuan
Permohonan Permohonan Permohonan
Kasasi Kasasi Kasasi
4 Menandatangani J - Berkas Perkara Ditandatanganinya
Akta Permohonan v - Akta Permohonan 1 Hari Akta permohonan
kasasi dan '::l kasasi kasasi dan Surat
Pemberitahuan - Surat Pemberitahuan
Permohonan Pemberitahuan Permohonan
Kasasi Permohonan Kasasi
Kasasi
5 Menyerahkan Akta - Akta Diserahkannya Akta
Permohonan kasasi ‘ ' Permohonan Permohonan Kasasi
kepada Pemohon Kasasi kepad§ Pemohon
Kasasi - SKUM Kasasi
6 Pemberitahuan - Surat Diberitahukannya
Permohonan Pemberitahuan Surat
Kasasi kepada Permohonan Pemberitahuan
Para Pihak E’:’ Kasasi Permohonan
- Buku Ekspedisi Kasasi kepada
Para Pihak
7 Mengarsipkan - Berkas Perkara Tersimpannya Akta
Akta Permohonan - Akta Permohonan Permohonan
Kasasi dan Surat ( }_ Kasasi Kasasi dan Surat
Pemberitahuan - Surat Pemberitahuan
Permohonan Pemberitahuan Permohonan
Kasasi dalam Permohonan Kasasi dalam
L berkas perkara Kasasi berkas perkara

Catatan:
- Akta Pernyataan Kasasi
- Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi
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Judul Formulir : Akta Permohonan Kasasi

No. Formulir : FM/O15/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019

Pasal 131 jo. UU tentang PERATUN

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor : s GTahun............ /PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ................ tanggal oo menghadap BAYEA .uoumvimmminais i
Panitera Pengadilan TUN, seorang bermmama : ...................... , Kewarganegaraan ................,
Pekerjaan R beralamat di ........... == bemndak untuk dan atas nama :
e (TERGUGAT) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : - , tertanggal

.. menerangkan bahwa ia menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
TUN (Iokasn Nomor ............................................... , tanggal .. e
Dalam Perkara antara :
Nama
Kewarganegaraan .........................................................................................
Pekerjaan 1 L

Beralamat di

Serﬁhla TERGUGAT sekarang

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI:

Demikian Akta permohonan Kasasi ini dibuat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN (lokasi)
dan Kuasa Pemohon Kasasi.

PEMOHON KASASI/KUASA PEMOHON KASASI PANITERA.

NIP :
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi

No. Formulir : FM/016/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor: ........./IG/Tahun/PTUN.(LOKASI).............

Pada hari ini, . . tanggal .. , saya .. ceriieieenn.. ..., Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), atas Perintah Ketua Pengad:lan TUN tersebut
TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
Nama Jabatan

Tempat Keduduk.ar:l. ,

Semula TERGUGAT sekarang
Bahwa ................, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMOHON KASASI dalam
perkara Nomor: ........... 1GI... ./PTUN-(lokasi), pada tanggal .. i , telah menyatakan
kasasi terhadap putusan Pengadllan Tinggi TUN (Lokasi) tanggal ..., Nomor
......... /BI........./PT.TUN-(lokasi).
Dalam perkara antara
Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
BOralamatidl § cecnsmonimimmi R R S s

Semula PENGGUGAT, SEKArang ........oueeeeeeesesesesnersesessesessssesesens

Melawan:

IEIIEIAPIONT 5 oo e Ao
Tempat Kedudukan .. )

Semula TERGUGAT sekarang

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................... Panitera Pengadilan
TUN (lokasi).
PANITERA,
NP e

*) Dikuasakan kepada :
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NomdESOR SORIOTGPRIG016

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — :
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI KASASI / KONTRA MEMORI KASASI PERKARA KASASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang | D-III
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 | S1—Hukum
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tshun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Penerimaan Perkara Kasasi 1. Memori / Kontra Memori Kasasi

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

Tanda Terima, dan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori/ Kontra Memori Kasasi
Stempel

Berkas Perkara

Surat Keterangan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Kasasi

peradilan tidak akan tercapai.

SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
. SOP Pencabutan Perkara Kasasi
SOP Pen%nman Berkas Perkara Kasasi
OP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasn’ Peninjauan Kembali

oru:.w!\: -

POn W N;
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PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa Memori / Kontra Memori
Kasasi

2. Petugas Meja Il Membuat draft tanda terima Memori / Kontra Memori Kasasi dan surat
pemberitahuan Memori / Kontra Memori Kasasi serta membubuhkan cap tanda terima
Memori/Kontra Kasasi

3. Panitera Muda Perkara Koreksi dan Memberi paraf draft tanda terima Memori / Kontra Memori
Kasasi dan draft surat pemberitahuan Memori / Kontra Memori Kasasi

4. Panitera menandatangani tanda terima Memori / Kontra Memori Kasasi dan surat pemberitahuan
Memori / Kontra Memori Kasasi serta Memori/Kontra Kasasi

5. Petugas Meja Ill menyerahkan tanda terima Memori Banding/ Kontra Memori Kasasi dan
Memori/Kontra Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi

6. Jurusita/Jurusita Pengganti pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan Memori/ Kontra Kasasi
kepada para pihak

7. Petugas Meja lll mengarsipkan tanda terima Memori / Kontra Memori Kasasi dan Memaori/Kantra
Kasasi dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Panitera Jurusita/
No Aktivitas Petugas | Muda |Panitera|Jurusita Persyaratan/
Meja lll | Perkara Penggan| Perlengkapan Wakin Output
ti
1 Menerima dan - Memori/Kontra Terperiksanya
memeriksa Memori D ,‘ | Kasasi Memori / Kontra
/ Kontra Memori Memori Kasasi
Kasasi
2 Membuat draft - Draft tanda terima Tersedianya draft
tanda terima Memori / Kontra tanda terima Memori /
Memori / Kontra Memori Kasasi Kontra Memori Kasasi
Memori Kasasi dan r Draft surat dan surat
surat | e pemberitahuan pemberitahuan
pemberitahuan Memori / Kontra Memori / Kontra
Memori / Kontra Memori Kasasi Memori Kasasi serta
Memori Kasasi . - Memori/Kontra cap tanda terima
serta Tidak Kasasi Memori/Kontra Kasasi
membubuhkan cap
tanda terima
Memori/Kontra
Kasasi
3 Koreksi dan - Tanda terima Tersedianya tanda
Memberi paraf draft Memori / Kontra terima Memori/
tanda terima Memori Kasasi Kontra Memori Kasasi
Memori / Kontra " - Surat dan surat
Memori Kasasi dan —*</ pemberitahuan pemberitahuan
draft surat Ya Memori / Kontra Memori / Kontra
pemberitahuan Memori Kasasi Memori Kasasi serta
Memori / Kontra - Memori/Kontra cap tanda terima
Memori Kasasi Kasasi Memori/Kontra Kasasi
yang telah dikoreksi
dan diberi paraf
4 Menandatangani - Tanda terima Tersedianya tanda
tanda terima Memori / Kontra terima Memori/
Memori / Kontra Memori Kasasi |1 Hari | Kontra Memori Kasasi
Memori Kasasi dan v - Surat dan Surat
surat pemberitahuan pemberitahuan dan
pemberitahuan l | Memori / Kontra penyerahan Memori /
Memori / Kontra Memori Kasasi Kontra Memori Kasasi
Memori Kasasi - Memori/Kontra serta Memori/Kontra
serta Memori/Kontra Kasasi Kasasi
Kasasi telah ditandatangani
5 Menyerahkan - Tanda terima Diserahkannya tanda
tanda terima Memori / Kontra terima Memori /
Memori Banding/ | _, Memori Kasasi Kontra Memori Kasasi
Kontra Memori - Memori/Kontra dan Memori/Kontra
Kasasi dan Kasasi Banding kepada
Memori/Kontra Pemohon
Kasasi kepada Kasasi/Termohn
Pemohon Kasasi
Kasasi/Termohon
Kasasi
6 Pemberitahuan - Surat Diberitahukannya
Kontra Memori > | | pemberitahuan Surat Pemberitahuan
Kasasi dan Memori / Kontra Permohonan Kasasi
Memori/ Kontra Memori Kasasi kepada para pihak
Kasasi kepada - Memori/Kontra
para pihak Kasasi
7 Mengarsipkan - Tanda terima Tersimpannya tanda
tanda terima ( }" Memori / Kontra terima Memori
Memori / Kontra Memori Kasasi Kasasif Kontra
Memori Kasasi - Surat Memori Kasasi dan
dan pemberitahuan Memori / Kontra
Memori/Kontra Memori / Kontra Banding dalam
Kasasi dalam Memori Kasasi berkas perkara
berkas perkara - Memori/Kontra
Kasasi
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Catatan:
- Memori / Kontra Memori Kasasi

- Tanda Terima, dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/ Kontra Memori
Kasasi
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Judul Formulir : Tanda Terima Memori Kasasi

No. Formulir : FM/O17/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019
TANDA TERIMA

MEMORI KASASI

Pada hari ini ..... , tanggal .. bulan Tahun, saya

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Pinang telah menerima
MEMORI KASASI

Tertanggal ......., bulan ... Tahun ... yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama ... ,selaku
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat, atas permohonan Kasasi
tanggal ... bulan... tahun... sebagaimana tertuang dalam akta permohonan Kasasi
Nomor: .../K/tahun.../PTUN.YK atas putusan Nomor: .../B/tahun .../[PTTUN.(Lokasi)
Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor: .../G/tahun .../PTUN.YK Tanggal

... bulan ... tahun ....

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
KUASA ... /IPEMOHON KASASI PANITERA
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi

No. Formulir : FM/018/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgal Berlaku : 13 Mei2019

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI KASASI
Nomor: ........./G/Tahun....... IPTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ................... tanggal ......................... Saya s,
Panitera Pengadilan TUN (lokasi), atas Perintah Ketua Pengadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Beralamat di
Semula PENGGUGAT, SEKAMANG .....coveeieeeeeeeeeeeeeeoo

Dalam perkara Nomor : ................IGl......... /PTUN.(lokasi), tentang Surat Memori Kasasi

tetanggal ..........................., yang diajukan oleh :

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan
Semula TERGUGAT, sekarang ..o
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (Lokasi) pada tanggal
...................... bahwa memori kasasi tersebut dapat dijawab dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi ini dan disampaikan kepada
Panitera Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya
Pengadilan TUN (Lokasi)

..., Panitera

PANITERA,

NIP oo,

*) Dikuasakan kepada :
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Judul Formulir : Tanda Terima Kontra Memori Kasasi

No. Formulir : FM/019/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019
TANDA TERIMA

KONTRA MEMORI KASASI

Pada hari ini ....., tanggal .. bulan Tahun, saya .......ccocceveuveeneeneenereeeeeenn,

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima

KONTRA MEMORI KASASI

Tertanggal  ....... , bulan .... Tahun ... yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama .................................. . , selaku

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/T ergugat, atas permohonan Kasasi
tanggal ... bulan... tahun... sebagaimana tertuang dalam akta permohonan Kasasi
Nomor: .../K/tahun.../PTUN.YK atas putusan Nomor: .../B/tahun ...IPTTUN.(Lokasi)
Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor: .../G/tahun .../PTUN.YK Tanggal
... bulan...  tahun ....

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
HURSA .covsnoninmsnans ITERMOHON KASASI PANITERA

------------------------------------------------------------------------------
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Judul Formulir . Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi

No. Formulir : FM/020/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI KASASI
Nomor: ... IG/Tahun...../PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ......... . tanggal .. , saya ......
Panitera Pengadilan TUN (IokaS| atas Permtah Ketua Pengad:lan TUN tersebut

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan

Semula TERGUGAT, sekarang

Dalam perkara Nomor : ................./GI......... /PTUN.(lokasi), tentang Surat Kontra Memori
Kasasi tertanggal ............................, yang diajukan oleh :

Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Beralamat di

Semula PENGGUGAT, sekarang

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (Lokasi) pada tanggal

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya ................................. Panitera
Pengadilan TUN (Lokasi)

PANITERA,

*) Dikuasakan kepada :
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Judul Formulir : Surat Keterangan

No. Formulir : FM/021/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019
KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama D e R
NIP T R PSR SR
Jabatan . Panitera
Unit kerja . Pengadilan Tata Usaha Negara (Lokasi)

Dengan ini menerangkan, bahwa dokumen elektronik (e-document) berkas
perkara No. .../G/Tahun..../PTUN.(Lokasi) Jo. No. ..../B/Tahun ..../IPT.TUN.(lokasi)
yang dikirimkan ke Direktori Putusan adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam
bundel B.

Adapun dokumen elektronik (e-document) tersebut terdiri dari :
1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Banding (format Pdf)
Akta Permohonan Kasasi (format Pdf)
Tanda Terima Memori Kasasi (format Pdf)
Memori Kasasi (format Rtf)
Kontra Memori Kasasi (format Rtf)
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (format Rtf)
Putusan Pengadilan Tingkat Banding (format Rtf)

gt e B3 )

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, tanggal bulan tahun
PANITERA,
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP

SOP/017/PRK/2016

Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA KASASI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKNVII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

D-ll
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

peradilan tidak akan tercapai.

1. SOP Penerimaan Perkara Kasasi 1. Permohonan Pencabutan Kasasi
2. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi 2. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
3. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Printer
Memori Kasasi Perkara Kasasi 3. Berkas Perkara
g. ésgg IEen lrlﬂ;aﬂ Ber!lg’ast Perkell:ra Easas: 4. Stempel
: emberitahuan Putusan Perkara ,
Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali 5. Surat Pemberitahuan Pencabutan
Permohonan Kasasi
6. Box File
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Kasasi
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PROSEDUR :

1.

2.

Petugas Meja IIl dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa permohonan pencabutan
perkara kasasi dari Pemohon Kasasi

Petugas Meja Ill membuat draft Akta Pencabutan Kasasi dan draft surat pemberitahuan
pencabutan Kasasi kepada Para Pihak

Panitera Muda Perkara koreksi dan paraf draf Akta Pencabutan Kasasi dan draft surat
pemberitahuan pencabutan Kasasi

Panitera menanda tangani Akta Pencabutan Kasasi dan surat pemberitahuan pencabutan Kasasi
Petugas Meja Ill menyerahkan Akta Pencabutan Kasasi kepada Pemohon Kasasi

Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan Kasasi kepada Para
Pihak dan Mengirinkan berkas perkara pencabutan ke Mahkamah Agung

Petugas Meja Ill mengarsipkan surat permohonan pencabutan Kasasi, Akta Pencabutan Kasasi
dan surat pemberitahuan pencabutan Kasasi dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Paniter :
No Aktivitas Petugas a Panitera j;’rruu;;t:j Persyaratan/ Wa Output
Meja lll| muda Pengganti Perlengkapan ktu P
Perkara
1 | Menerima dan + Berkas perkara Diterimanya
memeriksa - Surat permohonan
permohonan C)—-b- Permohonan pencabutan Kasasi
pencabutan Pencabutan dari Pemohon
perkara kasasi dari Kasasi
Pemohon Kasasi
2 Membuat draft - Berkas perkara Tersedianya
Akta Pencabutan r Draft Akta draf akta
Kasasi dan draft Pencabutan pencabutan
surat pemberitahuan Kasasi Kasasi dan draft
pencabutan Kasasi - Draft surat surat
kepada Para Pihak Tidak pemberitahuan pemberitahuan
pencabutan pencabutan Kasasi
Kasasi kepada Para Pihak
3 Koreksi dan paraf - Berkas perkara Diparafnya draf
draf Akta / - Akta Pencabutan akta pencabutan
Pencabutan Kasasi 'r“\/ Kasasi Kasasi dan draft
dan draft surat - Surat Surat
pemberitahuan Ya pemberitahuan pemberitahuan
pencabutan Kasasi pencabutan pencabutan Kasasi
Kasasi
4 Menanda s - Akta pencabutan Ditandatanganinya
tangani Akta Kasasi akta pencabutan
Pencabutan Kasasi - Surat Kasasi dan surat
dan surat pemberitahuan 1 pemberitahuan
pemberitahuan pencabutan Hari | Pencabutan Kasasi
pencabutan Kasasi Kasasi
5 Menyerahkan Akta + Akta Pencabutan Diserahkannya Akta
Pencabutan Kasasi Banding Pencabutan Kasasi
kepada Pemohon kepada Pemohon
Kasasi Kasasi
6 Mengirimkan surat - Surat Dikiimkannya
pemberitahuan Permohonan pemberitahuan
pencabutan Kasasi Pencabutan pencabutan Kasasi
kepada Para Pihak Kasasi kepada Para Pihak
dan Mengirinkan - Akta Pencabutan dan dikiimkannya
berkas perkara Kasasi berkas perkara
pencabutan ke + Surat pencabutan ke
Mahkamah Agung pemberitahuan Mahkamah Aung
pencabutan
Kasasi
7 Mengarsipkan surat - Surat Diarsipkannya
permohonan Permohonan surat permohonan
pencabutan Kasasi, Pencabutan pencabutan
Akta Pencabutan Kasasi Kasasi,

Kasasi dan surat
pemberitahuan

pencabutan Kasasi L Surat pemberitahuan
dalam berkas perkara pemberitahuan pencabutan Kasasi
pencabutan dalam berkas
Kasasi perkara
- SIPP

- Akta Pencabutan
Kasasi

Akta Pencabutan
Kasasi dan surat
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Judul Formulir :  Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi

No. Formulir : FM/022/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor: ....../GI...... JPTUN-TPI
Pada haii ini, ................ 7= 30,9 SRRRR S - R S Panitera pengadian Tata
Usaha Negara Yogyakarta atas Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta:
MEMBERITAHUKAN KEPADA :
NAMAUEDEIAN o oo
Tempat Kedudukan ? s "
Sebagai Pihak TERGUGAT/ TERBANDING/TERMOHON KASASI;
Dan
Nama
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : G
Pekerjaan S
Sebaga Pihak TERGUGAT Il iNTERVENSIfI‘ERBANDINGfTERMOHON
KASASI;
Tentang Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor ..o tanogal oo, dalam
perkaraNomor: ...../G/..../ ....... yang diajukan oleh :
Nama : S A L RS
Kewarganegaraan L4188 832885ttt s et
Tempat Tinggal 2 .
Pekerjaan e ommaseceee oo RS R
Sebaga Pihak PENGGUGATPEMBANDINGPEMOHON KASAS;
Dalam perkara antara ;
.. Warga Negara .. ., pekerjaan ............... ., Tempat Tinggal
oo ;
untuk sefanjutnya dlsebut sebagal Penggugatl e §
MELAWAN:
. Tempat Kedudukan di ..

untuk selanjutnya disebut sebagal Térgugat /
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh Panitera Pngadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,
PANITERA,

87



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptun]ogja@mahkamahagung.go.Id

Nomor SOP SOP/018/PRK/2016

Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

L

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/i2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKNVI1/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VIII2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

D-lll
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Penerimaan Perkara Kasasi

(R

2. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi

3. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Perkara Kasasi )

4. SOP Pencabutan Perkara Kasasi _

5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Berkas perkara

2. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

3. Slip Setoran Biaya Kasasi ke MA

4. Stempel

5. BoxFile

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Kasasi
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PROSEDUR :

1.

Petugas Meja lll dan Panitera Muda Perkara menyusun dan memeriksa berkas perkara Kasasi
yang telah lengkap

Petugas Meja Il mengetik draft surat pengantar pengiriman berkas perkara Kasasi

Panitera Muda Perkara mengoreksi dan memberi paraf surat pengantar pengiriman berkas
perkara Kasasi

Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas perkara Kasasi

Petugas Meja IIl dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan berkas perkara Kasasi ke
Mahkamah Agung

Petugas Meja Ill mengarsipkan berkas perkara Kasasi
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Pelaksana Mutu Baku
- ; Jurusita/
No Aktivitas Petugas|Panmud| Panitera Jliftieita Persyaratan/ Wakt Output
Meja lil | Perkara Pengganti Perlengkapan u

1 Menyusun dan - Bundel A Tersusunnya
memeriksa - Bundel B berkas perkara
berkas perkara Kasasi yang telah
Kasasi yang lengkap
telah lengkap

2 Mengetik draft E_I - Draft surat Tersedianya draf
surat pengantar et pengantar surat pengantar
pengiriman pengiriman pengiriman berkas
berkas perkara T Tidak berkas perkara perkara Kasasi
Kasasi Kasasi ]

3 Mengoreksi dan Ya + Surat pengantar Surat pengantar
memberi paraf pengiriman pengiriman berkas
surat pengantar berkas perkara perkara Kasasi
pengiriman Kasasi 1 Hari | telah diparaf
berkas perkara
Kasasi

4 Menandatangani v - Surat pengantar Surat pengantar
surat pengantar pengiriman pengiriman berkas
pengiriman E berkas perkara perkara Kasasi
berkas perkara Kasasi telah
Kasasi ditandatangani

5 | Mengirimkan - Surat Pengantar Terkiimnya berkas
berkas perkara - Bundel A perkara Kasasi ke
Kasasi ke : D - Bundel B Mahkamah Agung
Mahkamah Agung

6 | Mengarsipkan D r Arsip Bundel B Diarsipkannya
berkas perkara berkas perkara
Kasasi Kasasi

Catatan:

Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
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Judul Formulir : Surat PengantarPengiriman Berkas Perkara Kasasi

No. Formulir : FM/023/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tal Berlaku : 13 Mei 2019
KOP SURAT
Nomor : ...l KEPADA Yth. :
Lampiran : 1 (satu) Berkas PANITERA MAHKAMAH AGUNG
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara REPUBLIK INDONESIA
Kasasi Nomor : Cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara.
JAKARTA

Bersama ini kami kirimkan berkas Perkara Kasasi Nomor : e G/20... ./IPTUN.YK
jo. ..../BI..../PT.TUN.SBY, dalam perkara antara :

Nama
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal
Pekerjaan

Semula ...................... |/ cerveeeennn.. Sekarang

Melawan:

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan

Semula ...................... | sierreeeennn.....  Sekarang

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

PANITERA,

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kuasa Hukum
2. Arsip
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP

SOP/019/PRK/2016

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2016

Tanggal Revisi

29 Mei 2024

Tanggal Berlaku

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan  Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKVII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NI1/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

D-111
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

2. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra _
Memori Kasasi Perkara Peninjauan Kembali

3. SOP Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali

4. éOPbPlenginman Berkas Perkara Peninjauan

embali

5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/

Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Berkas Perkara

2. SKUMm

3. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

4. Slip Penyetoran Biaya Perkara

5. Buku Jumal Keuangan Perkara Peninjauan
Kembali

6. Buku Register Perkara Peninjauan Kembal
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PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Berkas Perkara Peninjauan Kembali

peradilan tidak akan tercapai.

PROSEDUR :

1. Petugas Meja Il menerima pengajuan permohonan Peninjauan Kembali

2. Panitera Muda Perkara memeriksa persyaratan formil pengajuan Pemohon Peninjauan Kembali

3. Petugas Meja | /Kasir menghitung biaya panjar permohonan Peninjauan Kembali yang
selanjutnya dituangkan dalam SKUM

4. Petugas Meja | /Kasir menerima bukti penyetoran panjar perkara Peninjauan Kembali yang telah
disetor ke Bank

5. Petugas Meja | /Kasir mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
Peninjauan Kembali

6.

Petugas Meja Ill menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam register perkara
Peninjauan Kembali
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas Pamtera Pen_;gas Persyaratan
Meja Ill uda Me;a_ I IPerlengkapan Waktu Output
Perkara Kasir
1. | Menerima pengajuan - Berkas Diterimanya
permohonan Perkara berkas
Peninjauan Kembali ( } Peninjauan perkara yang
Kembali dimohonkan
- Memori Peninjauan
Peninjauan Kembali
Kembali
2. Memeriksa - Berkas Terpenuhiny
persyaratan formil Perkara a
pengajuan Pemohon Peninjauan persyaratan
Peninjauan Kembali Kembali formil
- Memori pengajuan
Peninjauan Pemohon
Kembali Peninjauan
- Bukti baru/ Kembali
Novum
- Permohonan
sumpah
penemu
novum
- Softcopy
memory PK
3. Menghitung biaya - SKUM 1 Hari | Terdatanya
panjar permohonan - Rekening kelengkapan
Peninjauan Kembali PTUN biaya proses
yang selanjutnya Yogyakarta Peninjauan
dituangkan dalam - Rekening MA Kembali
SKUM
4. | Menerima bukti - SKUM Tersedianya
penyetoran panjar - Tanda Bukti kelengkapan
perkara Peninjauan penyetoran biaya proses
Kembali yang telah Bank perkara
disetor ke Bank
5. Mencatat transaksi v - Buku Jurnal Tercatatnya
keuangan dalam Buku Perkara PK transaksi
Jurnal Keuangan l:.j - Buku Induk keuangan
Perkara Peninjauan Keuangan dalam jurnal
Kembali Perkara
- SIPP
6. Menyerahkan berkas - Berkas Perkara siap
perkara untuk Perkara untuk
didaftarkan dalam ( ) - SIPP didaftarkan
register perkara - Buku Register
Peninjauan Kembali PK
- Buku Register
Induk Perkara
Catatan:

Persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali
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P
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor80 SOP/020/PRK/2016

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

3@] ~ | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA . ‘
.. _ | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA |Tanggal Revisi 29 Mei 2024
?‘;,“ S Jalan Janti Nomor 68 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
St Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 | S1—Hukum
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DJMT/KEP/VII/2012 tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali | 1. Berkas Perkara
2. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra 2. Checklist Berkas Pendaftaran Perkara PK
Memori Kasasi Perkara Peninjauan Kembali 3. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
3. SOP Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali Printer
4. Egﬂf’bgﬁngmman Berkas Perkara Peninjauan | 4 Auia Permohonan Peninjauan Kembali
5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ | 5. Berita Acara Sumpah/ Janji
Kasasi/ Peninjauan Kembali 6. Stempel
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara Peninjauan Kembali
peradilan tidak akan tercapai.
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Pelaksana Mutu Baku
A Paniter Jurusita /
No. Aldivitas ﬁ;ﬁﬁ? aMuda | Panitera | Jurusita ilf: dr:g;&aats:n Waktu Output
Perkara Pengganti
1. Menerima berkas -Berkas Perkara Diterimanya berkas
perkara yang -SIPP perkara yang telah
dimohonkan ( ) lengkap
Peninjauan
Kembali yang telah
didaftarkan
2. Membuat draft Akta -Akta Tersedianya Akta
Pernyataan Permohonan Pemyataan PK, draft
Peninjauan Peninjauan tanda terima Memori
Kembali, draft Kembali PK, draft Surat
tanda terima -Tanda Terima Pemberitahuan dan
Memori Peninjauan Memori Penyerahan Memori
Kembali, draft Surat Peninjauan PK,
Pemberitahuan dan Kembali telah dibubuhi cap tanda
Penyerahan Tidak -Surat terima di Memori PK
Memori PK, Pemberitahuan serta draft Berita Acara
Membubuhi cap dan sumpahl/janiji
tanda terima di Penyerahan
Memori PK serta Memori PK
draft Berita Acara -Memori PK
sumpah/janiji -Berita Acara
sumpah/janiji
g Koreksi dan paraf -Akta Diparafnya Akta
Akta Pemnyataan Permohonan Pernyataan PK, draft
PK, draft tanda Peninjauan tanda terima Memori
terima Memori PK, Kembali PK, draft Surat
draft Surat -Tanda Terima Pemberitahuan dan
Pemberitahuan dan Memori Penyerahan Memori
Penyerahan Peninjauan 1 Hari | PK,
Memori PK, Kembali Memori PK serta Berita
Memori PK serta Ya -Surat Acara sumpah/janji
Berita Acara Pemberitahuan
sumpah/janji dan
Penyerahan
Memori PK
-Memori PK
-Berita Acara
sumpah/janiji
4, Menandatangani -Akta Akta Pernyataan PK,
Akta Pernyataan J, Permohonan tanda terima Memori
PK, tanda terima Peninjauan PK, Surat
Memori PK, Surat l_ Kembali Pemberitahuan dan
Pemberitahuan dan -Tanda Terima Penyerahan Memori
Penyerahan Memori PK,
Memori PK, Peninjauan Memori PK
Memori PK Kembali ditandatangani
-Surat
Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Memori PK
-Memori PK
Menyerahkan Akta - Akta Diserahkannya Akta
Permohonan PK o, permohonan permohonan PK dan
dan Memori PK PK Memori PK kepada
kepada Pemohon - Memori PK Pemohon PK
PK - SIPP
—
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- Akta Permohonan Peninjauan Kembali
- Berita Acara Sumpah/ Janji
- Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

Pelaksana Mutu Baku
Paniter p
; Jurusita /
No. Aktivitas Petugas | a Muda Panitera | Jurusita Persyaratan Waktu Output
Meja 11 Pe;kar Pengganti [Perlengkapan

6. Mengirimkan - Surat Dikirimkannya
Surat Pemberitahua Surat
Pemberitahuan n dan Pemberitahuan
dan Penyerahan Penyerahan dan Penyerahan
Memori PK dan Memori PK Memori PK dan
Memori PK - Memori PK Memori PK
kepada Para kepada Para
Pihak Pihak

7. Mengarsipkan - Akta Akta
Akta Pernyataan Permohonan Pernyataan
PK, tanda terima Peninjauan SDA PK, tanda
Memori PK, Kembali terima Memori
Surat - Tanda Terima PK, Surat
Pemberitahuan @1 Memeri Pemberitahuan
dan Penyerahan Peninjauan dan
Memori PK, Kembali Penyerahan
Memori PK - Surat Memori PK,
dalam berkas Pemberitahua Memori PK
perkara n dan tersedia dalam

Penyerahan berkas perkara
Memori PK
- Memori PK
Catatan:
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Judul Formulir : Akta Permohonan Peninjauan Kembali

No. Formulir : FM/024/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor : ........../G/Tahun ..../PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, .................. tanggal ......................... menghadap saya : ............
...................... Panitera Pengadilan TUN (lokasi) seorang bernama
. Warganegara Indonesia, Pekerjaan cererrarenieeneeeneeaeass, DEMAIAMAL di

s , bertindak untuk dan atas nama : s e Tns, Selaki

TERGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ........................... tertanggal

.. » yang menerangkan bahwa ia menyatakan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : ...... IKITUN/...... tanggal ..........

Dalam perkara antara :

Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Beralamat di %
Semula PENGGUGAT sekarang

Melawan

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan :.........
Semula TERGUGAT sekarang ......................................................

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Demikian Akta Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan TUN (lokasi) dan Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali.

PEMOHON /KUASA PENINJAUAN KEMBALI PANITERA.
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Judul Formulir : Berita Acara Sumpah
No. Formulir : FM/025/PRK/2016
Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei 2019

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

BERITA ACARA SUMPAH
Nomor: ......../G/Tahun..../PTUN.(LOKASI

Pada hari ini, ........................ tanggal ciiriieie .. ..., t€lah menghadap kami :
coeenenen, Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /

Perempuan :

Nama c SO .
Kewarganegaraan ................cooooeeecueeemeeeroeeeoeeooeooooo
Agama s

Pekerjaan

Alamat

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : ......................
tetanggal ...........................oeeeeevvv ..., Perihal -
yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari
Tanggal
Berasal dari
Berupa

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di
Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b
Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Islam,
yang berbunyi sebagai berikut :
“DEMI ALLAH, Saya bersumpah bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam

perkara Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : .......... IGI  Tahun
.............. /PTUN.YK,, jo. Peninjauan KembaliNomor: ..... /PK/Tahun .......... |
PTUN.YK., adalah saya temukan pada hari : ... . . tanggal

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami,
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b
Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,
Yang diambil Sumpah PENGADILAN TUN (lokasi)
KETUA,

NIP: e
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Judul Formulir : Berita Acara Janiji

No. Formulir : FM/026/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tal Berlaku : 13 Mei2019

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

BERITA ACARA JANJI
Nomor: ........ JGITahun..../PTUN.(LOKASI).
Pada hari ini, ....................... BNGEAL v e ey telah menghadap kami :
cvvereeennnne .., Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /

Perempuan :

Nama B R R B I remrer s e
Kewarganegaraan ....................oooooooeooeoveocoomommeeoooo ;
Agama erertnstietsee e s eenaa s e e sresneene st s b st ke oe s
Pekerjaan O A R A S S A e e
Alamat " asesuin S s A L L S nemem 34 e e eme bt

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor :
tertanggal .................................... Perhal : ... ,
yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari I TR ————————————
Tanggal e T
Berasal dani ..o
Berupa B AR nuensnna s m eSS O R S T

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di
Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b
Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu
KRISTEN, yang berbunyi sebagai berikut :

“DEMI ALLAH, Saya bejanji bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara
Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : .... IGITahun............ /PTUN.(Lokasi, jo.
Peninjauan Kembali Nomor: ... ... /| PKITahun ................... [/ PTUN.YK.,
adalah saya temukan pada hari : e, tanggal semoga Tuhan
menolang saya”

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami,
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b
Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,
Yang diambil Sumpah PENGADILAN TUN (lokasi)
KETUA,

NIP: .
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NetrerBoe SOP/021/PRK/2016
SO DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER )
7 ¥ DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
: 1@; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — :
.. | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA |TanggalRevisi | 29 Mei 2024
ki ‘} Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
T Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,
Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKVI1/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi

Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

2. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

3. SOP Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali

4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan
Kembali . ]

S. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Memori/ Kontra Memori PK

2. Tanda Terima dan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori/ Kontra Memori Peninjauan
Kembali

3. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

4. Stempel

5. Berkas Perkara

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Berkas Perkara Peninjauan Kembali
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PROSEDUR :

1.
2.

3.
4

Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa Memori/Kontra Memori PK
Petugas Meja Il membuat draft tanda terima, surat pemberitahuan dan membubuhkan cap tanda
terima Memori/Kontra Memori PK

Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan memberi paraf tanda terima, surat pemberitahuan
dan Penyerahan Memori/Kontra Memori PK

Panitera menandatangani tanda terima kontra Memori PK, surat pemberitahuan Kontra Memori PK
dan kontra Memori PK

Petugas Meja Il dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pemberitahuan dan
penyerahan Memori/Kontra Memori PK kepada para pihak

Petugas Meja Il mengarsipan tanda terima, surat pemberitahuan dan penyerahan Memori/Kontra
Memori PK dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petuga Pa';'ter JJL::r:JuS:.;}taal Persyaratan Wakt
& hquja F!;:Iatr‘::r Panitera Pengi;gant /Perlengkapan u Output
a
1. | Menerima dan - Memori/Kontra Diterimanya dan
memeriksa Memori PK diperiksanya
Memori/Kontra (D‘"I_:_l - Softcopy Kontra Memori
Memori PK - SIPP PK
2 Membuat draft - Memori/Kontra Tersedianya draft
tanda terima, Memori PK tanda terima dan
surat 2 - surat surat
pemberitahuan l < pemberitahuan pemberitahuan
dan : Kontra Memori Memori/Kontra
membubuhkan Tidak PK Memori PK dan
cap tanda terima membubuhkan
Memori/Kontra cap tanda terima
Memori PK Memori/Kontra
1 Harj |-Memori PK
3. Koreksi dan - Surat Draf surat
memberi paraf Pengantar pengantar diberi
tanda terima, - Memori/Kontra paraf untuk
surat C Memori PK tanda tangan
pemberitahuan Ya ATK pimpinan
dan Penyerahan
Memori/Kontra
Memori PK
4. | Menandatangani - Surat Surat Pengantar
tanda terima Pengantar telah
kontra Memori - Memori/Kontr ditandatangani
PK, surat a Memori PK
pemberitahuan - ATK
Kontra Memori
PK
dan kontra
Memori PK
5. Mengirimkan v - Buku Dikirimkannya
surat Ekspedisi surat
pemberitahuan > - surat pemberitahuan
dan penyerahan pemberitahua Kontra Memori PK
Memori/Kontra n Kontra dan kontra
Memori PK Memori PK Memori PK
kepada para kontra kepada para
pihak Memori PK pihak
6 Mengarsipan - Kontra Memori Diarsipkannya
tanda terima, PK tanda terima,
surat D - surat surat
pemberitahuan pemberitahua pemberitahuan
dan penyerahan n Kontra dan penyerahan
Memori/Kontra Memori PK Memoari/Kontra
Memori PK - SIPP Memori PK
dalam berkas dalam berkas
perkara perkara
Catatan:

Tanda Terima dan Surat Pemberitahuan

Memori Kasasi/Kontra Memori PK

dan Penyerahan Memori/ Kontra Memori PK
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Judul Formulir : Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali

No. Formulir : FM/027/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 13 Mei2019
TANDA TERIMA

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini ..... » tanggal .. bulan Tahun, saya ..........cceeeevvesuveeoooo
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Tertanggal ....... , bulan ...  Tahun .. yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama ... . selaku
Pemohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Penggugat/Tergugat, atas permohonan
Peninjauan Kembali tanggal ... bulan... tahun. . sebagaimana tertuang dalam akta

permohonan Peninjauan Kembali Nomor: ...IPK/tahun.../PTUN.TPI atas putusan

Nomor: ... K/TUN/tahun ... Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor:;
.../[Bltahun .../PTTUN.(Lokasi) Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor:
...IGltahun .../PTUN.YK Tanggal ... bulan ...  tahun

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
KUASA .................. /PEMOHON PANITERA
PENINJAUAN KEMBALI

------------------------------------------------------------------------------
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali DanPenyerahan Memori Peninjauan Kembali
No. Formulir : FM/028/PR/2015

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei2019

SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN
PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Nomor: ........IG/Tahun....... /PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ................ tanggal ........................, Saya ..o,
Panitera Pengadilan TUN ................ atas Perintah Ketua Pengadilan TUN ...........
tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

—n T DERITARURAN DAN MENYEF \DA
Nama Jabatan e
Tempat Kedudukan ...

Semula TERGUGAT, BOKAIANG .......nviiicniiisiniiinionimnmmneneassssessenmsenss

Dalam Perkara Nomor : ... /GITahun wveeeeenn.. . /PTUN. (lokasi)jo. Nomor
o TR O /PTUN coreeeeeenee.n.o.(lOkasi), tentang Memori Peninjauan
Kembali tertanggal srevreesscen...,, Yang diajukan oleh :
Nama ettt e en et sasn et et
Kewarganegaraan  : ...
Pekerjaan T ————————
Beralamat di et ettt n s s e

Yang diterima di Kepaniteraan  Pengadilan  TUN (lokasi), pada tanggal
e Bahwa memori Peninjauan Kembali tersebut dapat dijawab dengan
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori Peninjauan
Kembali ini dan disampaikan kepada Panitera Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya OO == o1 = o=
Pengadilan TUN (lokasi).

PENGADILAN TUN (lokasi)
PANITERA,

NIP ;oo
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Judul Formulir : Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali

No. Formulir : FM/029/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tal Berlaku : 13 Mei 2019
TANDA TERIMA

KONTRA PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini ..... , tanggal .. bulan Tahun, saya

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Tertanggal ......., bulan ... Tahun .. yang diserahkan oleh
...................................... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., bulan...
tahun ... bertindak untuk dan atas nama ... ,selaku
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Tergugat, atas

permohonan Peninjauan Kembali tanggal ... bulan... tahun... sebagaimana tertuang
dalam akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor: ...IPK/tahun.../PTUN.TPI atas
putusan Nomor: ... K/ITUN/tahun ... Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor:
.../Bltahun .../PTTUN.(Lokasi) Tanggal ... bulan ... tahun .... Jo. Putusan Nomor:
.../Gltahun .../PTUN.YK Tanggal ... bulan ...  tahun ...

Demikian tanda terima ini dibuat rangkap dua, dengan ketentuan yang sama
dan satu eksemplar diserahkan kepada yang bersangkutan.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA,
KUASA icsisaviininis /[PEMOHON PANITERA
PENINJAUAN KEMBALI
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Judul Formulir : Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali
No. Formulir : FM/D30/PRK/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 13 Mei2019

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Nomor: ........./IG/Tahun...... /PTUN.(LOKASI)

Pada hari ini, ................ L - E——— .
Panitera Pengadilan TUN ................ atas Perintah Ketua Pengadilan TUN ........
tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

i
Kewarganegaraan ...
Pekerjaan
Beralamat di et et ees oo

Semula PENGGUGAT, sekarang .............
Dalam Perkara Nomor : ... IG/Tahun weeveeee../PTUN.(IOkasi) jo. Nomor
RIS | = P IFTEN. s (IORAS; tentang Kontra Peninjauan
Kembalitertanggal............................., yang diajukan oleh :
Nama Jabatan e sttt
Tempat Kedudukan ..o

Semula TERGUGAT, SEKAraNG ......ccoeevvueeeeeeeeeeeeee

Yang diteima di Kepaniteraan Pengadilan TUN ... ... pada tanggal

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh Saya .........c..cecceeevnen.n....., Panitera
Pengadilan TUN ...................

PANITERA,

*) Memberi Kuasa kepada Yth :

108



Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

Emall : ptunjog]a@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Nomor SOP SOP/022/PRK/2016

ST, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tangap! Pembuptan| 01 Jull 2018
-<@;; . | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — _
.70 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA |Tanggal Revisi 29 Mei 2024
35;‘ A5 Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
"’"?“: Telepon :0274 —-520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VIII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.

2,
3
4,
5.

SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Perkara Peninjauan Kembali
SOP Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan
Kembali

SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/

Kasasi/ Peninjauan Kembali

1
2.
3.

4,
5.

Berkas Perkara

Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali
Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

Stempel

Box File

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Peninjauan Kembali
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PROSEDUR :

4

2.

SIS

Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menerima dan memeriksa permohonan pencabutan
perkara banding dari Pemohon PK

Petugas Meja Ill membuat draft Akta Pencabutan PK dan draft surat pemberitahuan pencabutan
PK kepada Para Pihak

Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan paraf draf Akta Pencabutan PK dan draft surat
pemberitahuan pencabutan PK

Panitera menandatangani Akta Pencabutan PK dan surat pemberitahuan pencabutan PK

Petugas Meja Ill menyerahkan Akta Pencabutan PK kepada Pemohon PK

Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan PK kepada Para Pihak
dan mengirimkan berkas perkara pencabutan ke Mahkamah Agung

Petugas Meja IIl mengarsipkan surat permohonan pencabutan PK, Akta Pencabutan PK dan surat
pemberitahuan pencabutan PK dalam berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Paniter .
No Aktivitas Petugas a Panitera j:‘:j;'t? Persyaratan/ | Wakt Outoat
Meja lll| muda Biriaaanii Perlengkapan u P
Perkara 99
1 | Menerima dan - Berkas perkara Diterimanya
memeriksa - Surat permohonan
permohonan C}—)I | Permohonan pencabutan PK
pencabutan Pencabutan dari Pemohon PK
perkara  banding
dari Pemohon PK
2 Membuat draft - Berkas perkara Tersedianya
Akta Pencabutan PK - Draft Akta draf akta
dan draft surat __H Pencabutan PK pencabutan
pemberitahuan Tida - Draft surat PK dan draft
pencabutan PK pemberitahuan surat
kepada Para Pihak pencabutan PK pemberitahuan
pencabutan PK
kepada Para Pihak
3 Koreksi dan paraf - Berkas perkara Diparafnya draf
draf Akta / - Akta akta pencabutan
Pencabutan PK dan W Pencabutan PK PK dan draft
draft surat iV telah Surat
pemberitahuan Ya ditandatangani pemberitahuan
pencabutan PK pemohon pencabutan PK
- Surat
pemberitahuan
pencabutan PK
4 Menanda - Akta Ditandatanganiny
tangani Akta |__' pencabutan PK . | aakta
Pencabutan PK dan L Surat THari | boncabutan PK
surat pemberitahuan pemberitahuan dan surat
pencabutan PK pencabutan PK pemberitahuan
pencabutan PK
5 Menyerahkan Akta ~ Akta Pencabutan Diserahkannya
Pencabutan PK I | < PK Akta Pencabutan
kepada Pemohon PK PK kepada
Pemohon PK
6 Mengirimkan surat - Surat Dikirimkannya
pemberitahuan | | Permohonan pemberitahuan
pencabutan PK Pencabutan PK pencabutan PK
kepada Para Pihak - Akta kepada Para
dan mengirimkan Pencabutan PK Pihak dan
berkas perkara - Surat dikirimkannya
pencabutan ke pemberitahuan berkas perkara
Mahkamah Agung pencabutan PK pencabutan ke
Mahkamah Agung|
7 Mengarsipkan surat - Surat Diarsipkannya
permohonan Permohonan surat
pencabutan PK, D Pencabutan PK permohonan
Akta Pencabutan PK| L Akta pencabutan PK,
dan surat Pencabutan PK Akta Pencabutan
pemberitahuan L Surat PK dan surat
pencabutan PK pemberitahuan pemberitahuan
dalam berkas perkara pencabutan PK pencabutan PK
L SIPP dalam berkas
perkara
Catatan:

Permohonan Pencabutan PK

Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan PK
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LGB0 DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2015
f@} ~ | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA . :
% | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA |TanggalRevisi | 29 Mei2024
E“ : g:i Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
e Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/023/PRK/2015

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

3. Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik Indonesia Nomor -
131/KMA/SK/VIN2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
KMA/032/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NI1/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan

KUALIFIKAS] PELAKSANA : j

D-lil
S1-Hukum

KETERKAITAN :
1. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

2. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

3. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra _
Memori Kasasi Perkara Peninjauan Kembali

4. SOP Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali

5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Berkas perkara

2. 8lip Penyetoran ke Mahkamah Agung

3. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

4. Stempel

5. BoxFile

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Peninjauan Kembali
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PROSEDUR :

1.

Petugas Meja Ill dan Panitera Muda Perkara menyusun dan memeriksa berkas perkara PK yang
telah lengkap

Petugas Meja Ill mengetik draft surat pengantar pengiriman berkas perkara PK

Panitera Muda Perkara mengoreksi dan memberi paraf surat pengantar pengiriman berkas
perkara PK

Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas perkara PK

Petugas Meja Il dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan berkas perkara PK ke Mahkamah
Agung
Petugas Meja Ill mengarsipkan berkas perkara PK
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas| Panmud |Paniter; ‘jtnr:]:ttaaj Persyaratan/ Wa Output
Meja lll | Perkara Pengganti Perlengkapan ktu

1 Menyusun dan - Bundel A Tersusunnya
memeriksa D'H:___[ - Bundel B berkas perkara PK
berkas perkara yang telah lengkap
PK yang telah
lengkap

2 | Mengetik draft - Draft surat Tersedianya draf
surat pengantar I pengantar surat pengantar
pengiriman pengiriman pengiriman berkas
berkas perkara Tidak berkas perkara perkara PK

PK

PK

3 | Mengoreksi dan ~ Surat pengantar Surat pengantar
memberi paraf O-— pengiriman pengiriman berkas
surat pengantar berkas perkara perkara PK telah
pengiriman Ya PK 1 | diparaf
berkas perkara Hari
PK

4 Menandatangani + - Surat pengantar Surat pengantar
surat pengantar pengiiman pengiriman berkas
pengiriman l:l berkas perkara perkara PK telah
berkas perkara PK ditandatangani
PK

5 | Mengirimkan v - Surat Pengantar Terkiimnya berkas
berkas perkara PK :} - Bundel A perkara PK ke
ke Mahkamah - Bundel B Mahkamah Agung
Agung

6 | Mengarsipkan - Arsip Bundel B Diarsipkannya berkas
berkas perkara PK [(__J)TE perkara PK

Catatan:

Surat pengantar pengiriman berkas perkara PK
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NomorSoF SOP/024PRK/2015 —‘

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tangual Pembuatan 01,4l 2015
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — ‘
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximlle : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : Ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING/KASASI/PENINJAUAN
KEMBALI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang | S1-Hukum
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

3. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor -
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NII/2012 tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali
2. SOP Pendaftaran Perkara Banding/ Kasasi/

Berkas perkara

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Peninjauan Kembali Printer

3. SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Stempel
Memori Kasasi Perkara Banding/ Kasasi/ Box file
Peninjauan Kembali %

. SOP Pencabutan Perkara Banding/ Kasasi/

Peninjauan Kembali ‘

5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding/

L Kasasi/ Peninjauan Kembali

N

Hw
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PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara banding/Kasasi?Peninjauan

peradilan tidak akan tercapai. Kembali

PROSEDUR :

1. Panitera Muda Perkara menerima dan meneliti putusan Banding/ Kasasi/ PK atas perkara yang
diajukan upaya hukum

2. Petugas Meja lll membuat draf surat pemberitahuan putusan perkara Banding/ Kasasi /PK

3. Panitera Muda Perkara melakukan koreksi dan paraf surat pemberitahuan putusan perkara
Banding/ Kasasi/ PK

4. Panitera menandatangani surat pemberitahuan putusan perkara Banding/Kasasi/PK

5. Petugas Meja Ill dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim surat pemberitahuan putusan perkara
Banding/Kasasi/PK kepada para pihak

6. Petugas Meja Ill mengarsipkan surat pemberitahuan putusan perkara Banding/Kasasi/PK dalam

berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
i ; Jurusita/
Aktivitas Petugas | Panmud |Panitera Jurusita Persyaratan/ Waktu Output
Meja lll | Perkara Pengganti Perlengkapan
Menerima dan - Berkas perkara Diterimanya
meneliti putusan CD - Putusan dan
Banding/ Kasasi/ Banding/ ditelitinya
PK atas perkara Kasasi/PK putusan
yang digjukan _ Banding/
upaya hukum ’ Kasasi/ PK
Membuat draf surat - Berkas perkara Tersedianya
pemberitahuan <& - Putusan draf surat
putusan perkara D\ Banding/ pemberitahuan
Banding/ Kasasi /PK Tidak Kasasi/PK putusan
- Draf surat perkara
pemberitahuan Banding/
putusan perkara Kasasi/ PK
Banding/Kasasi/P
K
Koreksi dan paraf - Surat Diparafnya
surat pemberitahuan Surat
pemberitahuan = s putusan perkara {Hari | Pemberitahuan
putusan perkara Ya Banding/ putusan
Banding/ Kasasi/ PK Kasasi/PK perkara
Banding /
Kasasi/ PK
Menandatangani - Surat Ditandatanga
surat { | pemberitahuan ni-nya surat
pemberitahuan putusan perkara pemberitahua
putusan  perkara Banding/ Kasasi/ n putusan
Banding/Kasasi/PK PK perkara
Banding/
Kasasi’PK
Mengirim surat ¥ - Surat Terkirimnya
pemberitahuan pemberitahuan surat
putusan  perkara l putusan perkara pemberitahuan
Banding/Kasasi/PK Banding/Kasasi/P putusan
kepada para pihak K perkara

- Buku Ekspedisi Banding/

- SIPP Kasasi/ PK
kepada para
pihak

Mengarsipkan surat - Berkas perkara Diarsipkannya

pemberitahuan - Putusan surat

putusan  perkara D Banding/ pemberitahuan

Banding/Kasasi/PK Kasasi/PK putusan

dalam berkas - Surat perkara

perkara pemberitahuan Banding/Kasasi
putusan perkara / PK dalam
Banding/Kasasi/P berkas perkara

K

Catatan:
- Surat pemberitahuan putusan perkara Banding/ Kasasi/ PK
- Putusan perkara Banding/Kasasi/ PK
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile ; 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA = _
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Nomor SOP SOP/025PRK/2016

Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PERKARA

oA
1.

SAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 137/KMA/SKIX/2012 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2006Memberlakuan Buku |
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan
Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan,
Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan,
Adminsitrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan
Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung
Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi
Surat Mahakamah Agung RI

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VIII2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/I1/2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan

D-lll
S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN -

1.

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara

1. Disposisi

2. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/
Laptop, Printer

Data dukung

Surat masuk

Agenda

. Box File

bk w

(0}

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai.

Administrasi  Persuratan Kepaniteraan
Perkara

S|
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PROSEDUR :

1. Staf menerima surat dan disposisi pimpinan dari Sub Bagian Umum

2. Staf menyerahkan surat dan disposisi surat masuk

3. Panitera Muda Perkara mempelajari surat dan disposisi surat masuk

4. Panitera Muda Perkara menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk
membalas/menanggapi/mene -ruskan

5. Staf melaksanakan disposisi atasan langsung

6. Panitera Muda Perkara memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung

7. Staf mengagendakan surat masuk dalam agenda surat masuk kepaniteraan perkara

8. Staf mengarsipkan surat masuk
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Pelaksana Mutu Baku
oo Panitera
No Aktivitas Staf Muda Fl:’eer::r‘a;a;ta:] Waktu Output
Perkara gxap
Disposisi Diterimanya sural
Menerima surat dan surat masuk dan disposisi
1 | disposisi pimpinan dari Buku pimpinan pada
Sub Bagian Umum Ekspedisi Kepaniteraan
Perkara
Diterimanya surat
Disposisi dan disposisi
2 I\{Ienye_rahkan surat dan surat masuk pimpinan pada
disposisi surat masuk Kepaniteraan
Perkara
L. Disposisi Tersedianya
3 Memp«_el_ajan surat dan ___| surat masuk konsep hasil
disposisi surat masuk telaah isi surat
4 Tersedianya
Menindaklanjuti surat masuk =1 l g};ragizisuk konsep/ instruksi
4 sesuai disposisi surat untuk dia :’an atasan langsung
membalas/menanggapiimen langsun terkait
e-ruskan gsung penyelesaian
disposisi pimpinan
Disposisi 1
P Tidak atasan HARI L
5 | Melaksanakan disposisi :I i langsung z::ﬂ:::f;i:?t
atasan langsung Data dukung sesus instruksi
pelaksanaan
disposisi
~ Surat masuk
Disposisi ;
Memeriksa hasil atasan ;‘:ﬁ;iﬁ:ﬁa&wa
6 | pelaksanaan disposisi langsung dispasisi surat
atasan langsung Ya Data dukung b5 aF::k
pelaksanaan
disposisi
Terdatanya surat
Mengagendakan surat I | — Disposisi masuk dalam
7 | masuk dalam agenda surat masuk agenda surat
surat masuk kepaniteraan Aetiia masuk
perkara 9 kepaniteraan
perkara
: Surat Masuk Tersimpannya
8 ng&: eipkan surst : Box File arsip surat masuk
Almari Arsip dengan baik
Catatan:

- Surat masuk

Disposisi atasan langsung
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Homor SQP SOP/026PRK/2016

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

SR DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
- (§)7 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA == _
.0, | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
1 % S Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198

s Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Emall : Ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PERKARA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik | S1—Hukum
Indonesia  Nomor :  137/KMA/SK/X/2012 D-lll

Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
143/KMA/SKNVIII/2006Memberlakuan  Buku |
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Bidang Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi
Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,
Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan,
Kehumasan Dan Keamanan, Adminsitrasi
Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung
Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype
Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan
Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung Rl

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK/1/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan

3. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKIVINI2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan | 1.  Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Perkara Printer
| 2. Agenda
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Administrasi Persuratan Kepaniteraan Perkara
peradilan tidak akan tercapai.
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PROSDUR :

O kLN

Panitera Muda Perkara membuat draf surat keluar sesuai disposisi atasan
Staf mengetik draf surat keluar yang selesai dikonsep

Panitera Muda Perkara dan Panitera melakukan koreksi draf surat keluar
Panitera dan Ketua/Wakil Ketua menandatangani surat keluar

Panietera Muda Perkara memberi nomor surat keluar

Panietera Muda Perkara mengirimkan surat keluar
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Pelaksana Mutu Baku
Ketua/
No Aktivitas Panmud Panitera Wakil Persyaratan/
Perkara Bt Ketua Perlengkapan Wakiu Output
1 | Membuat draf - Disposisi surat Selesainya dra
surat keluar masuk surat keluar
sesuai disposisi - Data dukung
atasan yang
duperlukan
untuk
membalas surat
2 | Mengetik draf v - Draf surat Disiapkannya
surat keluar keluar draf surat
yang selesai - Disposisi surat keluar untuk
dikonsep Ya ! | masuk ditandatangani
- Data dukung
Edak yang diperiukan
untuk
membalas surat
3 | Koreksi draf - Surat keluar Isi surat telah
surat keluar <> - Data dukung 1 Hari | sesuaidengan
< Tidak yang perlu data dukung
dilampirkan dan materi
disposisi
4 | Menandatangani - Surat keluar Surat keluar
surat keluar - Data dukung siap dikirim
yang perfu
dilampirkan
5 | Memberi nomor - Surat keluar Surat tercatat
surat keluar | _|I= - Buku ekspedisi dalam buku
surat keluar agenda
kepaniteraan
perkara
6 | Mengirimkan v - Surat keluar Terkiimnya
surat keluar - Data dukung surat
@ yang perlu
dilampirkan
- Buku ekspedisi
Catatan:

Disposisi surat masuk

Surat keluar
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor Sar SRPRETERKI2010

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

& DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 01 Juli 2016
Z:@“: . | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — _
"¢ | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
g :;“5;" Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198

N Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERMOHONAN DAN PENETAPAN EKSEKUSI

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang | §1—Hukum
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun D-lll
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: KMAJ/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: KMA/026/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan

4. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 131/KMA/SKNVII/2023 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan:

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
48/DIMT/KEP/VIJ2012  Tentang Buku  Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Surat permohonan eksekusi
1. SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi 2. Checklist
2. SOP Penetapan Eksekusi 3. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/
Laptop, Printer
4. SKUM
5. Buku Jurnal Keuangan Perkara
Pengawasan Eksekusi
6. Berkas Perkara
7. Buku Register Perkara Pengawasan
Eksekusi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai. Berkas Perkara
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PROSEDUR :

LN

© @~

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Panitera pemberitahuan Putusan BHT

Panitera Muda Perkara tenggang Waktu Pendaftaran Eksekusi

Petugas Meja | menerima permohonan pendaftaran eksekusi

Panitera Muda Perkara dan Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan eksekusi
Petugas Meja |, Panitera Muda Perkara, Panitera membuat draf resume atas perkara yang
dimohonkan eksekusi

Panitera menandatangani resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi, mengajukan resume
atas perkara yang dimohonkan eksekusi ke Ketua

Ketua/Wakil Ketua menerima hasil pertimbangan atas resume permohonan eksekusi

Ketua/Wakil Ketua mengeluarkan surat penetapan eksekusi/ surat keterangan eksekusi

Jurusita Pengganti mengirimkan dan mengarsipkan surat panggilan kepada para pihak (panggilan
sesuai dengan hukum acara dilakukan tidak boleh lebih dari 6 hari kerja

Panitera dan Ketua/Wakil Ketua mendengarkan keterangan para pihak (Apabila tidak hadir diberi
kesempatan 1 (satu) kali lagi panggilan(panggilan sesuai dengan hukum acara dilakukan tidak
boleh lebih dari 6 hari kerja)

Ketua/Wakil Ketua memberikan tenggang Waktu Pelaksanaan Putusan Oleh Tergugat

Panitera putusan tidak dilaksanakan

Panitera memberikan kompensasi

Ketua/Wakil Ketua proses Kompensasi (Apabila dalam panggilan ini salah satu atau para pihak
tidak hadir, maka diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi pemanggilan, yaitu 7 hari ke depan.
Ketua/Wakil Ketua penetapan apabila tidak ada kesepakatan para pihak

Ketua/Wakil Ketua permohonan penetapan kembali ke MA
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas| Panmud : Ketua/ | Juru Sita Persyaratan/
Mejagl Perkara Panitera wakil [Pengganti Perlengkapan Waktu Output
ketua
1. | Pemberitahuan Maks. 7 hari Diterimanya
Putusan BHT Setelah ada |permohonan
putusan BHT, | eksekusi
Panitera memberi
tahu kepada
Ketua, dan atas
perintah ketua
Salinan putusan
tersebut dengan
surat tercatat
dikirim kepada
para pihak paling
lambat 7 han
setelah  putusan
BHT
2. | Tenggang Waktu 90 hari Terdatanya
Pendaftaran 90 hari  kerja | kelengkapan
Eksekusi JF dalam hal amar | permohonan
putusan terkait
Pasal 99 ayat (9)
1‘ I huruf b dan ¢,
pihak  Tergugat
tidakmelaksanaka
n isi putusan tsb,
pihak Penggugat
dapat
mengajukan
3. | Menerima - Permohonan 1 Hari Terdatanya
permohonan eksekusi kelengkapan
pendaftaran y - KTP biaya proses
eksekusi - Pemohon permohonan
C‘J Kuasa eksekusi
- Berkas
perkara yang
dimohonkan
4. |Memeriksa - Permohonan 1 Hari Tersedianya
kelengkapan eksekusi kelengkapan
berkas - KTP biaya proses
permohonan - Pemohon perkara
eksekusi Kuasa
- Berkas
perkara yang
dimohonkan
5. [Membuat draf - ATK 1 Hari Tercatatnya
resume atas transaksi
perkara yang keuangan
dimohonkan Eq L dalam jurnal
eksekusi
6. |Menandatangani - Resume 1 Hari Perkara siap
resume atas untuk
perkara didaftarkan
yang dimohonkan
eksekusi v
Mengajukan
resume atas
perkara yang
dimohonkan
eksekusi ke 4
7. |Menerima hasil Pertimbangan 1 Hari Tersedianya
pertimbangan Resume pertimbangan
atas resume v atas resume
permohonan permohonan
eksekusi I l eksekusi _J
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Mengeluarkan Surat 1Jam 30 Menit | Surat

surat penetapan Penetapan penetapan
eksekusi / surat eksekusi /
keterangan surat
eksekusi keterangan

ekeakiicj

Mengirimkan dan Surat Terkirimnya
mengarsipkan Panggilan Para Surat

surat panggilan Pihak panggilan
kepada para para pihak

pihak (panggilan
sesuai

dengan  hukum
acara dilakukan
tidak boleh lebih

(tujuh belas)
hari kerja dan
wajib
melaporkan

.| Putusan tidak

dilaksanakan

. | Mendengarkan - Berkas Berita Acara
keterangan para Perkara
pihak  (Apabila -ATK
tidak hadir diberi
kesempatan 1
(satu) kali I[agi
panggilan
(panggilan sesuai
dengan  hukum
acara dilakukan
tidak boleh lebih
dari 6 hari kerja)

.| Tenggang Waktu 14 Hari
Pelaksanaan Ketua
Putusan Oleh Pengadilan
Tergugat setelah

mendengarkan
keterangan
para pihak,
memberi
kesempatan
kepada
Tergugat paling
lambat 17

Setelah 7 (tujuh)
hari kerja tidak
dilaksanakan isi
putusan, Ketua

menerbitkan
Penetapan bahwa
eksekusi tidak
dapat

dilaksanakan (non
executeable), dan
memberitahukan

Lanarda nara nijkbal
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. | Kompensasi

1 Hari
Setelah 30 hari
menerima  surat
pemberitahuan
non eksekutabel,
pemchon  dapat
mengajukan
permohonan
kepada Ketua
Pengadilan agar

salah satu atau
para pihak tidak
hadir, maka
diberi
kesempatan 1
(satu) kali Iagi
pemangagilan,
vaitu 7 hari ke
depan.

kesepakatan para
pihak  mengenai
jumlah uang atau
kompensasi lain
yang harus
dibebankan
kepada Termohon,
kalau disepakati
maka hari itu juga
ketua
mengeluarkan
penetapan,
apabila tidak ada
kesepakatan maka
Ketua akan
mengambil sikap
dalam waktu 7 hari

1 ol

terhadap
termohon
eksekusi
dibebankan
kewajiban
membayar
. | Proses 1 Hari Penetapan
Kompensasi Ketua
g:ﬂ:giilizn dalairrrl} mengupayakan

. | Penetapan
apabila tidak ada
kesepakatan para
pihak

1 Hari Penetapan

Ketua membuat
penetapan disertai
pertimbangan

yang cukup
menentukan
jumlah uang atau
.| Permohonan 1 Hari Penetapan
penetapan Penetapan
kembali ke MA tersebut dapat
diajukan oleh
Pemohon
eksekusi atau
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Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

= PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
e j Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
%'*.N' g Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Emall : ptunjogla@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/028/PRK/2016
Tanggal Pembuatan | 01 Juli 2016

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER GUGATAN/BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

[¥5)

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor;
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor:
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKVII2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
48/DjMT/KEP/NVII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara.

S1-Hukum
D-lI

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.
2.

3.

4,

5.

SOP Penerimaan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali

SOP Pendaftaran Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali

SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori
Kasasi Perkara Banding/ Kasasi/ Peninjauan
Kembali

SOP Pencabutan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali

SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Berkas perkara

2. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,
Printer

3. Buku Register

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini

tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara
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PROSEDUR :

—

Petugas Meja | menerima berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding/kasasi/PK
2. Petugas Meja Il mendaftar berkas perkara sesuai item yang tersedia dalam kolom buku register
gugatan/banding/kasasi/PK

3. Panitera Muda Perkara memeriksa pengisian administrasi berkas perkara yang telah didaftar
dalam buku register gugatan/banding/kasasi/PK

4. Petugas Meja Il menutup register gugatan/banding/kasasi/PK pada akhir tahun
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- Menutup register gugatan/banding/kasasi/PK pada akhir tahun

Pelaksana Mutu Baku
Panitera
No. Aktivitas Petugas | Petugas| Muda Persyaratan /
Meja | Meja Il | Perkara Perlengkapan Wakty Output
1. Menerima berkas perkara - Berkas Terdatanya
yang dimohonkan upaya ( } perkara penyelesaian
hukum banding/kasasi/PK perkara
2, Mendaftar berkas perkara - Berkas Tercatatnya
sesuai item yang tersedia perkara informasi perkara
dalam kolom buku I - Buku register dalam buku
register register induk
gugatan/banding/kasasi/P perkara
K
3. Memeriksa pengisian P> - Buku register Sesuainya data
administrasi berkas - Berkas 1 Hari | dalam buku
perkara yang telah perkara register dan
didaftar dalam buku berkas perkara
register
gugatan/banding/kasasi/P
K
4, Menutup register - Buku register Terdatanya
gugatan/banding/kasasi/P - ATK informasi jumlah
K pada akhir tahun Q*‘— perkara yang
ditangani oleh
kepaniteraan
perkara
Catatan:
- Pengisian administrasi berkas perkara yang telah didaftar dalam buku register
gugatan/banding/kasasi/PK
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA .
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile ; 0274 - 581675 Tanggal Berlaku
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Emall ; ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomeor SOP

SOP/029/PRK/2016

01 Juli 2016

29 Mei 2024

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA KEPANITERAAN PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

L

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/026/SK!/11/2012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republk Indonesia Nomor
131/KMA/SKVI112023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/NI1/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

S1-Hukum

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

T

2
3. 8

4.
5. SO

SOP Penerimaan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali
SOP Pendaftaran Perkara Banding/ Kasasi/

Peninjauan Kembali )

OP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali ) .
SOP Pencabutan Perkara Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali )

P Pengiriman Berkas Perkara Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

Berkas perkara

N =

Printer
Box file
Almari Berkas perkara

Hw

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop,

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

Arsip Perkara Aktif dan Inaktif Kepaniteraan

Perkara
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PROSEDUR :

SN LN

o0

Petugas Meja Il menerima berkas perkara yang diminutasi

Petugas Meja Il melekatkan dokumen perkara yang termasuk dalam Bundel A dan Bundel B
Petugas Meja Ill membuat sampul dan menempelkan pada box file berkas perkara

Petugas Meja Ill menyusun box file menurut klasifikasi dan jenis perkar

Petugas Meja Ill menata berkas perkara dalam box file menurut indeks dan Klasifikasi

Petugas Meja Il membuat Daftar Isi Rak (DIR) dan Daftar Isi Lemari (DIL)

Panitera Muda Perkara memeriksa penataan berkas perkara dalam lemari berkas sesuai
Daftar Isi Rak (DIR) dan Daftar Isi Lemari (DIL)

Petugas Meja Ill mencatat daftar penyusunan berkas perkara
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Pelaksana Mutu Baku
- Panitera
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Meja llI Pt‘rl-ll(i?'a Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima berkas perkara - Berkas Diterima berkas

yang diminutasi perkara perkara yang telah
siap diarsipkan

2. Melekatkan dokumen . - Berkas Berkas perkara aktif
perkara yang termasuk | perkara
dalam Bundel A dan Bundel - Form
B Minutasi

- ATK

3. | Membuat sampul dan - Berkas Tersedianya tempat
menempelkan pada box file | ' perkara penyimpanan berkas
berkas perkara - Box file perkara menurut

indeks

4. Menyusun box file menurut y - Almari Berkas .| Tersusunya box file

klasifikasi dan jenis perkara perkara 1Hari | pada almari berkas
T - Box file perkara

5. | Menata berkas perkara Y - Berkas Tertatanya arsip
dalam box file menurut perkara berkas perkara
indeks dan klasifikasi - Almari Berkas dalam tiap box file

l perkara
- Box file

6. Membuat Daftar Isi Rak - Arsip berkas Tercatatnya
(DIR) dan Daftar Isi Lemari perkara informasi almari arsip
(DIL) - Box file perkara

g Memeriksa penataan - Box file Penataan berkas
berkas perkara dalam / - Daftar Isi Rak perkara sesuai
lemari berkas sesuai Daftar =\> (DIR) Daftar Isi Rak (DIR)
Isi Rak (DIR) dan Daftar Isi - Daftar Isi dan Daftar Isi Lemari
Lemari (DIL) Lemari (DIL) (DIL)

8. Mencatat daftar - Berkas Tercatatnya daftar
penyusunan berkas perkara perkara berkas perkara yang

O

telah disusun dalam
almari berkas

Catatan:
Menerima berkas perkara yang diminutasi dan telah berkekuatan h

Dikelompokkannya berkas perkara yang aktif dan inaktif

ukum tetap (BHT)
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Nomeor SOP

SOP/030/PRK/2015

01 Juli 2015

: - | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
fg S ,-'" Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
e Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN KIP

[ DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1

10.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Mahkamah Agung RI

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik Indonesia Nomor -
131/KMA/SK/VINI/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan  Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang
Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

1. D-l
2. S1-Hukum
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN -
1.

1. SOP Pendaftaran permohonanKip Formulir Check List
2. SOP Pemeriksaan permohonanKIP ATK _

3. SOP Penanganan Register permohonanKIpP 3. BukuTanda terima
4. SOP Penanganan Buku Register Induk 4. Laptop / komputer
Perkara 5. Jaringan Internet

5. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan

wN

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas Pencatatan Permohonan Gugatan KIP.
peradilan tidak akan tercapai.

PROSEDUR :

1. Petugas Meja | menerima berkas perkara

2. Panitera Muda Perkara memeriksa kelengkapan berkas perkara

3. Panitera Muda Perkara dan Panitera menaksir panjar biaya perkara

4. Kasir membuat SKUM panjar biaya perkara

5. Kasir menerima bukti penyetoran biaya perkara yang telah disetor ke Bank

6. Kasir mencatat dan memberi nomor perkara dalam jurnal keuangan perkara dan SIPP

7. Petugas Meja | menginput data para pihak di SIPP

8. Petugas Meja Il mencatat gugatan dalam Buku Register Induk Perkara

9. Petugas Meja | membuat surat untuk Komisi Informasi dan Termohon Keberatan

10. Panitera menandatangani surat untuk Komisi Informasi dan Termohon Keberatan

11. Petugas Meja | melakukan pengiriman surat untuk Komisi Informasi dan Termohon Keberatan

12. Petugas Meja | menyerahkan berkas perkara lengkap atau setelah tenggang waktu 30 hari kerja
untuk Penetapan Majelis Hakim

13. Panitera menetapkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti

14. Petugas Meja | menyerahkan berkas perkara untuk pemeriksaan
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Pelaksana Mutu Baku ]
. Ketua
. Panitera

No Aktivitas  |Petugas . |Petugas| [ Persyaratan/

Meja | / p“g;daara Kasir | veja Il | wakil Perlengkapan |/Vaktu|  Output
Ketua

1 Menerima - Berkas Diterimanya
berkas A ) perkara berkas
perkara erkara

2 | Memeriksa 1. Berkas
kelengkapan perkara Diketahuiny
berkas a
perkara kelengkapan

berkas
erkara

3 Menaksir - Berkas Ditetapkan
panjar biaya | I perkara nya panjar
perkara - Peta Wilayah biaya

Hukum perkara

4 | Membuat - Blangko Tersediany
SKUM panjar SKUM |a
biaya perkara l_—_]’ - Nomor Thari | ongantar

rekening pembayara
PTUN n ke bank
Yogyakarta_

5 Menerima v - Bukti setor Terselesaik
bukti - SKUM annya
penyetoran | | - Berkas proses
biaya perkara perkara pembayara
yang telah n biaya
disetor ke perkara
Bank

6 | Mencatat dan - Bukti setor Tercatatnya
memberi il - SKUM dalam buku
nomor - Berkas perkarz jurnal
perkara | ' - Buku jurnal Keuangan
dalam jurnal keuangan perkara dan
keuangan - SIPP SIPP
perkara dan
SIPP

7 | Menginput - Berkas Perkar: Tercatatnya
data para - SIPP data para
pihak di SIPP I "' pihak di SIPP

8 Mencatat - Buku Register Tercatatnya
gugatan Induk Perkara perkara
dalam Buku - Berkas dalam Buku
Register perkara Register
Induk Induk
Perkara Perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Pi:ite Katiiar Persyarata
No Aktivitas Petugas | a Mudd Juru Sita Petugas i . n/
Mejal | Perkar[Pengganti Meja Il }Z?ﬁg Panitera Perlengkapa Waktu Output
a n
9 Membuat - Berkas Tersediany
surat untuk N b 1' ] Perkara a surat
Komisi - Buku untuk
Informasi dan Regsiter Komisi
Termohon Induk Informasi
Keberatan Perkara dan
Termohon
Keberatan
10 | Menandata- - Berkas Tertandata-
ngani surat Perkara nganinya
untuk - Buku 1 hari | Surat untuk
Komisi I ’ Register Komisi
Informasi Induk Informasi
dan Perkara dan
Termohon Termohon
Keberatan Keberatan
11 | Pengiriman - Surat untuk Terkirimnya
surat untuk |:‘<L Komisi surat untuk
Komisi Informasi Komisi
Informasi dan Informasi
dan Termohon dan
Termohon Keberatan Termohon
Keberatan Keberatan
12 | Menyerahkan - Berkas Ditetapkan-
berkas perkara nya Majelis
perkara - SIPP Hakim
lengkap atau A4
setelah
tenggang :IL T 1 hari
waktu 30 hari
kerja untuk
Penetapan
Majelis
Hakim
13 | Penetapan - Berkas Ditetapkan-
Panitera \ 4 perkara nya Panitera
Pengganti dan , ' - Penetapan Pengganti
Juru Sita Majelis dan Juru Sita
Pengganti é"lglgm Pengganti
14 | Menyerahkan - Berkas Diserahkan-
berkas perkara nya berkas
perkara untuk < - Buku perkara
pemeriksaan ekspedisi kepada
Majelis
| Hakim
Catatan:

Memeriksa gugatan dan kelengkapan berkassurat untuk Ko

salinan resmi putusan komisi informasi dan data / surat — surat

termohon untuk menjawab keberatan pemohon

misi Informasi untuk mengirim
pendukung lainnya dan kepada
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Website : www.ptun-yoqgya karta.go.id,

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 68 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/031/PRK/2017

Tanggal Pembuatan | 10 April 2017
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik
2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMAJ026/SKI/I12012
Tentang Standar Pelayanan Peradilan

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
2-144/KMA/SKIVIINI2022 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.

5. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:

1. §1-Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP pengelolaan Publikasi Informasi Perkara

1. Komputer/ Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan
baik.

Dokumentasi Kegiatan

PROSEDUR :

1. Petugas Meja lll menerima data putusan/penetapan yang akan dipublikasikan dari panitera

sidang

2. Petugas Meja lll menginput data putusan/penetapan yang akan dipublikasikan ke Direktori

Putusan Mahkamah Agung
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Menginput data putusan/p

Agung

Pelaksana Mutu Buku
No Aktivitas . Persyaratanj
Meja lll Kelengkapan Waktu Output

Menerima data

1 putusan/penetapan  yang ) ;’:tusanfpenetap Tersedianya data
akan dipublikasikan dari putusan/penetapan
panitera sidang 1
Menginput data _
putusan/penetapan  yang 4 it " : HARI Te{pubh?amk?nnya g_ata

2 akan  dipublikasikan = ke = ~USERpeneiapa puiusan/penetapan di
Direktori Bufusan n Direktori Putusan
Mahkamah Agung Mahkamah Agung

Catatan:

enetapan yang akan dipublikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah
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e
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HeinonSoR SORPRI01A
s, | DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER -
ok DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2018
@} ~ | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA == )
.0 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
L e Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 ~520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Emall : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN SENGKETA PEMILU J
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang | 1. Strata Satu
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata
Usaha Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku || Pedoman
Pelaksanaan  Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SK/VI11/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 48/DjMT/KEP/VII2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang
Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
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KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
I. SOP  Pendaftaran  Gugatan  Sengketa % i?—ﬂnu”r Check List
Pemilihan Umum 3. Buku Tanda terima
2. SOP  Pemeriksaan Gugatan  Sengketa 4. Laptop / komputer
Pemilihan Umum 5. Jaringan Internet
3. SOP Penanganan Register Gugatan Sengketa
Pemilihan Umum
4. SOP Penanganan Buku Register  Induk
Perkara
SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN -
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas Pencatatan Permohonan Gugatan Sengket
L@radilan tidak akan tercapai Pemilihan Umum
PROSEDUR :
1. Petugas Meja | menerima berkas perkara gugatan
2. Panitera Muda Perkara memeriksa gugatan dan kelengkapan berkas
3. Panitera Muda Perkara dan Panitera menaksir Panjar biaya perkara gugatan
4. Kasir membuat SKUM Panjar biaya perkara gugatan
5. Kasir menerima bukti penyetoran biaya perkara gugatan yang telah disetor ke Bank
6.

© @~

10.

11.

12.

Kasir mencatat dan memberi nomor perkara gugatan dalam jurnal keuangan perkara gugatan,
serta meng-input pada SIPP

Petugas Meja | menginput data Para Pihak pada SIPP
Petugas Meja Il mencatat gugatan dalam Buku Register Induk Perkara

Petugas Meja | menyerahkan berkas gugatan kepada Ketua/Wakil Ketua (Gugatan + Keputusan
Objek Sengketa + Putusan Bawaslu/ Panwaslu)

Ketua/Wakil Ketua dan Panitera menyerahkan berkas gugatan kepada Panitera yang sudah di
tetapkan majelis hakim

Petugas Meja Il mencatat penetapan dan Penunjukan dalam Buku Register Perkara Induk
Gugatan

Petugas Meja | menyerahkan berkas perkara untuk pemeriksaan persiapan/ persidangan
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Pelaksana Mutu Baku
Petuga Ketu
No Aktivitas sMejal | Panitera Kasi Petuga &l i | Paniter | Persyaratan/ | Wa
Muda s Meja | Wakil k Output
ek r I Ketu a Perlengkapan ktu
a
Menerima berkas - Berkas Diteriman
perkara ya berkas
1 perkara gugatan D Gugatan perkara
gugatan
Diketahui
; nya
Memeriksa - Berkas kondisi
> gugatan dan Gugatan gugatan
kelengkapan perkara dan
berkas kelengka
pan
berkas
- Berkas Ditetapk
Menaksir O gugatan annya
3 panjar biaya - 8K Ketua panjar
perkara gugatan Tentang Biayg biaya
Perkara perkara
- NomorReke Tersedian
Membuat SKUM ning PTUN V:n —
4 | panjar biaya Yogyakarta g iy e
perkara gugatan | - Blangko an ko
SKUM Bank
gﬂuir:ie:g:;etoran ¥ ¥ Bukiisgtor 2 Teetesalk
a
5 biaya perkara :] } S::kka & 1 nya proses
gugatan yang Perkars H pembgyara
telah disetor ke n panjar
Bank A | perkara
? Tercatatn
Mencatat dan : ya dalam
memberi nomor v i g:ﬁ:: setor buku
perkara gugatan ) s jurnal
6 dalam jurnal I l ﬁ:ﬁ:gu;nnal keuangan
keuangan ) Berkasg dan
perkara gugatan, erkara terinput
serta meng-input P dalam
pada SIPP SIPP
| Tercatatn
Menginput data l ___|| - Bigras :grgata
7 glaprg Pihak pada perkara pihak
pada
SIPP
Tercatatn
L] ya
Mencatat gugatan - Buku Registe perkara
dalam Buku Induk Perkara dalam
8 | Register Induk - Berkas Buku
Perkara y perkara Register
Gugatan Induk
Perkara
=
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Pelaksana Mutu Baku
; Ketua
No Aktivitas Petugas anm:’era Petugas / Persyaratan/ Wakiu Output
Mejal |, er‘l‘(afa Meja Il | Wakil Perlengkapan P
Ketua
Menyerahkan
berkas gugatan l?
kepada
Ketua/Wakil I __Jl Ditetapkann
Ketua - Berkas ya Majelis
9 | (Gugatan + perkara Hakim oleh
Keputusan Objek Ketua/
Sengketa + Wakil Ketua
Putusan
Bawaslu/
Panwaslu)
Diterimanya
Menyerahkan o gﬁ;ka?:n
berkas gugatan yang sudah
kepada Panitera - Berkas lengkap
10 | Yang sudah ‘.j' . perkara termasuk
tetapkan majelis —H penetapan
hakim majelis
hakim serta
penetapan
PP dan JSP
Tercatatnya
Mencatat I« gzgetapan
penetapan ) "
dan Penunjukan Berkas Penunjukan
11 d perkara dalam Buku
alam Buku Regisiar
Register Perkara Pergf(ara
Induk Gugatan Induk
Gugatan
Menyerahkan Diserahkan
berkas perkara _ nya berkas
12 untuk [ I B:rr::; perkara
pemeriksaan P Kepada
persiapan/ Majelis
L persidangan Hakim |
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

—
Nomor SOP

SOP/033/PRK/2023

Tanggal Pembuatan

15 April 2023

29 Mei 2024

O
" M,“-‘,C_’

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : ptun]ogja@mahkamahagung.go.ld

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 —520502 Faximile : 0274 - 581675

Tanggal Revisi

Tanggal Berlaku

Disahkan Oleh

10 Juni 2024

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA KEPADA PENCARI
KEADILAN SECARA OTOMATIS (ANGKRINGAN)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permberlakuan
Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

3. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKNVI11/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pem erintahan;

6. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/V/I1/2012 tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

7. _SK Panjar Biaya Perkara

1. 81 -Hukum

Ketua PTUN Yogyakarta

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Hukum 1. Berkas Perkara
2. SOP Permohonan Surat Keterangan Bebas 2. Token CMS
Perkara 3. Alat Tulis Kantor
4. Box File
5. Tanda Bukti PSP
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP inj tidak dilaksanakan, maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

Arsip Perkara Aktif
Perkara

dan Inaktif Kepaniteraan

|
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PROSEDUR :

1.
2.
3.

o

Penggugat memberikan no rekening untuk pengembalian sisa panjar melalui transfer

Setelah pembacaan putusan, kasir menghitung sisa panjar perkara

Kasir mengembalikan sisa panjar perkara melalui nomor rekening yang telah diberikan
penggugat

Sisa Panjar Perkara masuk ke nomor rekening Penggugat atau Kuasanya

Kasir mengirim tanda bukti transfer dan memasukkan dalam berkas keuangan perkara serta
mencatat dalam buku register keuangan perkara
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Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Penggugat Kasir Kelenr?kapa Waktu Output
Penggugat Nomor Nomor
memberikan no rekening Rekening
rekening untuk a;is ”3"‘:}
pengembalian sisa | ! gtaugg 9
panjar melalui
transfer
30 menit
Setelah Surat Penghitunga
pembacaan A kuasa N sisa panjar
putusan, kasir biaya
. . perkara
menghitung sisa
panjar perkara
Kasir l - CMS Bukti
mengembalikan 2 I Transfer
sisa panjar perkara
melalui nomor
rekening yang
telah diberikan
penggugat
Sisa Panjar - CMS Bukti transfer
Perkara masuk ke . - ATK
nomor rekening
Penggugat atau 30 menit
Kuasanya
Kasir mengirim - ATK Tercatat
tanda bukti transfer - Register dalam Buku
dan memasukkan v Keuangan Register
dalam berka Perakra Keuangan
Sam-berkas Perkara

keuangan perkara
serta mencatat
dalam buku
register keuangan
perkara
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Nomor SOP SOP/034/PRK/2023

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198

Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id,

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku

27 Juli 2023

29 Mei 2024

10 Juni 2024

Email : ptunjogja@mahknmahagung.go.ld

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN ATK PERKARA

DASAR HUKUM:

N

1. Undang-Undang

Tahun 1986
Negara;
Peraturan Mahka

Pemberlakuan B

Republik Indones

Lingkungan Ma

Tahun 2012
Standar

di Bawahnya
Peraturan

Nomor

Buku
Peradilan Tata Us
. Surat Keputusan

Perkara dan Peng

Perubahan Kedua atas
tentang Peradilan Tata Usaha

Tugas dan Administrasi
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

tentang Pedoman

Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahka

Operasional
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada

Menteri
Negara dan Reformasi
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Administrasi Pemerintahan:

Pedoman

W3-TUN3/982/Hk.

Nomor: 51 Tahun 2009 tentang
Undang-Undang Nomor : 5

SMA
D-llI
S1-Hukum

mah Agung RI Nomor 3 Tahun

2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI
dan Proses Badan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor :

Peradilan di bawahnya;

KMA/032/SK/IV/2006 tentang
uku Il Pedoman Pelaksanaan
Pengadilan;

ia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2023
Tata Naskah Dinas d
hkamah Agung dan Badan

mah Agung Nomor 002
Tentang Pedoman Penyusunan
Prosedur di Lingkungan

Pendayagunaan Aparatur
Birokrasi Republik lndonesia

Administrasi  Kepaniteraan
aha Negara Tahun 2019
Ketua PTUN Yogyakarta No.
06/7/2023 tentang Panjar Biaya
elolaannya

KUALIFIKASI PELAKSANA:

KETERKAITAN:

Perkara
SOP Pengelolaa

2

1. SOP Penerimaan Perkara dan Panjar Biaya 1.

n Keuangan Perkara

PERALATANIPERLENGKAPAN:
Berkas Perkara

2. Alat Tulis Kantor (ATK),
Komputer/Laptop, Printer

‘\JN
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PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka temuan tidak Pengelolaan ATK Perkara
{ akan berakhir

PROSEDUR :

8

2.

3.

Panitera menandatangani Rencana Kegiatan Biaya Proses yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Komitmen

Kasir mengeluarkan biaya ATK Perkara dari buku jurnal dan buku induk keuangan perkara
yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran biaya pendaftaran

Bendahara menerima Pengeluaran Biaya ATK perkara dari kasir, selanjutnya dicatat dalam
buku bantu keuangan ATK perkara sebagai penerimaan

Petugas ATK melaksanakan belanja Kebutuhan ATK sesuai perencanaan

Petugas ATK mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK perkara dalam buku persediaan
barang

Petugas ATK melakukan pendistribusian ATK Perkara dan menyimpan bukti-bukti
pengambilan ATK Perkara
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Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Pi#_gKas Kasir Bendahara| Panitera ",:ee ﬁr:ﬁZLa;;:n Waktu Qutput

1. | Menandatangani Rencana Rencana
Kegiatan Biaya Proses il Keaiatan
yang dibuat oleh Pejabat { ) 5 Menit BiayagProses
Pembuat Komitmen

2. | Mengeluarkan biaya ATK . Bukti
Perkara dari buku jurnal Penyerahan
dan buku induk keuangan 10 ATK dari Kair
perkara yang dilakukan Menit kepada
bersamaan dengan Bendahara
pengeluaran biaya
pendaftaran

3. |[Menerima Pengeluaran v Buku Bantu
Biaya ATK perkara dari 10 [Keuangan ATK
kasir, selanjutnya dicatat Menit Perkara
dalam buku bantu
keuangan ATK perkara
sebagai penerimaan

4. | Melaksanakan Kuitansi dan
belanja Kebutuhan faktur
ATK sesuai 2 Jam Belanja
perencanaan

5. | Mencatat penerimaan dan v Kuitansi dan :

pengeluaran ATK perkara faktur Belanja|10 menit
dalam buku persediaan
barang

6. | Melakukan pendistribusian Formulir
ATK Perkara dan .| Permintaan
menyimpan bukti-bukti A4 30 Menit * ATk gan
pengambilan ATK Perkara ‘ ' tanda Terima

Barang
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Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Email : ptunjogja@mah kamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/035/PRK/2023
Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2023

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SETEMPAT

DASAR HUKUM :

| KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKVI1/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan  Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat

7.

1. Hakim S1& S2 Hukum S1—-Hukum

2. Mengerti dan mahir computer

3. Memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan persidangan

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan 1. Komputer / Laptop

2. SOP Panitera Pengganti 2. Jaringan internet

3. 8OP Jurusita Pengganti

4. Aplikasi SIPP

5. Aplikasi ATR

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka | Dokumen Berkas Perkara
pemeriksaan terhadap objek sengketa akan

terkendala, yang berakibat pada keabsahan

prosesi persidangan/putusan
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PROSEDUR :

1=

o

10.

11.

12,
13.

Hakim/Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum
(dapat dilakukan di ruang sidang), memerintahkan Panitera Pengganti mempersiapkan
berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan dengan objek sengketa, lalu melanjutkan
pemeriksaan di lokasi objek sengketa

Panitera/Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang
berhubungan dengan objek sengketa

Hakim/Majelis Hakim melakukan perjalanan menuju lokasi objek sengketa dibantu oleh
Panitera/PP

Hakim/Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama
tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek
sengketa

Hakim/Majelis Hakim bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa
kepada aparat desa/kelurahan dan ketentuan hukum terkait tanah objek sengketa
Aparat terkait memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan
yang dimiliki

Hakim/Majelis Hakim menerima penjelasan terkait objek sengketa

Hakim/Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/panitera pangganti untuk
mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan sidang pemeriksaan setempat termasuk
semua data-data terkait Objek Sengketa

Hakim/Majelis Hakim mencatat segala hal berkaitan dengan sidang pemeriksaan
setempat di lokasi

Hakim/Majelis Hakim memberikan penjelasan singkat kepada para pihak mengenai
pemeriksaan berkenan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan
menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya

Hakim/Majelis Hakim mengumumkan tahapan sidang selanjutnya, dan menyatakan
sidang selesai dan ditutup

Hakim/Majelis Hakim meninggalkan lokasi Objek Sengketa kembali menuju kantor
Panitera/Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang menggunakan aplikasai
SIPP
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Pelaksana Mutu Baku
No Agenda / Kegiatan Hakim/ Faniter/ pt
Majelis Panitera Terkait Perlengkapan Waktu Output
Rakify Peng_gant (Desa/
i Kelurahan)

1. | Membuka sidang dan - Berkas 5 menit Pembukaan
menyatakan  sidang Perkara Sidang
terbuka untuk umum - Ruang
(dapat dilakukan di Persidangan
ruang sidang), - Palu Sidang
memerintahkan Q__

Panitera Pengganti
mempersiapkan
berkas perkara, bukti-
bukti yang
berhubungan dengan
objek sengketa, lalu
melanjutkan
pemeriksaan di lokasi
objek sengketa

2; Mempersiapkan Berkas 10 menit Persiapan
berkas perkara, bukti- Perkara Verifikasi
bukti yang - Alat bukti Objek
berhubungan dengan objek Sengketa
objek sengketa sengketa

3. | Melakukan perjalanan - Berkas 30 Menit Persiapan
menuju lokasi objek v Perkara Verifikasi
sengketa dibantu oleh - Alat Bukti Objek
Panitera/PP Objek Sengketa

Sengketa
- _Kendaraan

4. | Melakukan Berkas Perkara
pemeriksaan setempat v Alat Bukti
atas objek perkara, Objek Sengketa 2 s/d 3 jam
terutama tentang Kendaraan (tergantun | Verifikasi data
letak, luas dan batas g lokasi Objek
tanah untuk Objek Sengketa
mendapatkan Sengketa)
kejelasan  mengenai
objek sengketa

5. | Bila diperiukan, - Berkas
meminta  penjelasan Y Perkara
terkait objek sengketa - Alat Bukti ;
kepada aparat objek 15 Menit gz?éelasan
desal/kelurahan  dan sengketa
ketentuan hukum Data yang
terkait tanah objek telah
sengketa h 4 diverifikasi

6. | Memberikan
penjelasan mengenai - Datayang ;
objek sengketa sesuai lelahy 20:90 Penjelasan
kewenangan yang A diverifikasi PShi} Gata
dimiliki

7. | Menerima penjelasan - Berkas ;
terkait objek sengketa Perkara 15 Menit gggelasan

il Putusan

8. | Memerintahkan ) - Berkas
kepada Perkara
Panitera/panitera - Datayang Data Lengkap
pangganti untuk telah 10 Menit | Objek
mencatat segala hal L diverifikasi Sengketa
ihwal berkaitan
dengan sidang
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pemeriksaan setempat
termasuk semua data-
data terkait Objek
Sengketa

Mencatat segala hal
berkaitan dengan
sidang  pemeriksaan
setempat di lokasi

- Berkas
perkara,

- datayang
telah
diverifikasi

20 Menit

Data Lengkap
Objek
Sengketa

10.

Memberikan

penjelasan singkat
kepada para pihak
mengenai

pemeriksaan berkenan
dengan objek yang
disengketakan, yang
selanjutnya akan
menjadi bahan
pertimbangan majelis
hakim dalam
putusannya

Berkas Perkara,
data yang telah
diverifikasi dan
penjelasan

15 Menit

Penjelasan

11.

Mengumumkan
tahapan sidang
selanjutnya, dan
menyatakan  sidang
selesai dan ditutup

Palu sidang,
berkas perkara
hasil
pemeriksaan
setempat

2 Menit

Penutupan
Sidang

12.

Meninggalkan lokasi
Objek Sengketa
kembali menuju kantor

1-3 jam
(tergantun
g Objek
Sengketa)

13.

Membuat Berita Acara
Sidang menggunakan
aplikasai SIPP

30 Menit

Berita Acara
Sidang
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( MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nemers3aR SQRIG/PRRZ023
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER :
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanagal Pembuatan| 27.uli2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — _
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
GUGATAN PERLAWANAN B
T :
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : —‘

1. Undang-Undang Nomor 3 TAhun 2009 tentang | 1. S1-Hukum
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentnag Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,

3. Keputusan KMA RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

4. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SK/VIIf2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Gugatan 1. Alat Tulis Kantor (ATK), PC / Laptop, Printer:

2. SOP Penanganan Register Perkara Gugatan
3. SOP Penanganan Register Gugatan

Buku Bantu Gugatan Perkara;

Berkas Perkara Gugatan:

Buku Register Perkara Induk Gugatan;
Blangko SKUM:

Nomor Rekening Pengadilan;

Bukti Penyetoran Biaya Perkara;

Buku Jurnal  Keuangan Perkara Tingkat
Pertama;

Penetapan Penunjukan MAjelis Hakim/PP;

© ONOOAWN
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10. Buku Ekspedisi.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas tidak
akan tercapai.

Berkas Perkara Gugatan

PROSEDUR :

1. Petugas Meja | menerima berkas perkara gugatan perlawanan yang telah lengkap dan terdaftar di

SIPP/E-Court

Panitera meneliti kelengkapan berkas perlawanan
Ketua/Wakil Ketua menunjuk Majelis Hakim
Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jursita

DA WN

menyerahkannya kepada Majelis Hakim
Majelis Hakim menerima berkas Perlawanan

o

Panmud Perkara memeriksa kelengkapan berkas perlawanan

Pengganti

Petugas Meja Il mencatat berkas perlawanan dalam buku register

induk perkara dan
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Pelaksana Mutu Baku
i Ketua/ g
No Aktivitas Petugas| Panmud | Petugas ; 5 Majelis | Persyaratan/
Meja | | Perkara | Meja Il }\g?:: Panitera Hakim | Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima - Berkas Perkara Diterimanya
berkas perkara Gugatan Berkas
gugatan D“ - Surat Kuasa Perkara yang
perlawanan telah lengkap
yang telah
lengkap dan
terdaftar di
SIPP/E-Court
2 Memeriksa v - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Perkara
berkas - Checklist
perlawanan Kelengkapa
n Berkas
Perkara
3 Meneliti - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Perkara
berkas - Checklist
perlawanan Kelengkapa
n Berkas
Perkara
4 Menunjuk - Berkas Penetapan
Majelis Hakim Perkara Majelis
- SIPP 1Hari | Hakim
5 Menunjuk + Formulir Penetapan
Panitera Penetapan Panitera
Pengganti dan Penunjukan Pengganti
Jursita PP dan JSP dan Jurusita
Pengganti F SAmpul Pengganti
berkas
Perkara
- Berkas
Perkara
- SIPP
6 Mencatat - Buku Register Terdaftamya
berkas Induk Perkara perkara dalam
perlawanan - Berkas Buku Register
dalam buku Perkara Induk Gugatan
register induk Gugatan dan SIPP
perkara dan < - SIPP
menyerahkanny
a kepada
Majelis Hakim
7 Menerima - Berkas Berkas
berkas Perkara Perkara siap
Perlawanan disidangkan J
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yoqya karta.go.id,

Email : Ptunjogja@mahkamahagung.go.id

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

. | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Nomor SOP SOP/037/PRK/2024
Tanggal Pembuatan| 25 Mei 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

TETAP

(SECARA KONVENSIONAL)

PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 | 1. D-llI

tentang Pelayanan Publik 2. S1-Hukum

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo,
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor:
KMA/032/SK/1V/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku | Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang
Perubahan Surat Edaran Nomor: 02 Tahun
2010 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SK/VIIf2023  tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan;
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KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pendaftaran Gugatan

Formulir Check List

1. I.

2. SOP Pemeriksaan Gugatan 2. Surat Permohonan

3. SOP Pengisian Regisster Induk Perkara 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. SOP Pencatatan Surat Kuasa 4. Komputer / Laptop

5. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan 5. Buku Register Induk Perkara
Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Gugatan

PROSEDUR :

1.
2.
3.

4,
5.

Permohonan pengambilan salinan Putusan

Panitera Muda Perkara memeriksa kelengkapan permohonan pengambilan Putusan.
Panitera menyetujui permohonan, kemudian meneruskan kepada Kasir untuk merinci biaya

penggandaan Putusan

Kasir menaksir dan merinci biaya penggandaan Salinan Putusan
Panitera menandatangani pengambilan Salinan Putusan
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Pelaksana Mutu Baku
Mo Agenda / Kegiatan PTSP/ Kasir Panitera Panitera Persyaratan / Waktu Output
Meja 3 Muda Perkara Perlengkapan
Permohon
1. | Permohonan Checklist o sur:t
pengambilan salinan kuasa, KTP
( Jed ATK a,
Futhzan —‘ Komputer Para pihak
Memeriksa Permohona
2. | kelengkapan : n lengkap
permohonan Cfl"_;"k'mt
pengambilan i I I ‘::‘ oo
Putusan. ompute
1 hari
Panitera menyetujui
3. | permohonan, ATK
kemudian _ | I Komputer
meneruskan kepada Pers_«etujuan
Kasir untuk merinci Panitera
biaya penggandaan
Putusan
4, ATK
Kasir menaksir dan P Komputer
merinci biaya | | i Taksiran
penggandaan biaya
Salinan Putusan pengganda
an
: Tanda
5. | Panitera ATK tangan
menandatangani Komputer pada
pengambilan Salinan Salinan
Putusan R s o | ] Putusan
6. | Pihak membayar ATK
PNBP Komputer SKUM
7. | Pihak menerima v
salinan putusan
© Salinan
Putusan
=)
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

SOP/038/PRK/2024

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Tanggal Pembuatan | 25 Mej 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN DISABILITAS

[ DASAR HUKUM -

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang | 1. S1
Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang | 2. D3
Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Proses Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum;

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan iwa Untuk
Penegakan Hukum.

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/NII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan;

3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

el e

SOP PTSP
SOP Kepaniteraan
SOP Kesekretariatan

OOhALON=

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop / Printer
Kursi Roda / Tongkat

Kursi Tunggu Pricritas
.__Nomor Antrean Prioritas

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan terhadap
Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik.

1. Buku Tamu Elektronik
2. Personal Assessment
3. Berkas Perkara Gugatan
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4. Berkas Kesekretariatan
5. Aplikasi Persuratan

PROSEDUR :
1.

AN

0.

Satpam/Petugas Pengadilan menerapkan 5S dan memberikan kalung pengunjung khusus untuk
Penyandang Disabilitas dan mengarahkan ke meja PTSP sesuai dengan layanan yang
dibutuhkan.

Petugas PTSP membantu pengguna layanan prioritas

Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari Penyandang Disabilitas (layanan prioritas)
dan melakukan pengisian form Personal Assessment

Petugas PTSP memeriksa Kelengkapan persyaratan / cheklist

Permohonan diproses oleh Penanggung Jawab sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
Pengesahan hasil layanan oleh penanggung jawab

Penanggung Jawab menyerahkan hasil layanan kepada Petugas PTSP

Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas

Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas

Petugas Pengadilan membantu penyandang disabilitas untuk keluar dari Gedung Pengadilan
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Pelaksana Kegiatan

Penanggung
Jawab /
Aktivitas Satpam/ | Petugas Pengelola/ |Persyaratan/
Petugas PTSP Atasan Perleﬁgkapan Waktu Output
Pejabat
Pengeloia
Satpam/Petugas
Pengadilan
menerapkan 5S dan
memberikan kalung Q
pengunjung khusus
untuk Penyandang La.yaf‘a“ 5 menit Menerapkan
Disabilitas dan Prioiltas 5
mengarahkan ke meja
PTSP sesuai dengan
layanan yang
dibutuhkan.
Petugas PTSP v [P)gnybgptdang
membantu pengguna Layanan . salliing
layanan prioritas Prioritas 5 menit | mendapat
layanan
prioritas
Petugas PTSP
menerima v
permohonan layanan Petugas
Penyandang ﬁ 10 ] menerima
Disabilitas (layanan < PBAARR] menit | berkas
prioritas) dan assessment permohonan
melakukan pengisian layanan
form Personal
Assessment
- Berkas
Petugas PTSP , permohona
memeriksa n layanan .
Kelengkapan - Checklist 15A Checklist
persyaratan / perkara menit | lengkap
cheklist - Personal
assessment
Permohonan diproses v ICheEkhSL
oleh Penanggung feng opaamn Draft
Jawab sesuai dengan orm | 1jam | dokumen
SOP yang telah ::;Se?sg;ent layanan
ditetapkan # sudah terisi
Pengesahan hasil c?;:r:men 30 Dokumen
layanan layanan menit | hasil layanan
l Hasil
Penanggung J;iwab Hasil layanan
menyerahkan hasil . | tervalidasi
layanan kepada iayan{adn ; 5 menit diterima
Petugas PTSP l RivaNCas| Petugas
PTSP
Petugas PTSP
menerima hasil
layanan dan Hasil | Hasil
memanggil v layanan = Mgt layanan

pengguna layanan
prioritas
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Petugas PTSP
menyerahkan hasil

9. | layanan kepada
pengguna layanan
prioritas
Petugas Pengadilan

10 membantu

penyandang disabilitas
untuk keluar dari
Gedung Pengadilan

Hasil - | Hasil
layanan Rmanit layanan
Layanan .+ | Menerapkan
Prioritas STmenlt |iee
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Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

Email : ptu njogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/039/PRK/2024
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2024
Tanggal Revisi N
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

l Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2009 1. S1

2. Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 2. D3

3. Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 3. SMU Sederajat

4. Keputusan KMA RI No.026/KMA/SK/11/2012

o

tentang Standar Pelayanan Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI Nomor :
462/DJMT/KEP/8/2018/ tanggal 8 Agustus 2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Kepaniteraan Perkara
2. SOP Kepaniteraan Hukum
3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Komputer/Laptop
2. Printer

3. Scanner

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Mesin Antrian

4. Meja PTSP

5. Monitor Informasi/ MOSi

6. E-Court Corner

Buku dan Tanda Pengenal Tamu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

7

1. Dokumen Kepaniteraan Perkara
2. Dokumen kepaniteraan Hukum
3. Dokumen Sub Bagian Umum
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PROSEDUR :

NOoOoAWON =

@

9.
10.

Petugas membukakan pintu dan menyapa pengguna layanan

Petugas menanyakan keperluan pengguna layanan dan membeikan tanda pengenal tamu
Mengisi buku tamu / daftar hadir/ antrian sidang

Mengantar kemeja PTSP sesuai tujuan / keperluan

Petugas PTSP menerima permohonan layanan

Petugas PTSP melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan layanan

Petugas menyampaikan kepada penanggungjawab yang terkait untuk minta
persetujuan/pengecekan

Masing-masing penanggungjawab dan pengelola PTSP memproses permohonan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan

Penyerahan hasil layanan ke petugas PTSP

Penyerahan hasil layanan kepada pengguna layanan
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Pelaksana Mutu Baku
: Persyaratan
No Agenda / Kegiatan Pengguna Petug;s PJ.PTSP Pengelola / Wa St
Layanan PTS PTSP Perlengkapa | ktu iy
n
1. Petugas membukakan
pintu  dan menyapa 1
pengguna layanan @ e
nit
Petugas  menanyakan
2. | keperluan pengguna Tanda
layanan dan membeikan pengenal
tanda pengenal tamu —*b!___! tamu Diberikannya
tanda
1 pengenal
me
Mengisi buku tamu / v nit
3. daftar  hadir/  antrian ’::, g;ekslint:ntnan Tesiiie
sidang L buku tamu
Mengantar kemeja
4. | PTSP sesuai tujuan / komputer 2
keperluan ATK Me | Diterimanya
v nit | pengguna
E:l layanan di
meja
pelayanan
5. Menerima permohonan ATK 5 —
layanan me | Diterimanya
¥ v Komputer it | permohonan
Aplikasi nit Favarian
,___' terkait y
6. | Pemeriksaan
persyaratan v Surat Tercatatnya
permohonan layanan I:l permohonan | 10 IPET"‘"hO"a"
layanan me Syanan
Aplikasi nit
terkait
Komputer
: Surat
7. | Petugas menyampaikan permohonan
kepada ;|:| layanan Disetuiui/
penanggungjawab yang Aplikasi & kJ”'
terkait untuk  minta terkait p:gcri-.ohonan
persetujuan/pengecekan ATK layanan
3 5 urat
8. | Masing-masing Eerrre;ohonan
penanggungjawab dan Jayanan .
pengelola PTSP v Aplikasi 4 |Ditandatang
memproses terkait hari |3
permohonan sesuai D ATK Ipenrl.l_lnmaan
dengan SOP yang telah e
ditetapkan f_l
w.__J
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Penyerahan hasil

Surat

permohonan
layanan ke petugas layanan 5
PTsP Surat Tersedianya
jawaban/ M€ | hasil
tandaterima | ™! |jayanan
Penyerahan hasil Surat
layanan kepada Jawaban/
pengguna layanan Tanda Terima 3 | pjterimanya
< M€ | hasil
nit | ayanan
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Telepon :0274 520502 Faximile : 0274 - 581675
Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id,
Email : ptunjogja@mah kamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198

Nomor SOP

SOP/001/Ecourt/2022

28 April 2022

29 Mei 2024

Tanggal Berlaku

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA : ]

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan:

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan  Mahkamah  Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, Sema Nomor
2/2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada empat Lingkungan Peradilan:
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,
SK KMA 363/2022;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik Indonesia Nomor -
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/1IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

1. DIl
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
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10.

1.

12

13.

14,

15.

16.

Indonesia  Nomor:  269/KMA/SK/XI1/2018
Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan  Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor:  271/KMA/SK/XII/2019
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Tingkat
Banding, Kasasi dan Penunjauan Kembali
Secara Elektronik;

Peraturan  Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor 29/DjMT/KEP/HM.02.3/1/2022
Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas
Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera  Pengganti) dan  Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor :  238/DjMT/KEP/HK.00.6/I\V/2022
tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan
Berita Acara Sidang Elektronik di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.
2,
3

4.

SOP Pemeriksaan Berkas Gugatan

SOP Penanganan Register Induk Perkara
SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan
Perkara

SOP Pencabutan Gugatan

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop

Jaringan Internet

Buku Register Induk Perkara

abwn =

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan
sederhana, cepat dan berbiaya ringan tidak akan
tercapai.

Berkas Perkara Gugatan
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PROSEDUR :

8
2.

3.

oo

10.
11

12,
13.

Petugas Meja | membuka aplikasi E-Court

Petugas Meja | mengecek daftar gugatan online pada aplikasi E-Court dan mengunduh
dokumen pendaftaran

Petugas Meja | memberitahukan kasir apabila ada yang memasukan gugatan secara
elektronik

Kasir mengecek transaksi status pembayaran pada aplikasi E- Court apabila ada
pendaftaran yang sudah dibayar dicek silang (cross check) dengan rekening
perkara melalui aplikasi CMS (Customer Management System) Bank yang bekerjasama
Kasir memberitahukan meja |, apabila pembayaran gugatan perkara sudah diterima
Petugas Meja | melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi E-Court dengan
memberikan chek-list terhadap pembayaran dan berkas/dokumen persyaratan gugatan
Kasir membuka aplikasi SIPP local kemudian meregister pendaftaran yang dilakukan
secara elektronik, mencatat dan memberi nomor perkara gugatan dalam jurnal
keuangan perkara pada aplikasi SIPP

Petugas Meja Il menginput data para pihak pada SIPP dan mencetak resume gugatan
Panitera Muda Perkara membuat resume Gugatan

Petugas Meja Il mencatat gugatan dalam buku register induk perkara dan buku bantu
Petugas Meja | melengkapi berkas perkara dengan sampul berkas perkara dan resume
gugatan

Panitera menyerahkan berkas gugatan kepada Panitera

Ketua/Wakil Ketua menyerahkan berkasgugatan kepada ketua/wakil ketua
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Pelaksana

Mutu Baku

No Aktivitas Kasir Petugas | Petugas | Panitera | Panitera Ketua/ Persyaratan /

Meja | Mejagll Muda Wakil Derlgngkapan Waktu | Output
Perkara Ketua

1 | Membuka aplikasi : - PC 1 hari | Data

E-Court Q - User aplikasi
Akun E-Court

- Koneksi

Internet

2 | Mengecek  daftar - PC Daftar

- | gugatan online pada - Koneksi gugatan
aplikasi E-Court dan Internet online
mengunduh permoho
dokumen nan
pendaftaran banding

A 4 online

3 | Memberitahukan - PC Status
kasir apabila ada - Koneksi gugatan
yang memasukan Internet sudah
gugatan secara dibayar
elektronik _

4 | Mengecek transaksi - PC daftar
status pembayaran - Koneksi status
pada aplikasi E£- Internet pembay
Court apabila ada v aran
pendaftaran  yang melalui
sudah dibayar dicek aplikasi
silang (cross check) CMS
dengan Bank
rekening perkara yang
melalui aplikasi bekerjas
CMS (Customer ama
Management
System) Bank yang
bekerjasama v

5 | Memberitahukan - PC Pembay
meja |, apabila - Koneksi aran
pembayaran Internet gugatan
gugatan perkara diterima
sudah diterima

6 | Melakukan - PC
verifikasi 4 - Koneksi Pendafta
pendaftaran melalui Internet ran
aplikasi E-Court - ATK gugatan
dengan memberikan telah
chekdist  terhadap terchek-
pembayaran dan list dan
berkas/dokumen terverifik
persyaratan gugatan asi

7 | Kasir membuka -PC Register
aplikasi SIPP local - Jaringan pendafta
kemudian LAN ran
meregister - Database telah
pendaftaran yang SIPP lokal tercatat
dilakukan secara dan telah
elektronik, mencatat diberikan
dan memberi nomor v nomorpe
perkara gugatan rkara
dalam jurnal
keuangan perkara
pada aplikasi SIPP
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8. | Menginput  data -PC Tercatatny
para pihak pada - Jaringan a data para
SIPP dan LAN pihak pada
mencetak resume = SIPP
gugatan Database

SIPP lokal

9 | Resume Gugatan - ATK Resume
- Berkas Gugatan
- Perkara

10 | Mencatat gugatan - Buku Tercatatnya
dalam buku - Register permohona
register induk Perkara n banding
perkara dan buku b - ATK dalam buku
bantu register

perkara dan
buku bantu

11 | Melengkapi berkas - Berkas Berkas
perkara  dengan perkara perkara
sampul berkas - ATK telah
perkara dan - Resume lengkap
resume gugatan - Formulir

12 | Menyerahkan - Berkas Diterimanya
berkas  gugatan perkara berkas
kepada Panitera -ATK gugatan

- Resume yang
> - Formulir sudah
lengkap

13 | Menyerahkan - Berkas Diterimanya
berkas perkara berkas
gugatan kepada gugatan
ketua/wakil ketua oleh

> D ketua/ wakil
ketua
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA __
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198

Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Nomor SOP

SOP/002/Ecourt/2022

28 April 2022

29 Mei 2024

10 Juni 2024

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM (ECOURT)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, Perma
712022 tentang Perubahan 1/2019;
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor :
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku ] Pedoman

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan, SK KMA 363/2022:

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Ada di
Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha

1. DIl

2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
4. S3-Hukum
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Negara Nomor:  48/DjMT/KEP/NVII/2012
Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan
Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor:  307/Djmt/Kep/5/2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor:  185/Djmt.3/SE/2/2016
Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi
SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXI/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan

2. SOP Penanganan Register Induk Perkara

3. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan
Perkara

4. SOP Pencabutan Gugatam

1. Formulir Check List

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Komputer / Laptop / SIPP / E Court
4. Jaringan Internet

5. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan sederhana, cepat dan berbiaya
ringantidak akan tercapai.

Berkas Perkara Gugatan

PROSEDUR :

1. Ketua/ Wakil Ketua menerima berkas gugatan lengkap
2. Ketua/ Wakil Ketua menunjuk susunan Majelis Hakim/Hakim
3. Ketua/Wakil Ketua dan Panitera menyerahkan berkas gugatan dan penetapan Majelis Hakim

kepada Panitera

o s

Panitera menunjuk panitera pengganti dan juru sita pengganti
Majelis Hakim/Hakim menyerahkan berkas gugatan lengkap kepada Majelis Hakim
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Pelaksana Mutu Baku
N Aktivitas Ketua/Wakil | Panitera Majelis Persyaratan /
o Ketua Hakim/ Perlengkapan r;’g Output
Hakim
1 | Menerima - Berkas 1 Tercatatnya
berkas gugatan perkara hari | data
lengkap ( ) - ATK para pihak
pada
SIPP
2 | Menunjuk - Berkas Terbitnya
susunan Majelis v perkara penetapan
Hakim/Hakim - Penetapan Majelis
Majelis Hakim/Hakim
Hakim/Hakim permohonan
banding
online
3 | Menyerahkan l - Berkas Diterimanya
berkas Perkara berkas
gugatan dan - Penetapan gugatan dan
penetapan Susunan penetapan
Majelis  Hakim > - Majelis susunan
kepada Hakim/Hakim majelis oleh
Panitera Panitera
4 | Menunjuk v - Berkas Terbitnya
panitera perkara Surat
pengganti  dan - Surat Penunjukan
juru sita Penunjukan PP dan
pengganti PP/JSP JSP
- ATK
Menyerahkan - Berkas Diterimanya
berkas gugatan Perkara berkas
v
lengkap kepada gugatan
Majelis lengkap
Hakim oleh Majelis
Hakim/Hakim
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Website : www.ptun-yogyakarta.qo.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 ~520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/003/Ecourt/2022

Tanggal Pembuatan | 28 April 2022
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PANGGILAN PARA PIHAK DALAM RANGKA DISMISSAL PROSES
GUGATAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik;

Keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan
Secara Elektronik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor

131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXI/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan  Persidangan Perkara

Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan  Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

1.
2.
3.
4.

][]

S1-Hukum
S2-Hukum
S3-Hukum
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|_akan tercapai.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016
Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi
SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara;
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penunjukan Majelis Hakim: 1. Formulir Check List
2. SOP Penanganan Perkara 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan 3. Komputer / Laptop / SIPP/ E Court
secara Elektronik 4. Jaringan Internet
4. SOP Pencatatan Keuangan Perkara 5. Buku Register Induk Perkara
5. SOP Pemanggilan Para Pihak Dalam Rangka
Persidangan/Pemeriksaaan Persiapan.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas | Berkas Perkara Gugatan
peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan tidak

PROSEDUR :

L=
2,

3.

Ketua/Wakil Ketua menerima berkas gugatan lengkap
Ketua/Wakil Ketua menentukan hari dan tanggal rapat permusyawaratan acara dismissal

proses

Panitera membuat surat panggilan untuk Dismissal Proses
Jurusita/Jurusita Pengganti menerima dan mengirimkan surat panggilan untuk Penggugat
melalui e-summon dan Tergugat melalui surat tercatat
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Pelaksana Mutu Baku ]
N Aktivitas JS/JSP Panitera Ketua/ Persyaratan /
0 Wakil Perlengkapan \If;fa Output
Ketua <
1 | Menerima - Berkas 1 Diterimanya berkas
berkas ( ] perkara hari | gugatan lengkap
gugatan -ATK
lengkap
2 | Menentukan - Berkas Penetapan hari dan
hari dan ¢ perkara tanggal rapat
tanggal rapat -ATK permusyawarah acara
permusyawarat dismissal proses
an acara
dismissal
proses
3 | Membuat surat - Berkas Surat Panggilan
panggilan Perkara
untuk - Surat
Dismissal Pangilan Hari
Proses Dismissal
Proses
- ATK
4 | Menerima dan - Berkas Terkirimnya Surat
mengirimkan Perkara panggilan hari
surat panggilan - Surat pemeriksaan ismissal
untuk Pangilan Hari proses
Penggugat © Dismissal
melalui e- Proses
summon dan
Tergugat
melalui surat
tercatat
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Hemor QR SOPIRO4/Ecat2022

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tangasi Fembuatan|. 28 April 2022
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA __ _
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yoqyakarta.qo.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN BERKAS OLEH MAJELIS HAKIM (E-COURT)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 1. DI
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana | 2. S1-Hukum
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor | 3. $2-Hukum
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan | 4 S3-Hukum
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:;

2. Peraturan Mahkamah  Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan:

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan;

5. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKNVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SK/VIIII2019 Tentang

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXIII2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik.

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang ]
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Pedoman Administrasi Pemerintahan;

mestinya, maka pemeriksaan perkara secara
elektronik tidak dapat dilakukan

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DiMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendaftaran Gugatan; 1. Komputer
2. SOP Penanganan Register Perkara Gugatan 2. Akses Internet
3. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan
secara Elektronik
4. SOP Pencatatan Keuangan Perkara Gugatan
5. SOP Penyelesaian Perkara
6. SOP Penunjukan Majelis Hakim
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana | Penerimaan Berkas oleh Majelis Hakim dicatat

dalam aplikasi SIPP dan Buku Bantu

PROSEDUR :

st Tl b

Panitera Muda Perkara menyerahkan berkas perkara

Majelis Hakim menerima berkas perkara

Majelis Hakim membuat penetapan pemeriksaan persiapan
Panitera memerintahkan panitera Pengganti untuk memanggil para pihak
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panitera Par::g.:a Majelis Persyaratan/ Waktu Output
Pengganti Paiiara Hakim Perlengkapan P
- Berkas Telah
j M - perkara diserahkannya
: ényerahkan ( ) berkas perkara
berkas perkara _ EkSpEdiSi
v - Berkas Telah diterimanya
5 i . perkara berkas perkara
. enerima
berkas perkara ~ EkSpEd[SI
v Penetapan Telah ditetapkan
pemeriksaan hari dan tanggal
3 Membuat persiapan 1 hari pemeriksaan
" | penetapan persiapan
pemeriksaan
persiapan
Relaas Telah dipanggilnya
panggilan penggugat secara
elektronik elektronik dan
Memerintahkan kepada tergugat secara
4. | Panitera D penggugat dan manual
Pengganti untuk relaas panggilan
: tercatat
memanggil para .
ihak (konvensional)
P kepada tergugat
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Nomor SOP

SOP/005/Ecourt/2022

28 April 2022

29 Mei 2024

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMANGGILAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana telah dirubah  dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009.:

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor :
KMA/032/SK/IVI2006 Tentang
Pemberlakuan Buku I Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor  129/KMA/SK/VIINI2019  Tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di  Pengadilan  Secara
Elektronik;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKVIIf2023  tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. DI

2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
4. S3-Hukum
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Peradilan yang Ada di Bawahnya

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Administrasi
Pemerintahan;

10. Keputusan  Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor:48/DjMT/KEP/\VI1/2012
Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan
Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara;

KETERKAITAN:
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Penyelesaiaan Perkara

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Akses Internet

PERINGATAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,
maka Pemanggilan secara elektronik tidak dapat
dilakukan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pemanggilan Sidang Secara Elektronik dilakukan
melalui aplikasi e-Court dan SIPP (Register
Elektronik)

PROSEDUR :

S

Panitera Pengganti membuat relaas panggilan para pihak

Jurusita Pengganti menscan relaas panggilan para pihak

Jurusita Pengganti login ke dalam aplikasi E-Court

Jurusita Pengganti menggungah relaas panggilan kedalam aplikasi E-Court
Jurusita Pengganti mengirim relaas panggilan ke domisili elektronik para pihak
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Juru Sita Panitera Persyaratan/
Pengganti Pengganti Perlengkapan Wkl M
Relaas
Membuat relaas :
1. _ _ ——@ Relaas panggilan panggilan telah
panggilan para pihak .
dibuat
4 ) Relaas
Menscan relaas Panggilan yang .
2. . ) penggilan telah
panggilan para pihak sudah discan .
* 2 Jam | discan
Login ke dalam aplikasi o B Telah dilakukan
3. Aplikasi E-Court .
E-Court login
A Telah
Menggungah relaas
] . mengunggah
4. | panggilan kedalam Aplikasi E-Court
‘ Relaas
aplikasi E-Court ]
panggilan
Mengirim relaas Telah mengim
5. | panggilan ke domisili Aplikasi E-Court Relaas
elektronik para pihak panggilan
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Nomeor SOP SOP/006/Ecourt/2022

Tanggal Pembuatan | 28 April 2022

Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PERSIAPAN SECARA ELEKTRONIK

| DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara:

2. Peraturan Mahkamah  Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik:

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan:

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik:

6. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor ;
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer  Dan Peradilan  TUN Nomor:
48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. DI
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
4, S3-Hukum

KETERKAITAN:
1. SOP Kepaniteraan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
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2. SOP Penyelesaiaan Perkara 2. Akses Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, | Pemeriksaan Persiapan dicatat dalam Berita
maka Pemeriksaan Persiapan dalam penanganan Acara dan SIPP (Register Elektronik)

perkara secara elektronik tidak memenuhi standar
persidangan.

PROSEDUR :

1. Panitera Pengganti mencetak berkas perkara elektronik

2. Majelis Hakim memeriksa surat-surat asli penggugat berupa surat kuasa, surat gugatan.

3. Majelis Hakim meminta penjelasan kepada tergugat tentang Objek Sengketa

4. Majelis Hakim memberikan nasihat perbaikan surat kuasa pihak dan perbaikan gugatan
Penggugat

5. Majelis Hakim menerima perbaikan gugatan perbaikan Penggugat dan Memerintahkan

Penggugat untuk

Majelis Hakim mengunggah Ke aplikasi e-court

Panitera Pengganti mencatat proses Pemeriksaan Persiapan dalam Berita Acara Sidang

N
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] Pelaksana Mutu Baku ]
No Aklivitas Juru Sita Panitera Panitera Mudal Majelis Hakim Persyaratan Wakt | Output
Pengganti | Pengganti | Perkara Perlengkapa " pH
n
Panitera Pengganti i - Berkas Telah
Mencetak  berkas D Perkara dicetaknya
perkara elektronik berkas
perkara
elektronik
Memeriksa surat- - Berkas Telah
surat asli Perkara diperiksanya
penggugat berupa - Surat surat-surat
surat kuasa, surat persetujua asli
gugatan. 4 nprinsipal penggugat
untuk berupa surat
beracara kuasa, surat
secara gugatan dan
elektronik surat
persetujuan
principal
untuk
beracara
Jr secara
elektronik
Meminta - Berkas Telah
penjelasan kepada Perkara mendapat
tergugat tentang penjelasan
Objek Sengketa dari
Maks tergugat
Memberikan - Berkas 30_ Telah
nasihat ¥ Perkara | hari | diberikannya
perbaikan surat nasihat
kuasa pihak dan perbaikan
perbaikan gugatan surat
Penggugat kuasa para
pihak dan
gugatan
penggugat
Menerima ¥ - Gugatan Telah
perbaikan gugatan yang telah diperbaikinya
perbaikan diperbaiki gugatan
Penggugat dan Penggugat
Memerintahkan
Penggugat untuk
mengunggah Ke
aplikasi e-court
Mencatat proses - Berita Telah
Pemeriksaan C) < Acara dicatatnya
Persiapan Sidang Pemeriksaan
dalam Berita Acara - SIPP Persiapan
Sidang dalam Berita
Acara dan
SIPP
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Nomor SOP

SOP/007/Ecourt/2022

28 April 2022

29 Meij 2024

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

L

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN GUGATAN DAN JAWABAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

| KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/O32/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor ;
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SK/VINI2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SK/XII/2022  tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

1. S1-Hukum
2. S2-Hukum
3. S3-Hukum
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Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan

2. SOP Penyelesaiaan Perkara

1. Komputer
2. Akses Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan

sebagaimana

mestinya, maka penerimaan Gugatan dan Jawaban

tidak memenuhi standar
elektronik

persidangan

secara

Penerimaan Gugatan dan Jawaban Secara
Elektronik dilakukan melalui aplikasi  e-Court,
SIPP (Register Elektronik) dan Berita Acara
Sidang.

PROSEDUR :

1. Panitera Pengganti mengunduh gugatan pen

e-court

ggugat dan jawaban tergugat dari aplikasi

2. Panitera Pengganti endistribusikan gugatan dan jawaban kepada Majelis Hakim secara

elektronik pada tanggal persidangan

3. Panitera Pengganti mencetak gugatan dan jawaban untuk berkas perkara

4. Majelis Hakim menunda sidang dan memerintah-kan Penggugat untuk mengajukan
Replik pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan

5. Panitera Pengganti mencatat proses penerimaan gugatan dan jawaban dalam berita

acara sidang

130



No Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Panitera Majelis Persyaratan/
Pengganti Hakim Perlengkapan Wakiu Clutput
1. | Mengunduh gugatan - Berkas Telah diunduhnya
penggugat dan Perkara gugatan penggugat
jawaban tergugat dari - Softcopy dan jawaban
aplikasi e-court © gugatan . | tergugat
penggugat 1 hari
dan jawaban
tergugat
2. | Mendistribusikan - Softcopy Telah
gugatan dan jawaban gugatan distribusikannya
kepada Majelis Hakim penggugat gugatan dan
secara elektronik dan jawaban jawaban kepada
pada tanggal P tergugat Majelis Hakim
persidangan - Alamat secara elektronik
email pada tanggal
Majelis persidangan
Hakim
3. | Panitera Pengganti \ - Surat Telah dicetaknya
mencetak gugatan gugatan gugatan dan
dan jawaban untuk penggugat jawaban untuk
berkas perkara dan jawaban berkas perkara
tergugat
4. | Majelis Hakim - Berita Acara Telah
menunda sidang dan Sidang ditetapkannya hari
memerintah-kan - Penundaan dan tanggal acara
Penggugat untuk > hari dan sidang replik
mengajukan Replik tanggal
pada hari dan tanggal siding acara
yang telah ditetapkan replik
5. | Mencatat proses - Berkas Telah dicatatnya
penerimaan gugatan Perkara sidang
dan jawaban dalam - Berita Acara penerimaangugatan
berita acara sidang Sidang dan jawaban dalam
@ — - SIPP berita acara sidang
- E-court SIPP dan e-court
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Nomor SOP

SOP/008/Ecourt/2022

28 April 2022

29 Mei 2024

10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN REPLIK SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik:
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SK/VIII2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik:

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/NVI1/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada
di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

1. S1-Hukum
2. S2-Hukum
3. S83-Hukum
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Nomor:48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan 1. Komputer
2. SOP Penyelesaiaan Perkara 2. Akses Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, |Penerimaan Replik Secara Elektronik dicatat
maka penerimaan Replik tidak memenuhi standar |dalam aplikasi e-Court, SIPP (Register Elektronik)
persidangan secara elektronik dan Berita Acara Sidang

PROSEDUR :

1. Panitera Pengganti mengunduh Replik penggugat dari aplikasi e-court

2. Panitera Pengganti mendistribusikan Replik kepada Majelis Hakim dan Tergugat serta Tergugat
Il Intervensi secara elektronik pada tanggal persidangan

3. Panitera Pengganti mencetak replik untuk berkas perkara

4. Hakim Ketua Sidang menunda sidang dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il Intervensi
untuk mengirimkan dupliknya pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan

5. Panitera Pengganti mencatat penerimaan replik dalam berita acara sidang
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No Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Panitera Pengganti b . Persyaratan/
Majelis Hakim Perlengkapan Waktu Output
Mengunduh  Replik - Berkas Telah diunduhnya
penggugat dari Perkara softcopy Replik
ikasi e-court
y aplikasi e-cou @ -, pikaE! B
' Court
- Softcopy
Replik
Mendistribusikan - Berkas Telah
Replik kepada Majelis Perkara didistribusikannya
Hakim dan Tergugat 4 Sof Replik kepada
serta Tergugat |l . - RZ‘EE”Y Majelis Hakim dan
2. | Intervensi secara P Tergugat serta
elektronik pada Tergugat 1]
tanggal persidangan Intervensi  secara
elektronik
Panitera  Pengganti Replik Telah  dicetaknya
mencetak replik Penggugat replik untuk berkas
untuk berkas perkara perkara
3 1 Jam
Hakim Ketua Sidang - Berita Acara Telah  ditundanya
menunda sidang dan Sidang sidang dan telah
memerintahkan p . sampainya perintah
Tergugat dan ! ) haer?L;lr;naan kepada Tergugat
Tergugat Il Intervensi b tanggal dan Tergugat I
4 untu}< mengirimkan sidang acara Intewgpsi untuk
dupliknya pada duplik mengirimkan
tanggal dan jam yang dupliknya pada
telah ditetapkan tanggal dan jam
yang telah
ditetapkan
Mencatat penerimaan - Berita Acara Telah
replik dalam berita < Sidang dicatatkannya
5. | acara sidang SIPP sidang penerimaan
) replik dalam berita
- E-court acara sidang, SIPP

dan e-court
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Website : www.ptun-yogyakarta.qgo.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/009/Ecourt/2022 _I

Tanggal Pembuatan | 28 April 2022
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN DUPLIK SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
S Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:
Peraturan ~Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SKVIII2019  Tentang  Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan  Persidangan Perkara

Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

1.
2.

Memahami aturan-aturan tentang adminstrasi
perkara di pengadilan;

Memahami Perma Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman penyelesaian sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif;

rglargpu mengoperasikan aplikasi e-Court dan

IP
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Pedoman Administrasi Pemerintahan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Penyelesaiaan Perkara

1. Komputer
2. Akses Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya, maka penerimaan Replik tidak memenuhi
standar persidangan secara elektronik

Penerimaan Replik Secara Elektronik dicatat dalam
aplikasi e-Court, SIPP (Register Elektronik) dan
Berita Acara Sidang

PROSEDUR :

1. Panitera Pengganti mengunduh duplik dari aplikasi e-court
2. Panitera Pengganti mendistribusikan duplik kepada Majelis Hakim dan Penggugat secara

elektronik pada tanggal persidangan.

3. Panitera Pengganti mencetak duplik untuk berkas perkara.

4. Hakim Ketua sidang menunda sidang dengan perintah agar para pihak hadir di persidangan
pembuktian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan

5. Panitera Pengganti mencatat proses penerimaan duplik dalam berita acara sidang
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Pelaksana | Mutu Baku
N Aktivitas Panitera Majelis Hakim Persyaratan /
o Pengganti ! Perleyngkapan Waktu | Output
1.| Mengunduh duplik [ - Berkas Perkara
ggﬂn uplkast ‘e CD : gg'f'!ti";ﬁ;f;i‘;“ Telah diunduhnya softcopy duplik
2.| Mendistribusikan - Berkas perkara
- Softcopy duplik
duplik kepada
Majelis Hakim dan Telah distribusikannya duplik
Penggugat secara 4 kepada Majelis Hakim dan
elektronik pada b penggugat secara elektronik
tanggal
persidangan.
3.| Panitera Pengganti - Duplik tergugat
mencetak  duplik
untuk berkas v Telah dicetaknya
perkara. . duplik untuk
1jam berkas perkara
4.| Hakim Ketua [ - Berita Acara
sidan menunda Sidang .
sidang dengan - Penundaan hari T:Liﬁaslfmgfiﬂya
perintah agar para dan tanggal Ketin Sidan
pihak  hadir  di sidang acara > 9.

: : pada para pihak
persidangan pembukilan agar hadir dalam
pembuktian pada sidang
hari dan tanggal Pembuldias
yang telah
ditetapkan

5.| Mencatat proses Dl - Berita Acara Telah dicatatnya
penerimaan duplik i Sidang sidang penerimaan
dalam - SIPP duplik dalam
berita acara sidang - Aplikasi e-court berita acara sidang, SIPP dan e-
court
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Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 —520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/010/Ecourt/2022 —‘
Tanggal Pembuatan | 28 April 2022

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MASUKNYA PIHAK INTERVENSI SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:
Peraturan ~ Mahkamah  Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi

Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SK/VIII12019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 363
IKMAJSK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan  Persidangan Perkara

Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor !
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang |

1.

2.

Memahami aturan-aturan tentang administrasi
perkara di Pengadilan;

Memahami Perma Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman penyelesaian sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif;

Mampu mengoperasikan aplikasi e-Court dan
SIPP
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Pedoman Administrasi Pemerintahan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Penyelesaiaan Perkara

1. Komputer
2. Akses Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya, maka Prosedur Masuknya Pihak
Intervensi tidak memenuhi standar persidangan
yang baik

Pencatatan Masuknya Pihak Intervensi dilakukan
melalui aplikasi e-Court, SIPP (Register Elektronik)
dan Berita Acara Sidang

PROSEDUR :

1. Majelis Hakim memberikan perintah kepada panitera pengganti untuk pengiriman surat
panggilan dengan surat tercatat kepada Pihak yang berkepentingan semenjak diketahui

alamatnya

2. Majelis Hakim menerima surat Permohonan intervensi dari

inisiatif sendiri atau atas perintah majelis hakim

pihak yang berkepentingan atas

3. Majelis Hakim menerima tanggapan dari para pihak secara elektronik
4. Majelis Hakim mengunggah Putusan Sela tentang Sikap Majelis Hakim atas keikutsertaan pihak
intervensi dalam perkara yang sedang berjalan dengan mewajibkan pihak intervensi untuk

mengikuti persidangan secara elektronik

5. Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memberitahukan Putusan Sela kepada Pemohon

Intervensi secara elektronik
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Juru Sita Panitera Panitera Majelis Persyaratan /
Pengganti | Pengganti | Muda Haf&im Per!eyngkapan Waktu | Output
Perkara
1. | Perintah - Berkas Dikirimkannya
pengiriman  surat Perkara surat panggilan
panggilan dengan - Alamat pihak Pihak yang
surat tercatat yang berkepentinga
kepada Pihak berkepentinga n semenjak
yang n diketahui
berkepentingan < - Surat alamatnya
semenjak Panggilan
diketahui
alamatnya
2. | Menerima surat - Berkas Diterimanya
Permohonan Perkara Surat
intervensi dari - Surat permohonan
pihak yang s permohonan intervensi dari
berkepentingan o intervensi pihak yang
atas inisiatif sendiri berkepentinga
atau atas perintah n
majelis hakim
3.| Menerima ¥ - Tanggapan Telah
tanggapan dari dari para diterimanya
para pihak secara pihak secara tanggapan dari
elektronik elektronik .| para pihak
Thari| secara
elektronik
4.| Mengunggah - Berkas Telah
Putusan Sela perkara diucapkannya
tentang Sikap - Putusan sela putusan sela
Majelis Hakim atas - SIPP Tentang
keikutsertaan - aplikasi e- keikutsertaan
pihak intervensi court pihak intervensi
dalam perkara dalam perkara
yang sedang A 4 yang sedang
berjalan  dengan berjalan dengan
mewajibkan pihak mewajibkan
intervensi  untuk pihak intervensi
mengikuti untuk mengikuti
persidangan persidangan
secara elektronik secara
elektronik
5.| Memberitahukan - Berkas Telah dibuatnya
Putusan Sela m, o~ Perkara Berita Acara
kepada Pemohon i = - SIPP Sidang, SIPP
Intervensi secara - e-court dan aplikasi e-
elektronik court
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Nomor SOP SOP/011/Ecourt/2022

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 28 April 2022
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA = ‘
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN KESIMPULAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS]I PELAKSANA:

| 9

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009.;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
129/KMA/SKIVII2019  Tentang  Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republk Indonesia Nomor -
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

1. Memahami aturan-aturan tentang administrasi
perkara di Pengadilan;

2. Memahami Perma Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman penyelesaian sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif;

3. Mampu Mengoperasikan aplikasi e-Court dan
SIPP
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Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; |
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kepaniteraan 1. Komputer
2. SOP Penyelesaiaan Perkara 2. Akses Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana |Penerimaan Kesimpulan Secara Elektronik dicatat
mestinya, maka Penerimaan Kesimpulan secara |dalam aplikasi e-Court, SIPP (Register Elektronik)
elektronik tidak dapat dilakukan. dan Berita Acara Sidang
PROSEDUR :
1. Panitera Pengganti mengunduh kesimpulan para pihak melalui aplikasi e-court
2. Panitera Pengganti mendistribusikan kesimpulan para pihak kepada Majelis Hakim.
3. Panitera Pengganti dan Panitera Muda Perkara mencetak kesimpulan untuk berkas perkara
menunda sidang
4. Membuat berita acara sidang
5. Panitera Pengganti memberitahukan kepada para pihak secara elektronik agar hadir pada

persidangan pembacaan putusan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan
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Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Juru Sita Panitera Panitera Majelis Hakim | Persyaratan /

Pengganti | Pengganti | Muda J Pedgngkapan Waktu | Output
Perkara

1. | Mengunduh - Softcopy Telah
kesimpulan l I Kesimpulan diunduhnya
para pihak kesimpulan
melalui aplikasi para
e-court ihak

2. | Mendistribusika - Berkas Telah
n kesimpulan Jr perkara distribusikann
para pihak - Softcopy ya kesimpulan
kepada Majelis < kesimpulan para pihak
Hakim. kepada

Majelis Hakim
secara
elektronik
pada tanggal
persidangan

3. | Mencetak - Berkas Telah
kesimpulan Y perkara dicetaknya
untuk  berkas - kesimpulan| kesimpulan
perkara. 1 jam untuk berkas
Menunda perkara
sidang | |,

4. | Membuat berita - Berkas Telah dibuat
acara sidang perkara nya
Memberitahuka - Berita berita acara
n kepada para Acara siding
pihak  secara ( }4
elektronik agar
hadir pada
persidangan
pembacaan
putusan secara
elektronik
melalui  sistem
informasi
pengadilan ]
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SOP S
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomar PERIZEuni022

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Yanggal Pembuatan) 28 Apri 2022
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA = )
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 1. Memahami aturan-aturan tentang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, administrasi perkara di Pengadilan;
sebagaimana telah dirubah dengan Undang- 2. Memahami Perma Nomor 6 Tahun 2018
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Tentang Pedoman penyelesaian sengketa
kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 administrasi pemerintahan setelah
Tahun 2009.; menempuh upaya administratif;

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik 3. Mampu Mengoperasikan aplikasi e-Court dan
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang SIPP

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
129/KMA/SK/VIII2019  Tentang  Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMAJSKIXII2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

7. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKVIII2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

| 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
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Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan 1. Komputer
2. SOP Penyelesaiaan Perkara 2. Akses Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana |Pemberitahuan Putusan Secara Elektronik dilakukan
mestinya, maka proses Pemberitahuan Putusan |melalui aplikasi e-Court dan SIPP (Register
Secara Elektronik tidak dapat dilakukan sesuai Elektronik)

standar persidangan secara elektronik

PROSEDUR :
1. Panitera Pengganti menyampaikan perintah penyampaian pemberitahuan putusan bagi para pihak
yang tidak hadir
2. Jurusita Pengganti melakukan login pada aplikasi e-Court.
3. Jurusita Pengganti mengirimkan e-Pbt setelah mendapatkan konfirmasi dari PP ke domisili elektronik
para pihak

205



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas [ Juru Sita Panitera Persyaratan / [
Pengganti Pengganti Perlengkapan Waktu | Output

1. | Panitera " - Putusan Telah
Pengganti diperintahkanny
menyampaikan ( ) a penyampaian
perintah pemberitahuan
penyampaian putusan bagi
pemberitahuan para pihak yang
putusan bagi tidak hadir
para pihak yang
tidak hadir

2. | Melakukan fogin - Putusan . | Telah dilakukan
pada aplikasi e- - Aplikasi e-Court 1 hari Log-in pada
Court. 5 aplikasi e-Court

3. | Mengirimkan e- - Putusan Telah dikirimkannya ePbt
Pbt setelah - Aplikasi e-Court setelah
mendapatkan - Surat Mendapatkan konfirmasi
konfirmasi dari Pemberitahuan dari JSP ke
PP ke domisili C) amar Putusan Domisili elektronik para
elektronik para pihak.
pihak
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/013/Ecourt/2022
Tanggal Pembuatan | 28 April 2022

Tanggal Revisi 29 Mei 2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MINUTASI SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;
Peraturan  Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman
Pelaksanaan  Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
129/KMA/SKVIII2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMAJSK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SK/VIII2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

1.

2.

Memahami aturan-aturan tentang administrasi
perkara di Pengadilan;

Memahami Perma Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman penyelesaian sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif:

Mampu Mengoperasikan aplikasi e-Court dan
SIPP

207




Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DiMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Penyelesaiaan Perkara

1. Komputer
2. Akses Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya, maka proses Minutasi tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan standar persidangan
yang baik

Minutasi dicatat dalam aplikasie-Court dan SIPP
(Register Elektronik)

PROSEDUR :

1. Panitera Pengganti memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara konvensional dan

berkas perkara elektronik.
2. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara
3. Panitera Pengganti meng-input kedalam SIPP

208




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MINUTASI |
Pelaksana Mutu Baku
N 3. Panitera
o Aktivitas Juru Sita Panitera M Majelis Persyaratan/ Waktu | Outout
Pengganti | Pengganti Partars Hakim Perlengkapan P
Telah
Memeriksa - Berkas glpenksany
kelengkapan perkara kelengkapa
dan
kesesuaian “<Iep :eds?suaian
berkas
- | perkera C :) - Checklis g::::fa
konvensional kelengkapan konvension
dan berkas berkas al dan
perkara berkas
elektronik. perkara
elektronik.
- Berkas 30 hari
perkara "
Tela
Menyerahkan X .
bisrkas v - Checklis g*s:filﬁlgs
2. | perkara kelengkapan y
] *l berkas perkara
- Aplikasi E-
Court
- Berkas )
_ perkara Telah  di-
3 Meng-input input
kedalam SIPP - Aplikasi E- g:g:tam
Court
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Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/014/Ecourt/2022

Tanggal Pembuatan | 28 April 2022
Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELEKTRONIK (E-COURT BANDING)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

T

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
secara elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada Empat Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara
Elektronik;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor

131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
ada di bawahnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan:
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/D|MT/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

1.

Memahami aturan-aturan tentang administrasi
Upaya Hukum Banding secara elektronik di
Pengadilan.

Memahami Perma Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi perkara di Pengadilan
secara Elektronik.

Mampu mengoperasikan Aplikasi e-Court dan
SIPP
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
307/DjMT/Kep/5/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan secara Elektronik:
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
10/DjMT/Kep/1/2021 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan dalam
Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
185/DJMT.3/SE/2/2016  tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

12.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Kepaniteraan Perkara

1. Komputer/ Laptop

2. Jaringan Internet

3. Printer

4. Scanner

5. Alat tulis kantor (ATK)

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka upaya hukum
banding secara elektronik tidak dapat terlaksana
tepat waktu

1. Pemberitahuan kepada para pihak dilakukan
secara elektronik melalui aplikasi e-Court
(register elektronik)

2. Proses upaya hukum banding dilakukan
update data dan tanggainya ke aplikasi SIPP J

PROSEDUR :

DA WN =

Elektronik Pihak Terbanding

Pemohon Banding melakukan pengajuan Permohonan Banding

Kasir/Petugas Meja | verifikasi Pembayaran dan Dokumen Permohonan Banding

Petugas Meja Il melakukan pembuatan Akta Banding

Panitera melakukan penandatanganan Akta Banding

Petugas Meja Ill melakukan Upload Akta Banding

Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding ke Domisili

7. Petugas Meja Ill melakukan melakuan Scan dan Upload Bundel A
8. Pemohon Banding melakukan Upload Memori Banding
9
1

Panitera verifikasi Memori banding

0. Jurusita Pengganti dan Pemohon Banding mengirimkan surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding ke Domisili Elektronik Pihak Terbanding

. Panitera verifikasi Kontra Memori Banding

- Termohon Banding melakukan Upload Kontra Memori Banding

. Jurusita Pengganti dan Pemohon Banding mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding ke Domisili Elektronik Pihak Pembanding

- Panitera verifikasi Scan Berkas Banding

pada hari ke-10 (sepuluh) sejak pengajuan
- Inzage secara elektronik oleh para pihak
. Kasir/Petugas Meja | melakukan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Usaha Negara

- Jurusita Pengganti mengirimkan Surat Pemberitahuan

Inzage ke Domisili Elektronik Para Pihak

pengiriman Biaya Banding melalui virtual account (va)

. Panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Tata
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Pelaksana Mutu Baku
e Feglatan P!;?usg;gs Petugas J?;.;SQP Pititeis Pemohon | Termohon | Persyaratan/ Waktu Output
Meja | Meja Il ditunjuk Banding Banding Perlengkapan
Upload Bukti Telah me
Penaai Pembayaran lakukan
1 Pz"g I::: . Melalui Virtual Pendaftaran
2 Ba::l!% g Account pada dan
ing Aplikasi e- Pembayaran
Court 1 (satu) | Biaya Banding
Verifikasi hari
crPembayaran Aplikasi e- Data Pemohon
2 Dirlltumen Court dan Banding telah
Aplikasi SIPP Terverifikasi
Permohonan
Banding
Pembuatan _l .
; I Telah dibuat
3 Akta Banding | Aplikasi SIPP Akta Banding
SnaTRethg Akta Banding
4 Akta Banding Telah
HaRAE ditandatangani
Banding 9
Melakukan Akta Banding g‘;;ad.n
5 | Upload Akta Aplikasi ng
i telah
Banding e-Court 1 (satu)|
hari diupload
Mengirimkan
Surat
Pemberitahu Telah
a Persyaratan/ Mengirimkan
6 n Pernyataan Akta Banding Surat
Banding ke Aplikasi Pemberitahuan
Domisili e-Court kepada Pihak
Elektronik Terbanding
Pihak
Terbanding
Telah
! dilakukan
Melakuan Bundel A scan dan
Scan dan B 2 (dua)
7 Aplikasi . | upload
Upload hari
Buindel A e-Court dokumen
Bundel A
Borkas Paling
memori lamtial Telah
Melakukan : 5(lima)| .
- banding .| dilakukan
Upload > hari
8 . z upload
Memori i sejak ;
Bandin Aplikasi e Memori
g e-Court P banding
honan
1
(satu)
S}Zr;ﬁi hari | Telah
Verifikasi N—— atau | dilakukan
9 Memori g paling | Verifikasi
Bandin s lambat | Memori
l g_pggsi' hari | Banding
kedua
L sejak
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Mengirimkan upload
surat Memo | Telah
Pemberitahu ri mengirimkan
a Berkas bandin | Surat
ndan memori Pemberitahuan
10 Penyerahan banding dan
Memori Penyerahan
Banding ke Aplikasi Memori
Domisili e-Court Banding
Elektronik Kepada Pihak
Pihak Terbanding
Terbanding
Paling
lambat
5
Melakekan Berkas‘ (lima) T_elah
Upload memori hgri dilakukan
11 | Kontra banding sejak | upload
Memori o penyer | Kontra
Banding Aplikasi ahan | Memori
e-Court Memo | Banding
ri
Bandi
ng
Telah
Verifikasi dilakukan
12 Kontra Aplikasi 1 Verifikasi
Memori e-Court (satu) | Kontra
Banding hari | Memori
atau | Banding
Mengirimkan paling
Surat lambat | Telah
Pemberitahu hari | mengirimkan
a S E— s Berkas kedua | Surat
n dan , sejak | Pemberitahuan
Penyerahan Lnaenn;;n upload | dan
13 | Kontra 9 Kontr | Penyerahan
Memori Aplikasi aMe | Kontra
Banding ke Court mori | Memori
Domisili e-tou Ban | Banding
Elektronik ding | Kepada Pihak
Pihak Pembanding
Pembanding
Telah
Verifikasi { L 2 | dilakukan
14 | Scan Berkas e (dua) | Verifikasi
Banding hari | Scan Berkas
Banding
Mengirimkan
Surat
Pemberitahu
a Telah
n Inzage ke mengirimkan
Domisili‘ 1 Surat
15 Elek{roplk Aplikasi (satu) Pemberitahuan
Para Pihak o e-Court haits Inzage ke
pada hari ke- T ™= o ik 3| Domisili
10 (sepuluh) Elektronik
sejak Para Pihak

pengajuan
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Inzage

Telah
secara ——-} Ber_kasv .3 dilakukan
16 | elektronik Aplikasi (iga) | |1;age oleh
oleh para e-Court hari para pihak
pihak
Pengiriman
Biaya
Banding Telah
melalui virtual Aplikasi CMS 1 dilakukan
17 | account (va) Bank (satg) pembayaran
Pengadilan hari biaya banding
Tinggi Tata
Usaha
Negara 3
(saty) | roian
Pengiriman hari dilakukan
berkas atgu pengirima
banding paling n berkas
secara Aplikasi 'a:;?iat banding secara
18 | elektronik ke e-Court ke-20 elektronik
Pengadilan ke
Tinggi Tata (dua | o odiaditan
Usaha pu'."'h) Tinggi Tata
Negara gofale Usaha Negara
permo
honan

214




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/015/Ecourt/2022

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 28 April 2022
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA — ]
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi 29 Mei 2024
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY §5198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, Sema Nomor
2/2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada empat Lingkungan Peradilan;
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,
SK KMA 363/2022;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor:  269/KMA/SK/XII/2018
Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor:  129/KMA/SK/VI1/2019
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor:  271/KMA/SK/XI1/2019
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Tingkat

1. DI
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
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10.

11.

12.

13.

Banding, Kasasi dan Penunjauan Kembali
Secara Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
363/KMA/SKIXII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang
Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Perkara Permohonan 1. Formulir Check List
2. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penanganan Penangan Register 3. Komputer / Laptop
Perkara Permohonan 4. Jaringan Internet
5. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas | Berkas Perkara Permohanan

peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan
tidak akan tercapai.

PROSEDUR :

HWON =

o

Petugas Meja | membuka aplikasi E-Court

Petugas Meja | mengecek daftar Permohonan online pada aplikasi E-Court

Petugas Meja | memberitahukan kasir apabila ada yang memasukkan gugatan secara elektronik
Kasir mengecek transaksi status pembayaran pada aplikasi E- Court apabila ada pendaftaran
yang sudah dibayar dicek silang (cross check) dengan rekening perkara melalui aplikasi CMS
(Customer Management System) bank mitra

Kasir memberitahukan meja |, apabila pembayaran Permohonan perkara sudah diterima

Petugas Meja | mengunduh dokumen pendaftaran pada aplikasi E-Court dan Menggandakannya
Petugas Meja | memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan kesempurnaan dokumen jika
diketemukan kekurang sempurnaan dan ketidaklengkapan gugatan, panitera memberitahukan
kepada Pemohon

Petugas Meja | melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi E-Court dengan memberikan
chek-list terhadap pembayaran dan berkas/dokumen persyaratan permohonan

Kasir membuka aplikasi SIPP local kemudian meregister pendaftaran yang dilakukan secara
elektronik, mencatat dan memberi nomor perkara permohonan dalam jurnal keuangan perkara
pada aplikasi SIPP

10. Petugas Meja | menginput data para pihak pada SIPP
11. Panitera Muda Perkara Resume Permohonan
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12. Petugas Meja Il mencatat permohonan dalam buku register induk perkara dan buku bantu
13. Petugas Meja | Melengkapi berkas perkara dengan sampul berkas perkara dan resume
permohonan

14. Panitera menyerahkan berkas permohonan kepada Panitera

217



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasir Petugas Petugas Panitera Paniter Ketua/ | Persyaratan W Gutnat
Mejal | Mejall | Muda a Wakil | / uiny
Perkara Ketua | Perlengkapa ‘?:
n
1. | Membuka aplikasi ; - PC 1 Data
E-Court Q - User ha | aplikasi E-
Akun ri Court
- Koneksi
Internet
2. | Mengecek daftar - PC Daftar
Permohonan online - Koneksi permohonan
pada aplikasi E- Internet online
Court permohonan
online
3. | Memberitahukan \ 4 - Kertas Status
kasir apabila ada Check- permohonan
yang memasukkan List sudah
gugatan secara - PC dibayar
elektronik - Koneksi
Internet
4. | Mengecek transaksi - PC daftar status
status pembayaran - Koneksi pembayaran
pada aplikasi E- Internet melalui
Court apabila ada aplikasi
pendaftaran  yang CMS bank
sudah dibayar dicek 8 Mitra
silang (cross check)
dengan
rekening perkara
melalui aplikasi
CMS (Customer
Management
System)bank mitra
5. | Memberitahukan - PC Pembayaran
meja |, apabila - Koneksi Permohona
pembayaran Internet n diterima
Permohonan
perkara sudah
diterima
6. | Mengunduh 4 - PC Dokumen
dokumen A - Koneksi pendaftaran
pendaftaran pada Internet
aplikasi E-Court dan - Printer
Menggandakannya - ATK
7. | Memeriksa - Berkas Terperiksany
kelengkapan berkas ’ perkara a
permohonan  dan | K - ATK kelengkapan
kesempurnaan @ dan
dokumen jika kesempunaan
diketemukan dokumen
kekurang
sempurnaan dan
ketidaklengkapan
gugatan, panitera
memberitahukan
kepada Pemohon
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8. Melakukan -PC Pendaftaran
verifikasi - Koneksi permohonan
pendaftaran Internet telah
melalui aplikasi -ATK terchek-list
E-Court dengan - Check dan
memberikan chek- list terverifikasi
fist terhadap
pembayaran dan
berkas/dokumen
persyaratan
permohonan

9. Kasir membuka -PC Register
aplikasi SIPP - Jaringan pendaftaran
local kemudian I(— LAN telah
meregister - tercatat
pendaftaran Database dan telah
yang dilakukan SIPP lokal diberikan
secara nomor
elektronik, perkara
mencatat  dan >
memberi nomor
perkara
permohonan
dalam jurnal
keuangan
perkara pada
aplikasi SIPP

10 Menginput data -PC Tercatatny
para pihak pada - Jaringan a data
SIPP LAN para pihak

= pada SIPP

Database data

SIPP lokal permohon
an di SIPP

11 Resume -ATK Resume
Permohonan % - Berkas Permohon

> - Perkara an

12 Mencatat - Buku Tercatatny
permohonan - Register a
dalam buku Perkara permohon
register induk < -ATK an dalam
perkara dan buku
buku bantu register

perkara
dan buku
bantu

13 Melengkapi - Berkas Berkas
berkas perkara perkara perkara
dengan sampul - ATK telah
berkas perkara - Resume lengkap
dan resume - Formulir
permohonan

14 Menyerahkan - Berkas Diterimany
berkas perkara a
permohonan -ATK berkas
kepada Panitera > l - Resume permohona

# - Formulir nyang
! sudah
| lengkap
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15 Menyerahkan - Berkas Diterimany
berkas Perkara a
Permohonan berkas
kepada permohona
ketua/wakil n oleh
ketua ketua/

wakil
ketua

220




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER _
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yoqyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/016/Ecourt/2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN BANDING SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;
Peraturan Mahkamah  Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali
di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku | Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMAJ/SKIXINIF2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektraonik
Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor -
131/KMA/SKVII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman

1. DI
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
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Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DJMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:

12. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera  Pengganti) dan  Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Banding Elektronik 8. Formulir Check List
2. SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik 9. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penerimaan Memori/Kontra Memori

10. K ter / Laptop / SIPP / E
Banding SecaraElektronik eiputer | Lapiopl SiFF LE Cour

SOP ]nzage Banding Elektronik 11. Buku Reg|5ter Induk Perkara
SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik
SOP Pemberitahuan Putusan Banding
Elektronik

7. SOP Pencatatan Surat Kuasa

8. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara

o w

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja | Berkas Perkara Tingkat I/Bundel A dan Bundel B
Il dan Panitera, maka dianggap menghambat proses
penerimaan perkara

PROSEDUR :

1. Petugas Meja | membuka aplikasi E-Court

2. Petugas Meja | memberitahukan kasir apabila ada yang memasukan permohonan banding secara
elektronik

3. Kasir mengecek transaksi status pembayaran pada aplikasi E- Court apabila ada pendaftaran
yang sudah dibayar dicek silang (cross check) dengan rekening perkara melalui aplikasi CMS
(Customer Management System) Bank yang bekerjasama

4. Kasir memberitahukan meja Ill apabila pembayaran permohonan banding sudah diterima

S. Petugas Meja lll memeriksa surat kuasa dan menginput data kuasa hukum

6. Petugas Meja Ill mengkonsep akta permohonan  banding untuk diperiksa dan ditanda tangani
Panitera

7. Panitera memberikan penandatanganan Akta Banding

8. Petugas Meja Ill mengunggah akta banding yang telah dibuat panitera

9. Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan permohonan banding kepada para pihak

10. Petugas Meja Ill membuka aplikasi SIPP local kemudian meregister permohonan banding,

mencatat jurnal keuangan dan menginput data permohonan banding pada SIPP
11. Petugas Meja | mencatat permohonan banding dalam buku register perkara dan buku bantu
12. Petugas Meja lll melengkapi berkas permohonan banding dengan map perkara dan mengarsipkan
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasir Petugas | Petugas | Jurusita/ | Panitera | Ketua/ | Persyara W Output
Meja | Meja lll | Jurusita Wakil | tan/ K pu
Penggant Ketua | Perlengk | 2
i apan tu
1. | Membuka aplikasi -PC 1 Data
E-Court - User ha | aplikasi E-
Akun ri Court
Koneksi
Internet
2. | Memberitahukan -PC Daftar
kasir apabila ada = permohona
yang memasukan Koneksi n banding
permohonan Internet online
banding secara
elektronik
3. | Mengecek -PC Notifikasi
transaksi  status - pembayara
pembayaran pada Koneksi n
aplikasi E- Court Internet
apabila ada
pendaftaran yang
sudah dibayar +—
dicek silang (cross
check) dengan
rekening perkara
melalui  aplikasi
CMS  (Customer
Management
Sysfem) Bank v
yang bekerjasama
4. | Memberitahukan -PC Pembayara
meja Il apabila - n sudah
pembayaran Koneksi dilakukan
permohonan Internet
banding sudah
diterima
5. | Memeriksa surat -PC Surat
kuasa dan = Kuasa
menginput  data Koneksi terinput
kuasa hukum Internet
6. | Meja 1] v -PC Draft Akta
mengkonsep akta - Banding
permohonan Koneksi
banding untuk Internet
diperiksa dan - Printer
ditanda  tangani - ATK
Panitera
7. | Penandatanganan -PC Akta
Akta Banding = Banding
Koneksi
Internet
- Printer
- ATK
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8. Meja 1] -PC Akta
mengunggah - Koneksi permohonan
akta banding Internet banding
yang telah dibuat - terunggah
panitera Scanner

‘___

9. Memberitahukan -PC Pemberitahua
permohonan - n permchonan
banding kepada Jaringan banding
para pihak LAN

Database
SIPP
lokal

10 Membuka -PC Tercatatnya
aplikasi SIPP - data
local kemudian Jaringan permohonan
meregister LAN banding di
permohonan - SIPP
banding, Database
mencatat jurnal SIPP
keuangan  dan lokal
menginput data
permohonan
banding pada
SIPP

11 Mencatat - ATK Tercatatnya
permohonan - Berkas permohonan
banding dalam - Perkara banding dalam
buku register buku register
perkara dan perkara dan
buku bantu buku bantu

12 Melengkapi - Buku Pengarsipan
berkas - berkas
permohonan Register permohonan
banding dengan Perkara banding
map perkara dan -ATK

mengarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER )
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan| 25 Mei 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor SOP SOP/017/Ecourt/2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1.

2

o

6.

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik:
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali
di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXII2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan  Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

DIl
S1-Hukum
S2-Hukum

fad B
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Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DiMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:

12. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera  Pengganti) dan  Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Banding Elektronik

SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik
SOP Penerimaan Memori/Kontra Memori
Banding SecaraElektronik

SOP Inzage Banding Elektronik

SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik
SOP Pemberitahuan Putusan Banding
Elektronik

7. SOP Pencatatan Surat Kuasa

8. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara

W

&

o v

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer / Laptop / SIPP / E Court
Buku Register Induk Perkara

Bk =

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja
Il dan Panitera, maka dianggap menghambat proses
penerimaan perkara

Berkas Perkara Tingkat I/Bundel A dan Bundel B

PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill melakukan penerimaan permohonan pencabutan Upaya hukum banding secara

elektronik dari Pembanding/ Kuasanya

2. Petugas Meja lll mengkonsep akta pencabutan upaya hukum banding untuk diperiksa dan ditanda

tangani Panitera

3. Kepaniteraan menerbitkan akta pencabutan secara elektronik diunggah serta diberitahukan
kepada para pihak jika permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum berkas

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

4. Jurusita/Jurusita Pengganti jika permohonan pencabutan Upaya hukum banding diajukan setelah
pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi maka disikapi oleh Pengadilan Tinggi dengan
penetapan dan akan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui aplikasi e-Court
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Pelaksa Mutu Baku
No Aktivitas J n_?w
urusi
Ph;:tqgalﬁ Jurusita Panitera g:;?;agrf;?;é Waktu Qutput
e Pengganti
1. | Penerimaan PC Dokumen
permohonan Koneksi pencabuta
pencabutan upaya Tidak Int_ernet n: Surat
hukum banding P Printer permohona
secara elektronik dari D = ATK n
Pembanding/ pencabuta
Kuasanya Eul.;(paa:za
banding
2. | Meja Il mengkonsep i PC _ Dokumen
akta pencabutan Ya / Koneksi pencabuta
upaya hukum Internet n: Akta
banding - Printer pencabuta
untuk diperiksa dan ATK n upaya
ditanda tangani hukum
Panitera banding
3. | Kepaniteraan PC _ Akta
menerbitkan akta Koneksi pencabuta
pencabutan secara Internet n upaya
elektronik diunggah Scanner hukum
serta diberitahukan banding
kepada para pihak jika 5 i terunggah
permohonan Tidak
Telah
pencabutan‘ upaya ditiimiiya
hukum banding Ya pemberiah
diajukan sebelum o ticeh
berkas perkara dikirim elektronk
ke Pengadilan Tinggi ke domisili
elektronik
| _para pihak
4. | Jika permohonan - PC ‘ Penetapan
pencabutan  upaya - Koneksi pencabuta
hukum banding Internet n upaya
diajukan setelah hukum
pengiriman berkas banding
perkara ke Pengadilan ” terunggah;
Tinggi maka disikapi T‘el‘a'h
oleh Pengadilan dlkmmnya
Tinggi dengan pemberitah
penetapan dan akan uan secara
diberitahukan kepada elektror.ul‘cb
para pihak secara ke dom|_sm
elektronik melalui elektrqu
L ] aplikasi e-Court para pihak.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nompr S0P SORMEEcour2024

DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER ,
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan) 25 Mef2024

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA —
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675 Tanggal Berlaku 10 Juni 2024
Website : www.ptun-yoqyakarta.go.id,

Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI/KONTRA BANDING SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

=l

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 1. DIl
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2. S1-Hukum
sebagaimana telah dirubah dengan Undang- 3. §2-Hukum
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 ;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali
di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku | Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan  Administrasi
Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKNVI1/2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
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10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera  Pengganti) dan  Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Banding Elektronik 1. Formulir Check List
2. SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penerimaan Memori/Kontra Memori 3. Komputer / Laptop / SIPP / E Court
Banding Secara Elektronik 4. Buku Register Induk Perkara

4. SOP Inzage Banding Elektronik

5. SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik

6. SOP Pemberitahuan Putusan Banding
Elektronik

7. SOP Pencatatan Surat Kuasa

8. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja
Il dan Panitera, maka dianggap menghambat proses
penerimaan perkara

Berkas Perkara Tingkat I/Bundel A dan Bundel B

PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill dan Panitera mengunduh Memori dan/atau Kontra Memori Banding Melalui

Sistem Informasi Pengadilan

2. Jurusita Pengganti memberitahukan Memori dan/atau Kontra Memori Banding kepada Panitera
3. Panitera memori dan/atau Kontra Memori Banding dicek kemudian diverifikasi oleh Panitera

Melalui Sistem Informasi Pengadilan

229




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Jurusita i Persyaratan /
Meje?!il Pengganti Pag"er Perlengkapan Yamkt Qutput

1 Mengunduh Memori Soft copy 1Jam | Telah diunduhnya
dan/atau Kontra Memori dan Memori dan/atau
Memori Banding @-—PI I Kontra Memori Kontra Memorni
Melalui Sistem Banding Banding
Informasi Pengadilan PC

Koneksilnternet

2 Memberitahukan Ponsel 30 Menit | Panitera
Memori dan/atau Interkom mengetahui
Kontra Memori < memori dan/atau
Banding kepada kontra memori
Panitera banding telah

diterima

3 Memori dan/atau Soft copy 1 Jam Para pihak dapat
Kontra Memori Memori dan mengunduh memori
Banding dicek Kontra Memori dan/ atgg ko(?_tra
kemudian diverifikasi Bandin memaort banding
oleh Panitera Melalui @ PC . pada aplikasi e-
Sistem Informasi Koneksi Court.
Pengadilan Internet
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Website : www.ptun-yogyakarta.go.id,
Emall : ptunjogja@mahkamahaqung.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER )
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | Tanggal Revisi
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan — Bantul — DIY 55198
Telepon :0274 -520502 Faximile : 0274 - 581675

Nomor SOP SOP/019/Ecourt/2024

Tanggal Berlaku 10 Juni 2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
KIRIM BERKAS BANDING SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

I

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi
Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada Empat Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VI11/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada
di Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XI11/12022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

1. DIl
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
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Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

.Buku Pedoman Kerja Standar Operasional

Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera Pengganti) dan Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Banding Elektronik 1. Formulir Check List
2. SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP ‘Penenmaan Memqanontra Memori 3. Komputer / Laptop / SIPP / E Court
Banding SecaraElektronik 4 Biiki ReslsEr [dif Peik
4. SOP Inzage Banding Elektronik ¥ MR RERISIOr NG Eerhara
5. SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik
6. SOP Pemberitahuan Putusan Banding Elektronik
7. SOP Pencatatan Surat Kuasa
8. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja Il
dan Panitera, maka dianggap menghambat proses

Berkas Perkara Tingkat I/Bundel A dan Bundel B

penerimaan perkara
PROSEDUR :
1. Kasir membuka aplikasi e-Court untuk mendapatakan nomor Virtual Account
2. Kasir melakukan pembayaran sesuai jumlah nominal yang tertera, kemudian status pembayaran
otomastis terupdate menjadi sudah bayar Jika tidak terupdate, kasir melakukan konfirmasi secara
manual melalui aplikasi e-Court.
3. Panitera mengirim keseluruhan data upaya hukum banding ke SIPP banding melalui aplikasi e-

Court setelah proses inzage dan pembayaran biaya banding
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas . Persyaratan Waktu Output
Kasir Panitera /
Perlengkap
an

1. | Kasir membuka PC 1Jam | Virtual Biaya
aplikasi e-Court untuk ( ) < Koneksi Banding
mendapatakan  nomor Internet
Virtual Account

2. | Kasir melakukan Tida - Virtual 1Jam | - Biaya banding
pembayaran sesuai Account telah dibayar;
jumlah nominal yang Biaya - Data status
tertera, kemudian \ Banding pembayaran
status pembayaran / PC terupdate dan
otomastis terupdate Koneksi tidak terupdate
menjadi sudah bayar Internet
Jika tidak terupdate, Bukti
kasir melakukan pembayar
konfirmasi secara Ya an
manual melalui Scanner
aplikasi e-Court.

3. | Panitera mengirim PC 2 Jam | Data banding
keseluruhan data Koneksi terkirimke SIPP
upaya hukum Internet Banding
banding ke SIPP
banding melalui ( )

aplikasi e-Courtsetelah
proses inzage dan
pembayaran

biaya banding
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
INZAGE SECARA ELEKTRONIK

telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.:
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi
Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada Empat Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku | Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

[N

n

6.

Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada
di Bawahnya

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 1. DI
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana 2. $1-Hukum
3. S2-Hukum
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Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DJMT/KEP/VIII2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pendaftaran Banding Elektronik

2. SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik

3. SOP Penerimaan Memori/Kontra Memori
Banding SecaraElektronik

SOP Inzage Banding Elektronik

SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik
SOP Pemberitahuan Putusan Banding Elektronik
SOP Pencatatan Surat Kuasa

SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara

Now e

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop / SIPP / E Court
Buku Register Induk Perkara

PON =

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja IlI
dan Panitera, maka dianggap menghambat proses
penerimaan perkara

Berkas Perkara Tingkat I/Bundel A dan Bundel B

PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill mengunggah dokumen Berkas Bundel A dan Bundel B
2. Berkas-berkas inzage dicek kemudian diverifikasi oleh Panitera
3. Setelah semua pihak melakukan inzage Panitera mengisi form verifikasi inzage

4. Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Jurusita . Persyaratan /
Mejaglll Pengganti | Panitera Perlengkapan Yoakt Output
1 Meja Ill mengunggah - Berkas Bundel 2Jam | Softcopy berkas
dokumen Berkas A dan Bundel B
Bundel A dan Bundel ( ) PC
B Koneksi
Internet
Scanner
2 Berkas-berkas Softcopy 1 Jam Berkas-berkas
inzage dicek Berkas Bundel inzageterverifikasi
kemudiandiverifikasi l::l A dan Bundel B dan dapatdiakses
olehPanitera PC para pihak secara
Koneksi Internet elektronik melalui
aplikasi e-Court
3 Setelah semua pihak Form verifikasi 1Jam | Berkas-berkas
melakukan inzage v inzage e-Court inzageterverifikasi
Panitera  mengisi I PC dan dapatdiakses
form  verifikasi Koneksi Internet para pihak secara
inzage ele%ctror]nk melalui
aplikasi e-Court
4. | Pemberitahuan PC 1Jam | Terkirimnya
Pelaksanaan Inzage Koneksi Internet pemberitahuan

pelaksanaan inzage
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Nomor SOP
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L

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING SECARA ELEKTRONIK

| DASAR HUKUM -

KUALIFIKASI PELAKSANA : ]

1§

A

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi
Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada Empat Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan:

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKV11/2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada
di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor:48/DjMT/KEP/VII2012 Tentang Buku

1. DIl
2. S1-Hukum
3. S2-Hukum
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12.

.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik

Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera Pengganti) dan Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pendaftaran Banding Elektronik
SOP Pencabutan Banding Secara Elektronik

—_

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)

N

3. SOP Penerimaan Memori/Kontra Memori o
Banding SecaraElektronik 3. PE(?&EL;tter! Laptop / SIPP dan Aplikasi
4. SOP Inzage Banding Elektronik )
5. SOP Pengiriman Berkas Banding Elektronik 4. Buku Register Induk Perkara
6. SOP Pemberitahuan Putusan Banding Elektronik
7. SOP Pencatatan Surat Kuasa
8. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan oleh petugas meja IlI

dan

penerimaan perkara

Panitera, maka dianggap menghambat proses

PROSEDUR :

1. Petugas Meja Ill melakukan penerimaan Berkas dan Putusan Banding dari PTTUN
Jakarta

2. Petugas Meja Ill memberitahukan kepada Panitera tentang putusan banding

3. Panitera memeriksa kesesuaian data salinan putusan banding

4. Panitera berkoordinasi dengan panitera tingkat banding terkait temuan hasil pemeriksaan
kesesuaian data salinan putusan banding

5. Panitera memerintahkan jurusita pengganti untuk memberitahuan putusan banding
kepada para pihak

6. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi

Pengadilan
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Jurusita . Persyaratan /
Me}g Il | Pengganti Panitera Perlengkapan Walkty Output

1 Penerimaan Salinan Putusan 1Jam | Penerimaan
Berkas dan D Banding PutusanBanding
Putusan
Banding dari
PTTUN Jakarta

2 | Mejam \ - Ponsel 30 Menit | Panitera
memberitahukan - Interkom mengetahui berkas
kepada Panitera dan putusan
tentang putusan banding
banding

3 Panitera 4 - Salinan 1Jam | Panitera telah
memeriksa Putusan memeriksa
kesesuaian data Sesu =t > Banding kesesuaian data
salinan putusan salinan putusan
banding band|ng

4. | Panitera Tidak - Jaringan 1 Jam Panitera
berkoordinasi sesuai internet menyampaiakan
dengan panitera . - Aplikasi e- temuam hasil
tingkat banding Court pemeriksaan
terkait temuan _‘ kesesuaian salinan
hasil banding
pemeriksaan
kesesuaian data
salinan putusan
banding

5. | Panitera - Jaringan 1 Jam Tersampaikannya
memerintahkan internet perintah
jurusita === - Aplikasi e- pemberitahuan
pengganti untuk Court salinan putusan
memberitahuan - aplikasi SIPP kepada jurusita
putusan banding pengganti
kepada para
pihak

6. | Pemberitahuan - Jaringan 1Jam | Terkiimnya
Putusan internet PutusanBanding
Banding @ - Aplikasi e- kepada Para
kepada Para Court Pihak melalui Sistem
Pihak melalui Informasi
Sistem Informasi Pengadilan

|| Pengadilan
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PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING SECARA E-

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

COURT

| DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 1. SLTA
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana 2. S81-Hukum
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor KMA/032/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku | Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SKIXII/2022  tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKIVIII2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor
46/KPTUN.W3. TUN3/SK.HK.1.2.5/1/2024 _J
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Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaan
pada PTUN Yogyakarta Tahun 2024

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
. 48/DjMT/KEP/NVI11/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara

12. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional
Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Panitera Pengganti) dan Administrasi
Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Tahun 2017

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN -

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Pemeriksaan Perkara Gugatan/ Banding/
Kasasi/ Peninjauan Kembali

1. Formulir Check List
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer / Laptop / SIPP / E Court

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai.

Arsip Perkara Aktif dan Inaktif Kepaniteraan
Perkara

PROSEDUR :

1. Kasir meneruskan informasi sisa panjar perkara ke bendahara
2. Bendahara mentransfer sisa panjar perkara kepada penggugat
3. Panitera memverifikasi transfer pengembalian sisa panjar
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Mutu Baku
Mo Aktivitas Panitera Kasir Beneatiarg / g:rrf:ﬁagr:;;:n Waktu Output
1. Meneruskan - E-mail 1 jam - Pemberitahuan
informasi sisa - Jaringan internet
panjar
perkara ke
bendahara
2. Mentransfer b -No rekening 3jam - Bukti setor
sisa panjar penggugat atau transfer
perkara ] kuasa hukumnya pengembalian
kepada ' yang terdaftar di e- sisa perkara
penggugat Court
- Jaringan internet
- Kendaraan dinas
3. Memverifikasi -E-mail 3 jam Bukti setor
transfer ( }( - Jaringan internet transfer
pengembalian pengembalian
sisa panjar sisa perkara J
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Nomor SOP SOP/023/Ecourt/2024

Disahkan Oleh Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENETAPAN PENCABUTAN GUGATAN EL

EKTONIK OLEH MAJELIS HAKIM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara:

Peraturan  Mahkamah Agung  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik:

Peraturan  Mahkamah Agung  Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363
IKMA/SK/XI1/2022  tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
131/KMA/SKVIII2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Ada di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Administrasi Pemerintahan;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

S1-Hukum
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KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1

SOP Pengisian Register Induk Perkara 1. Formulir Check List

2. SOP Pengisian Buku Jurnal Keuangan Perkara 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Komputer / Laptop
4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan | Berkas Perkara Gugatan

tidak akan tercapai.

PROSEDUR :

1.
2
3.

Ketua menetapkan Majelis Hakim

Maijelis Hakim menerima berkas perkara dan melaksanakan persidangan

Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatan (apabila
tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat)

Majelis Hakim bermusyawarah tentang permohonan pencabutan gugatan

Majelis Hakim membacakan penetapan pencabutan gugatan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan

Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan penetapan pencabutan gugatan kepada para pihak
melalui system informasi pengadilan
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[ Pelaksana Mutu Baku
N Jurusflaf Ketua/ Persyaratan
g Aktivitas :;:J.:P] ;l:r:l:g:n Panitera Wakil | Majelis Hakim Pe nenfgkapa “:Sk QOutput
" Ketua i

1 | Ketua menetapkan - ATK Surat

Majelis Hakim D— Penetapan
I Majelis Hakim

2 | Majelis Hakim menerima l Berkas Perkara
berkas perkara dan
melaksanakan :I
persidangan

3 | Majelis Hakim - ATK Berkas Perkara
mempelajari berkas - Surat Surat
perkara dan Permohona) 1 Permohonan
permohonan n hari Pencabutan dsn
pencabutan gugatan Pencabutan Persetujuan
(apabila tergugat sudah v Gugatan Tergugat
memberikan  jawaban, E
pencabutan gugatan
oleh penggugat akan
dikabulkan oleh
Pengadilan hanya
apabila disetujui
tergugat)

4 | Majelis Hakim - Berkas Hasil
bermusyawarah tentang Perkara Musyawarah
permohonan pencabutan j (Advis blad)
gugatan ;

5 | Membacakan penetapan \ 4 - Laptop hisiri Surat
pencabutan gugatan - Printer Penetapan
secara elektronik melalui <> -ATK Pencabutan
Sistem Informasi
Pengadilan

6 | Memberitahukan - Laptop Tertkirimnya
penetapan pencabutan © - koneksi 4 pemberitahuan
gugatan kepada para Interet hari | Penetapan
pihak melalui system pencabutan
informasi pengadilan gugatan
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